. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri pergulaan nasional menjadi isu yang diapggenting dan selalu
menarik untuk dibahas bagaimana tidak industri golarupakan industri
perkebunan tertua di Indonesia yang pernah mengaemnkejayaan industri
gula pada tahun 1930-an. Saat itu pabrik gula yemngperasi adalah 179 pabrik
gula (PG),produktivitas sekitar 14,8 persen dandemen mencapai 11-13,8
persen.Ekspor gula pernah mencapai sekitar 2,4qatdengan produksi puncak
mencapai sekitar 3 juta ton (Sudatal, 2000).

Pada tahun 2008 produksi gula dunia sebesar 166823tpn dimana
Indonesiaproduksinya sebesar 2,67 juta ton guldn mlain 1,256 juta ton untuk
gularafinasi. Rata-rata stok gula dunia sebesar jBt8 ton. Sedangkan
konsumsigula dunia sekitar 163 juta ton. Produksa glunia adalah 70% dari
tebu sisanya dari beet (Dirjen Industri Agro Kim2809). Keberhasilan industri
gula baik ditunjang dari bahan baku telsaccharum officinarum L .Jlidasarkan
pada aspeloff farrdan on farmdimana aspeloff farm yang meliputi bagian
pasca panen, tebu digiling hingga teknologi yanguakan, akan tetapi
keberhasilan tidak sepenuhnya ada pada peneragamidgi yang baik ataupun
mekanisasi akan tetapi aspak farm yang meliputi penerapan kaidah teknologi
pertanaman yangbaik dan benar mulai dari persidghan, pengolahan dan
penanaman yangmengikuti kaidah masa tanam opti&hgbroses kerjasama
petani mitra menjadi bagian yang tidak terpisahkkam keberhasilan yang
dimaksud sehingga pengiriman tebu ke pabrik dagstua kriteria MBS
(manis,bersih dan segar).

Dalam rangka pembangunan pertanian dengan konsebisat,
pemerintah mengeluarkan UU No. 9 tahun 1995 tentdegha Kecil yang
kemudian dijabarkan pada PP No. 44 tahun 1997 rignk@mitraan. Aturan
tersebut antara lain ditujukan untuk mengatasi lahsa masalah keterbatasan
modal dan teknologi bagi petani kecil, peningkatantu produk dan masalah
pemasaran. (Departemen Pertanian, 2003). Konseptr&éam mengacu pada
konsep kerjasama antara usaha kecil dengan usamengah atau usaha besar

disertai pembinaan, dengan memperhatikan prindipgsanenguntungkan dan



memperkuat. Pola kemitraan adalah bentuk — berdrjkdama antara usaha kecil
dan usaha menengah atau usaha besar. Pola kensghagai suatu inovasi
mengandung pengertian bahwa telah terjadi prosesbgiearuan (inovasi =

sesewatu yang baru) terhadap pola kemitraan dadenyak hal dalam artian pola
kemitraan bukan sesewatu yang baru sama sekalurda cpetani, tetapi telah

mengalami proses perubahan dari waktu ke waktu ghingaat ini, dalam

pelaksanaanya tidak ada pihak yang dirugikan maypuog diuntungkan di salah
satu pihak.

Kabupaten Magetan merupakan daerah yang strat@gmsnd sebagian
besar penggunaan lahan adalah di sektor pertamag terdiri dari tanaman
pangan serealia, hortikultura serta perkebunargatekarakteristik wilayah yang
didukung oleh sarana dan prasarana yang mewadahinja@g dalam program
pemerintah dalam sektor pertanian. Di wilayah Kalbepp Magetan terdapat 2
Pabrik Gula diantaranya adalah PG. PoerwodadieRfanRedjosari. Keadaan
geografis yang mendukung usaha perkebunan tebuacigmgngusahaan utama
setelah tanaman padi, ini dikarenakan dari sektyrabusahatani tebu yang lebih
murah karena perlakuan intensif hanya pada awatlaya, ditambah lagi usaha
perkebunan tebu yang prospektif didukung dengfakeholdedan sistem bagi
hasil dari kemitraan tebu dengan Pabrik Gula.

PG. Poerwodadie dalam melakukan proses kemitraangacea pada
sistem bagi hasil yang terjalin dalam kesepakatabuTRakyat dimana Pabrik
Gula memberikan jaminan pemberian kredit dan habi&ngan disetorkan pada
PG yang memberikan fasilitas kredit. Berbagai jgruk& kemitraan yang dijalin
melalui pengucuran kredit usahatani tebu hinggag@eangan sumberdaya
manusia melaluitransfer knowlegdgang ada dalam bimbingan teknis yang
diberikan oleh PG. Poerwodadie menjadikan hubungeny terjalin dari Pabrik
Gula dan Petani menjadi harmonis sehingga ketaratakan pengiriman bahan
baku tebu, kualitas serta jaminan harga terpene$iua dengan rencana yang
telah disepakati.

Salah satu program kemitraan yang terjalin adatagrBm Kemitraan dan
Bina Lingkungan, PKBL merupakan Program Pembinasahd Kecil dan

pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalemanfaatan dana dari



bagian laba BUMN, jalanya program tersebut di PGerRodadie menjadi 2
bagian, yang pertama merupakan bentuk program taanit dimana PG.
Mengucurkan modal kredit sebagai salah satu behélkk dan kewajiban dari
petani yang menyerahan bahan baku berupa tebu &éffadsebagai pihak yang
memebrikan kredit, selanjutnya adalah dengan prodgdma Lingkungan yang
meliputi berbagai program pengabdian kepada masyakhususnya di wilayah
kerja PG. Poerwodadie, seperti bantuan modal UKBmhmigngunan fasilitas
umum, pengerasan jalan, bakti sosial, dll.

Dengan adanya kebijakan program tersebut diharapieamadi stimulus
dalam memberikan respon positif kepada petani deesyamakat dalam
memberikan perhatian kepada PG. Poerwodadie dadsenakuran pasokan bahan
baku serta persepsi pandangan yang positif terhkelippkan yang berjalan di
PG. Poerwodadie

Penerapan pola kemitraan yang dijalankan belummsiymga memberikan
manfaat seutuhnya bagi kedua pihak yang bermith,irth berdasarkan pada
pasokan bahan baku masa giling tebu dimana PG raemgkekurangan pada
akhir periode giling bahan baku utama tebu yangdardari Tebu Rakyat yang
pengelolaanya Petani menggantungkan bantuan kdadit PG. Poerwodadie
justru memindahkan pasokan bahan baku ke PG lalapdhal ini tidak sesuai
dengan prinsip dasar kemitraan dimana dalam pataitiean yang ideal tidak
merugikan dari salah satu pihak yang sudah terkaliasama.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukarelgem mengenai
proses pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina unggn (PKBL) dalam
upaya memperoleh masukan sejauh mana pelaksanagramr tersebut dapat
berjalan sesuai dengan kaidah — kaidah yang bedaR{. Poerwodadie, Desa

Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan.

1.2 Perumusan Masalah

Visi Pembangunan Pertanian ke depan adalah mekanyaertanian yang
dapat menjamin ketahanan pangan nasional, mensgaht masyarakat dan

memiliki daya saing tinggi. Sesuai dengan visi dasi pembangunan pertanian



tersebut, maka salah satu program pembangunaanizgrtadalah mewujudkan
ketahanan pangan nasional yang mandiri dan bejk&anNuhung, 2006).

PG. Poerwodadie merupakan unit kerja pabrik pernigigata dibawah
naungan BUMN PTPN Xl dengan 16 Pabrik Gula lainmymana wilayah
kerjanya tersebar di jawa timur dan mendukung pEmogmpemerintah dalam
rangka swasembada gula pada tahun 2014. Salatasatman perkebunan yang
memiliki arti penting pada industri gulaadalah telbial ini disebabkan tebu
merupakan bahan baku dalam pembuatan gula (Rah2@83). Menurut
Masyhuri (2005), meningkatnya kebutuhan gula dokestngat mempengaruhi
pengembang-an perkebunan tebu. Pengembangan tam@neaditujukan untuk
menambah pasokan bahan baku pada industri gula diarapkan
dapatmeningkatkan kesejahteraan petani tebu dereganpartisipasi aktif petani

tebu tersebut.

Pada hakekatnya adanya kemitraan yang terjalin pakan suatu
penghubung dalam menjalin kerjasama yang mengukémngdari kedua pihak
baik dari perusahaan maupun dari petani sendianyal kewajiban yang harus
dipenuhi dari kedua belah pihak mengharuskan pnodgeamitraan berjalan sesuai
dengan tujuan awal yang tidak hanya berorientaga p@untungan semata akan
tetapi lebih pada aspdienefityang menciptakan hubungan harmonis, selaras dan
seimbang yang secara tidak langsung akan membampattapositif terhadap
keberlangsungan produksi gula, kontinuitas produasokan bahan baku serta

dari segi pendapatan petani.

Pola kerjasama yang dilakukan oleh PG. Poerwoddale petani mitra
maupun dengan masyarakat di wilayah kerjanya tedimdak terlepas dari
hambatan yang meliputi dari aspek lingkungan maupternal dalam menjalin
kemitraan, Program Kemitraan dan Bina LingkungahBP) yang dilaksanakan
diharapkan memberi manfaat bagi kedua belah pihgk gari PG. Poerwodadie
serta petani mitra dan masyarakat di wilayah kegaisahaan sehingga menjadi
batu loncatansteping stonelli dalam tuntutan dalam peningkatan produktivitas

serta pendapatan petani melalui program yang tefeahcanakan.



Dari uraian di atas maka dapat dapat dirumuskamgealahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan Program KemitraanBdan Lingkungan
(PKBL) di PG. Poerwodadie?

2. Bagaimana biaya, penerimaan, pendapatan dannsiisisahatani tebu petani
yang mengikuti Program Kemitraan dan Bina Lingkun@akBL).

3. Bagaimanaviengembangkan Model konseptual berdasarkan definitiordi lokasi

penelitian?

1.3 Tujuan Penelitian
1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan kegiatan Prageanitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) di lokasi penelitian.
2. Menganalisis biaya, penerimaan, pendapatan daerefisisahatani tebu
petani yang mengikuti Program Kemitraan dan Bimggkungan (PKBL).
3. Mengembangkan Model konseptual berdasarkahdefinitiordi lokasi

penelitian.

1.4 Kegunaan Penelitian
1. Sebagai bahan informasi bagi PG. Poerwodadie daenjalankann Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan sehingga pelaksapeaagram tersebut dapat
menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kehigdanjutnya.
2. Sebagai masukan bagi petani tebu mitra PG. PoedMddeengenai manfaat
mengikuti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BRK
3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti dan mahasiswz melakukan

penelitian lebih lanjut.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai program kemitraan telah bamyiakukanoleh peneliti
yang meliputi berbagai banyak aspek objek penelitekan tetapi hasil yang
diperoleh belum dapat menyimpulkan samapi sebejayda pengaruhnya pada
tingkat pendapatan serta hak yang diperoleh patdra. Pola kemitraan dibentuk
dengan tujuan menghasilkan keuntungan sebagaitaddvaproses pelaksanaan
dari program — program yang telah dilakukan dengavaran berbagai macam
konsep mulai dari pendampingan, bantuan modal Kediinan pasar serta proses

transfer teknologi.

Catur (1999) dalam penelitianya mengenai studi gelaitraan pengusahaan
benih jagung manis menyatakan bahwa hasil kemityaag dibentuk mengacu
pada model kemitraan Pola Inti Plasma (PIP) dim@etani adalah petani mitra
usaha perusahaan, dalam pelaksanaan hak dan kawegibua belah pihak diatur
dalam surat perjanjian kerjasama produksi benih.

Siti asnah (2003) dalam penelitian yang mengamibdulj analisis pola
kemitraan antara petani tebu dan pabrik gula dalaimbagi hasil melibatkan
berbagai pihak dalam dalam menentukan kesepakatstgpan upah giling tebu
yaitu antara pihak PG. Kebon Agung, perwakilan dank Bukopin serta dari
KUD petani tebu yang tergabung dalam FMTK.

Masih pendapat yang sama dalam kharisma (2011)ijemeang mengambil
kajian sistem kemitraan usaha perkebunan kelapd pala kredit primer untuk
anggota dimana sebuah proses kemitraan berlansanegek diawali terjadinya
konflik atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang diledérd®T. Malaya Sawit
Katulistiwa dengan lahan milik penduduk di Desa &apumbur, adapun proses
pembentukan kemitraan usaha perkebunan kelapatsdiaiesa Rapak Lumbur
meliputi tahap persiapan yang terdiri atas masastkoksi, masa pembangunan
penyerahan kebun hingga pelunasan kebun dengan [gdaksana BPD Kaltim
yang ditunjuk oleh PT. Permodalan Nasional Mad&NN]) yang merupakan
pengelola penyaluran angsuran Kredit Likuiditaskaaonesia (KLBI).



Elis (2007) dalam penelitian mengenai analisis gaaitraan petani tebu
dengan pabrik gula berdasarakan pendekatan biayesaksi tedapat tingkat
pendapatan , penerimaan, biaya produksi total tesahpetani kemitraan lebih
tinggi dibandingkan dengan petani non kemitraannggla dari pola kemitraan
mampu meningkatkan pendapatan petani tebu kemitraan

Sejalan dengan penelitian selanjutnya oleh leldg2®nengemukakan dalam
penelitian partisipasi petani dalam program tebkyah kemitraan (TRK) dan
faktor — faktor sosial ekonomi yang mempengaruhinyang meliputi
merencanakan kegiatan TRK pelaksanaan kegiatamstdkn evaluasi kegiatan.
Berdasarkan hasil yang ada diketahui bahwa paaisipetani dalam program
TRK tergolong tinggi yang menunjukan bahwa petanidderah penelitian
sepenuhnya aktif dalam mengikuti program TRK dadaeat hubungan antara
faktor sosial ekonomi dengan partisipasi petanamaprogram TRK diartikan
bahwa responden dapat menerima program dari pematerselama hal tersebut
mengungtungkan petani.

Dari hasil penelitian terdahulu di atas, dapat w@kai bahwa terdapat
perbedaan pandangan dari beberapa peneliti mengeelaksanaan pola
kemitraan, akan tetapi dari perbedaan tersebutt db@abil suatu maksud yang
sama dalam memikirkan serta merumuskan langkahgkddn strategis yang perlu
dilakukan agar petani dapat meningkatkan pendayatarelalui pola kemitraan

yang dijalin dengan instansi terakait.

2.2 Kemitraan

2.2.1 Definisi Kemitraan

Kemitraan dalam Fahruddah (2005), kemitraan padmsasya adalah
dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasa@ara berbagai pihak, baik
secara individual maupun kelompok. Dengan kata ka&mitraan adalah suatu
kerjasama formal antara individu-individu, kelomgadompok atau organisasi-
organisasi untuk mencapai suatu tujuan tugas ajaart tertentu.

Menurut Hafsah dalam Yusnitasari (2006) Kemitradalah suatu strategi

bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebilamajangka waktu tertentu



untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsipgsatienguntungkan. Jadi
dalam model kemitraan yang dilakukan oleh dua pifsd&rusahaan dengan
kelompok tani) untuk mencapai strategi bisnis digem “win-win solution”

sehingga tercapai keuntungan bersama dan tidak pau#k yang merasa

dirugikan.

Dikemukakan juga oleh Laili (2007) bahwa kemitraasalah hubungan
usaha antara usaha kecil dan atau koperasi dersgdnra umenengah atau besar
disertai dengan bantuan pembinaan berupa penimglatmber daya manusia
(SDM), peningkatan pemasaran, peningkatan tekidubsi, peningkatan modal
kerja dan peningkatan teknik perbankan oleh usaé@engah atau usaha besar

dengan prinsip saling menguntungkan.

Sedangkan menurut Sumardjo (2004) dalam Laili 7Z2@@mitraan adalah
kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menatajaldengan usaha besar
disertai pembinaan dan pengembangan yang berki&lanpleh usaha menengah
atau usaha besar dengan memperhatikan prinsipgsai@merlukan, saling

memperkuat, dan saling menguntungkan.

Dalam Martodisero (2002) kemitraan usaha pertamarupakan salah satu
instrumen kerja sama yang mengacu kepada tercgptamgsana keseimbangan,
keselarasan, dan keterampilan yang didasari spéntpya antar perusahaan mitra
dan kelompok perwujudan sinergi kemitraan, yaitwtgudnya hubungan yang

saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saigmgperkuat.

Sedangkan pengertian kemitraan dalam Undang-Unéiorgor 9 tahun
1995 bab 1 dalam Nurmianto (2008), dikatakan seblegyga sama usaha kecil
dengan usaha menengah atau dengan usaha besti desegan pembinaan dan
pengembangan oleh usaha menengah atau usaha kegandnemperhatikan
prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, daing menguntungkan, ini

merupakan landasan pengembangan usaha.

Di lain pihak Lan Lion (1995) dalam Nurmianto (20G8engatakan bahwa
kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnisg ydiveri ciri dengan

hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertintykgtyi, saling percaya,



dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu samanfaik mencapai tujuan

bisnis bersama.

Dalam buletin yang dikeluarkan oleh FAO (2001) leegapat tentang

kemitraan¢ontract farmingsebagai berikut:

“Contract farming can be defined as an agreement between farmers and
processing and/or marketing firms for the product&nd supply of agricultural
products under forward agreements, frequently aedptermined prices”.
(Kemitraan dapat didefinisikan sebagai sebuah ldsgan antara petani dan
perusahaan pengolah dan atau perusahaan pemasat@n produksi dan
persediaan produk pertanian dibawah kesepakatamjanpan, termasuk

diantaranya penentuan harga).

Sedangkan menurut Mayers dan Vermulen (2002) dMaaurana (2005)
berpendapat kemitraan Hubungan atau kerjasamasgmaga aktif dilakukan oleh
dua pihak atau lebih dengan ekspektasi penerimaafaiat.

Sistem pertanian kontrakcqntract farming menurut Daryanto (2007)
merupakan satu mekanisme kelembagaan (kontrak) yaemperkuat posisi
tawar-menawar petani, peternak dan nelayan dermyanncengkaitkannya secara
langsung atau pun tidak langsung dengan badan yaalyesecara ekonomi relatif
lebih kuat. Melalui kontrak, petani, peternak datagan kecil dapat beralih dari
usaha tradisional/subsisten ke produksi yang l@ernihggi dan berorientasi

ekspor.

Mohanty (2007) dalam artikelnya mendefinisikan kieasn sebagai
berikut:

“ Contract farming is a business deal between farmers and anothdy paat
allows for the other party (traders and businessuses) to ask for specific
produce from the farmer for a specific rate deteredi a priori”.

(Pertanian kontrak adalah suatu kesepakatan asmésa petani dan pihak
lain yang memungkinkan pihak lain (pedagang damgadraan) untuk meminta
untuk pruduksi tertentu dari petani dengan ukueatentu sebagai sebuah hak

istimewa).
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Glyuver dan Kusteter (1990) dalam Bakhrie (2006¢nyatakan program
kemitraan atau yang sering disebut dengan confeanting secara definitif,
diartikan sebagai usahatani yang didasarkan padaakoantara satu lembaga
atau perusahaan yang berperan sebagai pengolahtalarpemasar hasil-hasil
pertanian dari yang berperan sebagai produsen sl pertanian tersebut.
Dalam hubungan ini petani berperan sebagai prodogerer yang akan menjual
atau menyediakan sejumlah atau seluruh hasil pealyék kepada lembaga atau

perusahaan.

Syalfi'i (1995) dalam Yusnitasari (2006) menyatakemwa pola kemitraan
adalah hubungan bisnis antara petani dan pengysaigasaling menguntungkan
dan membentuk kerjasama sistem kontrak/ perjaripaientu yang disepakati

bersama. Unsur- unsur yang bermitra adalah:

1. Petani sebagai mitra tani yang menghasilkan progagtsanian.
2. Lemaga formal seperti KUD, BUMN, supplier swasthaggi mitra media.
3. Industry pengolahan dan usaha pemasaran yang mangnmasil dan mitra
media.
Kirk (1987) dalam Bakhrie (2006) menyatakan bahwatmct farming
yaitu suatu cara mengatur produksi pertanian dimaetani kecil diberikan
kontrak untuk menyediakan produk-produk pertaniatuki sebuah usaha sentral

sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukiamdsebuah perjanjian.

Contract farming adalah salah satu bentuk peng@gsian produksi dalam
agroindustri yang membuat petani-petani kecil atlidan terintegrasi secara
vertikal ke atas di tengah pasar global melalundiffirma swasta atau lembaga-
lembaga publik, meskipun petani tersebut tidak iBatmain secara langsung.
Dengan cara ini diharapkan petani-petani tersebdit, tengah segala
keterbatasannya, dapat memetik beberapa nilai tankbaena terlibat dalam
permainan dan kompetisi pasar yang lebih luas ketitg pasar lokal dan
tradisional, dan perekonomian wilayah dan nasidaght turut terangkat melalui
peningkatan nilai tambah dari komoditas yang diysbelikan (Bachriadi,1996
dalam Ekawati, 2005).
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Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkahwaa kemitraan atau
contract farming adalah suatu bentuk kerjasamararkalompok tani dengan

perusahaan besar dalam jangka waktu tertentu ¢lag ssenguntungkan.

2.2.2Maksud dan Tujuan Kemitraan

Dalam Martodisero (2002) kemitraan usaha bersamdujban untuk
meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha,garsuplai jumlah, kualitas
produksi, meningkatkan kualitas kelompok mitra, ipgkatan usaha, dalam
rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan kekimpok mitra yang

mandiri.

Menurut Hafsah (1999) dalam Bakhrie (2006), padsade/a maksud dan
tujuan kemitraan adalah “Win-Win Solution Partngr8hKesadaran dan saling
menguntungkan disini tidak berarti pada partisigatam keadaan tersebut harus
memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapg yebih dipentingkan

adalah posisi tawar yang setara berdasarkan per@nnsasing-masing.

Masih menurut Hafsah (1999) dalam Bakhrie (2006hgan kondisi ideal
tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan keamtraecara lebih konkret

adalah:

Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.
Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelakuit@sam.
Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyaakasaha kecil.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayainasional.

o R et

Memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan &essmh ekonomi

nasional.

Adapun tujuan dari pelaksanaan pola kemitraan amp@musahaan besar dan

petani adalah :

1. Membantu peningkatan poduksi dalam program swasganangan.
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petarta seemperluas

kesempatan kerja.
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3. Memberi kepastian pada petani dalam memasarkamulkmgd dengan jaminan
harga yang wajar.

4. Mempercepat alih teknolgi maju perusahaan besara ppdtani clan
meningkatkan efisiensi perusahaan pertanian medghiinalisasi pemanfaatan
sumberdaya.

5. Mengikutsertakan modal swasta dalam pembangunasmnjear.

D.J. McConnell dalam Kristanto (1988) dalacontract farming atau
kontrak usahatani ada beberapa tujuan di dalamayadari pihak perusahaan

maupun petani, antara lain:

1. Tujuan dari pihak perusahaan;

a. Memperoleh bahan, bilamana usahatani kontrak tbkdkembang pesat,
umumnya minat utama perusahaan adalah ingin metkdaphak kepemilikan
atas komoditi yang bersangkutan.

b. Pengawasan kredit, ikatan-ikatan kontrak yang agaikt yang terdapat pada
beberapa industri, serta sistem kredit produksardara pihak pihak-pihak yang
berkepentingan, merupakan alasan akan timbulnyahélkkatas komditi yang
eksklusif.

c. Efisiensi pabrik pengolahan, dalam berbagai sittgsan perusahaan yang
mengadakan kontrak bukanlah hanya menuntut akarhdlakstimewa namun
efisiesi perekayasaan yang maksimal dalam pabnggahan.

d. Pengendalian mutu, merupakan dasar untuk kontrak&o penawaran
komaditi, namun hal ini tidak memerlukan hak-hakleuisif.

e. Penjualan faktor produksi, tujuan perusahaan memanakontrak-kontrak
kepada petani ialah memaksa mereka memasuki pasar.

2. Tujuan dari pihak petani;

a. Stabilitas harga, stabilitas harga yang ditawartalam kebanyakan kontrak
adalah berjangka pendek. Jadi kontrak hanya mekamestabilitas harga yang
terbatas.

b. Saluran pasar, tujuan yang lebih penting lagi sielbagian besar kontrak yang
dilakukan berkaitan dengan peluangnya untuk memagsagar jika pasar itu

tertutup bagi petani.
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c. Mamperoleh faktor-faktor produksi dan teknologi,oquksi berdasarkan
kontrak terutama berkembang pada industri-indp&trianian yang terspesialisasi
dan mempunyai kedudukan monopoplistik atas masuoka@sukan usahatani yang
penting.
d. Meraih modal usahatani dan memasuki sektor indudaiam tipe kontrak
produksi produk pertanian dengan pengawasan lkditddiakan perlengkapan
khusus kepada petani. Menyajikan alternatif bagestasi perorangan pada pos-
pos yang ada, menyewa alat ini biasanya lebih mdaalpada memilikinya.
e. Memasuki bidang pertanian, jenis-jenis kredit yamigediakan melalui
beberapa bentuk kontrak dapat menghilangkan sebagmmbatan yang dihadapi
beberapa keluarga yang ingin memasuki bidang partan

Dari penjelasan di atas ditarik kesimpulan bahw&sud dan tujuan utama

kemitraan adalah meningkatkan kesejahteraan usatigkelompok tani).

2.2.3 Manfaat Kemitraan
Keuntungan yang diperoleh dalam kemitraan dapakrdeti oleh petani

dan perusahaan menurut salah satu buletin FAO [26@ldagai berikut:

1. Advantages for farmers:

a. Inputs and production services are often suppligthie sponsor

b. This is usually done on credit through advancemftbe sponsor

c. Contract farming often introduces new technologg also enables farmers to
learn new skills

d. Farmer’s price risk is often reduced as many cacis specify prices in
advance

e. Contract farming can open up new markets which dowotherwise

beunavailable to small farmers

2. Advantage for Firms/ sponsor:
a. Contract farming with small farmers is more poliily acceptable than, for
example, production on estates

b. Working with small farmers overcomes land constsain
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c. Production is more reliable than open-market pursds and the sponsoring

company faces less risk by not being responsiblprémuction
d. More consistent quality can be obtained than ifchases were made on the

open market

Lain halnya dengan apa yang dikatakan Hafsah (1@@$9m Bakhrie

(2006), ada 6 manfaat yang dapat diperoleh mekalomitraan antara lain sebagai
berikut:
1. Produktivitas

Melalui pendekatan kemitraan maka peningkatan gtbdtas diharapkan
dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bermitra. i Bagtani peningkatan
produktivitas dapat dilakukan dengan mengurangigkan faktor input seperti
sarana produksi. Dengan bermitra dengan perusahaka sarana produksi akan
dapat ditekan karena pihak perusahaan yang mehkgedigalam bentuk
pinjaman. Sedangkan pihak perusahaan dapat memgguiaput dengan
pengurangan tenaga kerja, model ini dilaksanakdanrdarogram PIR dimana
biaya untuk keperluan tersebut ditanggung olehnpgilasma peserta program
PIR.
2. Efisiensi

Dari sisi efisiensi dalam bentuk waktu dan tenagakankemitraan pihak
perusahaan dapat menghemat tenaga dalam mencapet tartentu dengan
menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh mitesj&k dalam hal ini petani.
Sebaliknya petani dapat mempercepat dan mempediesd tanaman dengan
tenaga tersedia dan sarana produksi yang disedud¢dampihak perusahaan.
3. Jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas

Produk akhir dari kemitran ditentukan oleh dapdiknya diterima pasar.
Indikator diterimanya suatu produk oleh pasar ddasmlanya mutu yang
diinginkan oleh konsumen. Jaminan kualitas sem#iasa apabila produk kita
diekspor. Melalui program kemitraan antara perusahaan petani maka
diharapkan tercapainya kualitas, kuantitas, dan tikoitas produk yang
dihasilkan.
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4. Resiko
Dengan kemitraan resiko yang besar dapat ditangduergama secara

proposional sesuai dengan besarnya modal dan keartuyang akan diperoleh.

Melalui jaminan penyerapan hasil produksi oleh kiparusahaan maka resiko

akan kerugian akibat penuruna harga dapat dihiadark

5. Sosial
Melalui kemitraan usaha bukan hanya memberikan d&ngositif dengan

yang menguntungkan melainkan dampak memberikan alasgsial yang cukup

tinggi. Kemitraan juga dapat menipiskan perbedaankecemburuan sosial serta
mempererat persaudaraan antar pelaku ekonomi yahgda status.

6. Ketahanan ekonomi nasional
Dengan adanya kemitraan dapat meningkatkan pradhaisti efektivitas, dan

efisiensi diharapkan akan meningkatkan pendapdtan kesejahteraan para

pelaku kemitraan. Dengan adanya peningkatan petadayang diikuti tingkat
kesejahteraan dan sekaligus terciptanya pemeraiaag lebih otomatis akan
mengurangi timbulnya kesenjangan antar pelaku yaridpat dalam kemitraan
yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketahakamoeni secara nasional.

Selanjutnya menurut Anonymous (199%glam Yusnitasari (2006), pola
kemitraan yang dilakukan harus dapat memunyai raanyfang sebesar-besarnya
pada :

1. Petani : dalam hal-hal tertentu dapat membantu pegnodalan, sarana
produksi dan teknologi untuk meningkatkan kinergahatani serta adanya
jaminan pemasaran hasil dengan harga yang layak.

2. Perusahaan : dapat tersedianya bahan baku yatifcekap dari petani mitra
usaha dan meningkatkan efisiensi perusahaan depgamalisasi pemanfaatan
sumberdaya sehingga keuntungan meningkat.

3. Pemerintah : meningkatkan penyerapan tenaga kerjpedesaan dengan
berkembangnya usahatani dan perusahaan baik usatidaya maupun
agroindustrial serta meningkatkan penerimaan negkma usahatani dan

perusahaan pertanian.
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Dari beberapa manfaat kemitraan di atas dapat pigkan bahwa kemitraan
harus bermanfaat bagi semua pihak, baik kelompok fserusahaan maupun

pemerintah.

2.2.4 Asas Kemitraan

Masih dalam Hafsah (19989plam Bakhrie (2006), prinsip kemitraan dapat
didasarkan atas saling memperkuat. Kemitraan y@ew adalah kemitraan antara
usaha menengah dan usaha yang kuat dengan pendiesahgyang didasari
kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yeang ¥agi kedua pihak yang
bermitra. Tidak ada pihak yang dirugikan dalam keaah dengan tujuan bersama
untuk meningkatkan keuntungan dan pendapatan meladingembangan
usahanya, tanpa saling mengeksploitasi satu sanma darta tumbuh
berkembangnya rasa saling percaya diantara mereka.

Oleh karena itu dalam asas kemitraan semua pidakas dan tidak ada
pihak yang merasa dirugikan sehingga dapat mendapgn bersama antara

kelompok tani dengan perusahaan.

2.2.5 Prinsip-Prinsip Kemitraan

Berdasarkan Anonymous (199%)alam Yusnitasari (2006), kemitraan
agribisnis akan dapat berjalan dengan baik dan apem¢ujuan yang diinginkan
jika memperhatikan beberapa prinsip dasar kemitaggaitvisnis, yaitu:

1. Adanya pelaku-pelaku kemitraan agribisnis adalatarpe(kelompok tani),
pengusaha, perusahaan (perusahaan budidaya, amtoinden sebagainya),
dan pemerintah. Sebagai pelaku utama adalah giarmperusahaan yang akan
melakukan kerjasama dalam bentuk kemitraan usad@dangkan pemerintah
berfungsi sebagai Pembina.

2. Adanya kebutuhan dan kepentingan bersama.Motivasiitkean agribisnis
adalah adanya kebutuhan dan kepentingan bersama pdiku-pelaku
agribisnis yang dilandasi motif ekonomi/bisnis.

3. Adanya kerjasama dan keterkaitan yang seimbangarwagrasi, harmonis

yang saling menguntungkan.
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4. Hubungan kerjasama dan keterkaitan yang seimbaajgy wserasi, harmonis
antar pelaku agribisnis dalam pengadaan saproddugsi, pengolahan dan
pemasaran serta faktor-faktor penunjang usaha isgsbditujukan untuk
memperkuat struktur usaha, proses tawar-menawaked@mmaan Vvisi.

Kontrak usaha pertanian adalah salah satu carandaldungan produksi
yang hanya bisa dipraktekan apabilah paling tidkk dua pihak yang melakukan
kerjasama untuk satu kesatuan waktu tertentu yetgrddalam satu kesepakatan
tertulis maupun lesan. Dalam hubungan ini, masiaging pihak menggunakan
sumberdaya yang mereka kuasai. Pihak pertama daldomngan tersebut bisa
berupah unit pengolah atau unit pemasaran. Unigjgleh atau pemasaran ini,
berdasarkan status kepemilikikannya bisa berupasphaan negara, swasta atau
perusahaan patungan antar negara dan swasta, sleagi@n swasta, baik asing
maupun domestik. Unit ini kemudian akan bertindakagai perusahaan inti.
Sedangkan pihak kedua adalah para tani yang baktinreebagai satelit.
(Sayogyo,1997 dalam Puspitasari, 2003)

Sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan ini ladaladal, kadang-
kadang juga nama merk atau jaminan pasar, sedangkeuber daya yang
dikuasai oleh petani adalah lahan dan tenaga kéwgmk berbeda dengan
hubungan jual beli biasa, dalam usaha pertaniarddonbeberapa hal yang
berkaitan dengan produksi maupun pemasaran sud@mtukian didepan.
Penentuan dalam aspek produksi menyangkut jeniso#tibas, kuantitas dan
kualitas komoditas, teknologi produksi serta pemg@un input produksi.
Semantara pemasarannya menyanggkut harga dan jarpihak inti dalam
pemberian output produksi yang dihasilkan oleh mpet&elain jaminannya
dibelinya produk yang dihasilkan, pihak inti umurangpnenyediakan fasilitas
supervisi, kredit, input produksi, pinjaman ataumnymvaan mesin, dan bantuan

atau nasehat teknis lainnya (Sayogyo,188amPuspitasari, 2003).
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PERUSAHAAN
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- Lahan
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Supervisi PASAR

Gambar 1. Skema Prinsip Kerjasama Dasar HubungahdJPertanianKontrak

Prinsip dalam kemitraan harus dijalankan dan tigigtan karena dengan

itu maka kemitraan akan berjalan dengan baik seghintyjuan awal dari

kemitraan tersebut juga akan tercapai.

2.2.6 Peranan Para Pelaku dalam Kemitraan Usaha

Dalam Ekawati (2005), terdapat beberapa pihak y&rgait dalam

kemitraan usaha yaitu perusahaan dan petani se@géu aktif dan pemerintah

sebagai aktivator, dinamisator, dan stabilisator.

1.

Pemerintah : menciptakan iklim usaha yang mampu doremg
berkembangnya usaha (peraturan-peraturan kebijaisaperkreditan, pajak
dan sebagainya) dan berperan sebagai penengaierpaldi perselisihan serta
sebagai pembina dan motivator baik terhadap peaasamaupun petani.

. Perusahaan : sebagai penyedia modal, sebagai pbmgimetani dalam

pelaksanaan usahatani, menyediakan teknologi yaimpgriekan untuk
melaksanaan usahatani, menjamin atau menampungdeagjan harga yang
wajar.
Petani : menerapkan rekomendasi teknologi dalarhatisai, memanfaatkan
teknologi dan sarana produksi seoptimal mungkimyiagkan hasil pertanian
dengan harga kesepakatan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwandanodel kemitraan

peran antara petani, perusahaan, dan pemerintglatsaerkaitan erat dan tidak

dapat dipisahkan.
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2.2.7Jenis Kemitraan
Sedangkan menurut Hafsah (199%alam Bakhrie (2006) menyatakan
beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyalkukian di Indonesia antara
lain:
1. Pola Inti Plasma
Pola Inti Plasma pola hubungan kemitraan antarankgbk mitra usaha
sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermiirak inti dibentuk sebagai
nucleus estat@ng mencakup sebuah perusahaan yang dikelola risetath
sebuah unit pengelolaan dimana sejumlah petanie#itasnya ©Outgrowe)
menjanjikan akan menyediakan hasil pertaniannyadamti.
a) Program Kemitraan PKBL
Program Kemitraan adalah program pemberdayaarauséro dan/atau
usaha kecil yang dilakukan BUMN dalam bentuk pemalpepinjaman dalam
rangka perkuatan modal usaha yang disertai denggratlkn pendampingan.
Kegiatan pendampingan diberikan dalam bentuk bantmanajerial, bantuan
produksi dan bantuan pemasaran. Pada tahun 200¥VINBidlah menyalurkan
pinjaman dana ProgramKemitraan senilai Rp 944,9anyang diserap oleh + 47
ribu unit usaha mikro dan kecil (UMK) di seluruhopmsi di Indonesia,
sedangkan jumlah pengeluaran dana pendampingak caypacity building yang
bersifat hibah adalah sebesar Rp 72,2 milyar. ggaiyaluran tersebut (pinjaman
dan hibah) mencapai 94,9% dari target tahun 200ésse Rp 1.071,3 milyar.
Pencapaian target penyaluran pada tahun 2007 t¢redioh baik jika dibanding
pencapaian target pada tahun-tahun sebelumnya. Bhda 2006 pencapaian
target penyaluran hanya sebesar 65,3% sedangkam tphdn 2004 sebesar
60,9%. Apabila dirinci menurut BUMN pelaksana (BUMM¢mbina), terdapat 5
(lima) perusahaan dengan nilai penyaluran pinjadiatas Rp 50 milyar dalam
tahun 2007, yaitu PT Telkom tbk, PT Pertamina, RahlBBRI tbk, PT Bank
Mandiri tbk, dan PT Perkebunan Nusantara X. Pemngalpinjaman lima BUMN
ini mencapai Rp 489,6 milyar atau 53% dari penyaiudana Program Kemitraan
nasional tahun 2007. Adapun BUMN Pembina yang mlenkan pinjaman
antara Rp 10 milyar s/d Rp 50 milyar sebanyak Zlijulit belas) perusahaan
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dengan total penyaluran Rp 267,5 milyar atau 29% panlah penyaluran
nasional. BUMN lain menyalurkan dibawah Rp 10 nilya

Darigambaran penyaluran dana Program Kemitraaseliat dapat
disimpulkan bahwa pada tahun 2007 terdapat 22 (dulaplua) BUMN sebagai
pelaku utama pelaksana Program Kemitraan. Penyatlamaa Program Kemitraan
22 BUMN tersebut mencapai 82% dari penyaluran dareagram Kemitraan
secara nasional.

Dari sisi UMK yang menyerap dana, penyaluran dpimgaman pada
tahun 2007 terbesar diserap oleh UMK yang bergatal berusaha di sektor
perdagangan (29,7%) di ikuti oleh sektor jasa @,2an sektor industri
(12,0%). Sektor yang paling sedikit menyerap Pigarana Program Kemitraan
adalah sektor perkebunan (0,7%) dan sektor penarz9o).

Beberapa penyebab rendahnya penyerapan sektarbpedn, perikanan
dan peternakan antara lain :

a) Kebutuhan pendanaan untuk pengembangan usaha tdr seisebut relatif
cukup besar;

b) Resiko usaha di sektor tersebut relatif cukup tinggngingat usaha sangat
tergantung pada kondisi alam;

c) Keterbatasan kemampuan pengelola PKBL dalam medakuembinaan
sektor tersebut.

Jika BUMN Pembina dikelompokkan menurut kelompoki@aya, maka
terdapat 5 (lima) sektor BUMN dengan nilai penyatupinjaman diatas Rp 50
milyar, yaitu BUMN sektor Perbankan, BUMN sektorl@i@munikasi, BUMN
sektor Energi, BUMN sektor Perkebunan dan BUMN @eRisuransi. Penyaluran
5 kelompok BUMN tersebut mencapai 74% dari totalyaduran dana pinjaman
Program Kemitraan nasional pada tahun 2007. Disagnpi (lima) kelompok
BUMN tersebut, terdapat 11 kelompok BUMN yang mémgan pinjaman
antara Rp 10 milyar sampai dengan Rp 50 milyar.

2. Pola Subkontrak

Pola subkontrak merupakan pola kemitraan antaraspbhaan mitra usaha
yang mkemproduksi kebutuhan yang diperlukan peammalsebagai komponen
produksi.
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3. Pola Dagang Umum

Pola dagang umum merupakan pola kemitraan mitriaaugang memasarkan
hasil dengan kelompok usaha yang menyuplai kebotweng diperlukan
perusahaan. Beberapa kegiatan agribisnis khusudmyikultura banyak
menerapkan pola ini, seperti kemitraan antara sokaayan dengan petani.
4. Pola Waralaba

Pola waralaba merupakan pola kemitraan antara kslkmitra usaha dengan
perusahaan mitra usaha yang memberikan hak ilismesk dagang, saluran
distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra ausaébagai penerima
waralaba yang disertai dengan bimbingan manajemen.
5. Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hublegaitraan dimana
usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkampadan jasa dari pengusaha
besar sebagai mitranya.

Kirk (1987) dalam Bakhrie (2006), mengenalkan konsep agribisnis @eng
contract farming yaitu suatu cara mengatur prodp&sgianian dimana petani kecil
diberi kontrak untuk menyediakan saprodi pada delusaha sentral dengan
beberapa syarat yang ditentukan oleh perusahastemsiini dijuluki dengan
model “INTI SATELIT”, dan di Indonesia lebih dikeha@engan model PIR
“Perusahaan Inti Rakyat”.

1. Pola Inti Swasta

Yaitu adanya perubahan sebagai inti dan plasma gl plasma adalah
berupa hubungan kemitraan antara usaha kecil dengaima menengah/usaha
besar, yang di dalamnya usaha menengah bertinthagaeint, sedangkan usaha
kecil sebagai plasma
2. Pola Pengusaha Penghela

Yaitu produk plasma yang diserap oleh perusahaamamun bukan bagian
dari perusahaan inti sebagai pemasar produk dasiny@. Pola ini merupakan
keterkaitan contoh tidak langsung karena plasmagatennti tidak memiliki

hubungan secara langsung.
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3. Pola Vendor
Yaitu produk plasma diserap oleh perusahaan imtiumabukan bagian dari
produk perusahaan inti. Pola ini merupakan kerjasg@ang dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan operasional. Seperti yang dilakwleh perusahaan besar
dan menengah dalam penyediaan barang dalam mamajsaieanya.
4. Pola Subkontrak
Yaitu produk plasma diserap oleh perusahaan imtas@erupakan bagian
produk dari inti. Pola ini bapak angkat dan anaggkan terjalin hubungan dalam
suatu kontrak, baik dalam penyediaan saprodi damygoiaan produksinya
pengusaha kecil. Dengan adanya jaminan pasar géagygerta harga yang layak
diharapkan usagha kecil dapat berkembang dengah pes
5. Pola Koordinasi Vertikal
Yaitu dimana semua tahapan produksi dirangkul dalaatu perusahaan dan
peran pasar tidak berarti. Saprodi dan bahan idigetliakan oleh perusahaan inti
sehingga petani mirip sebagai manajer atau se@eakayja borongan.
Berdasarkan jangka waktu pola kemitraan dapat ainggidlan menjadi:
1. Kemitraan Jangka Panjang
Kemitraan ini dilakukan dalam jangka waktu reldaiina dan terus menerus
dalam skala besar dengan perjanjian tertulis. Keaamt ini merupakan saling
ketergantungan pada pengadaan bahan baku, permodalalitas kontrol,
manajemen
2. Kemitraan Jangka Menengah
Kemitraaan ini adalah bentuk kemitraan yang ber#tasamotif ekonomi
jangka menengah atau musim produksi tertentu. Keamit dapat dilakukan
dengan atau tanpa kemitraan.
3. Kemitraan Insidental
Merupakan bentuk kemitraan yang didasari atas keygam ekonomi dalam
jangka pendek dan dihentikan apabila kegiatan hatsgelesai. Kemitraan ini
dijalin dengan atau tanpa kesepakatan kontrak .k&gperti dalam penyediaan
saprodi dan pemasaran produk.
Berdasarkan sumber dan pengaturan modal, pola rfeamitdapat dibedakan

menjadi:
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1. Kerjasama dengan Sistem Bagi Hasil

Merupakan kerjasama antara kedua belah pihak gaiusahaan pembimbing

dengan petani dengan perhitungan yang telah di@taglalam perjanjian

sumber permodalandalam kerjasama ini berasal @ansphaan pembimbing
yang berupa saprodi.
2. Kerjasama melalui Kredit Komersial

Pola kerjasama ini merupakan kerjasama antaraptlggk yaitu perusahaan,

petani/koperasi, dan perbankan. Perbankan meruppikak kreditur serta

pemegang jaminan terhadap produk yang dihasilkan.
3. Kerjasama melalui Laba BUMN

Koperasi atas hama petani memperoleh pinjaman dbimuk saprodi dari

bentuk BUMN. Peran aktif pemerintah tetapi tidaasa terbuka kepada pihak

petani namun melalui badan-badan usaha yang dimiék negara.

Hubungan kemitraan terbentuk dengan berbagai pala sktiap pola
berkaitan dengan kondisis daerah dan kemampuanngrassing unsur.
Beberapa pola kemitraan yang dapat diterapkan iseésmgan kondisi daerah
adalah :

1. Pola Kemitraan dengan Perusahaan Pembimbing Péan@gekr3)

Hubungan kemitraan ini antara Perusahaan Pembimpamgy berfungsi
memberikan bimbingan teknologi, pengelolaan usahatdantuan sarana
produksi, kredit dan pemasaran hasil produksi kegaetani binaannya melalui
petani atau gabungan kelompok tani. Untuk melaksanabimbingan dan
pemberian bantuan tersebut, perusahaan pembimekeyjhsama dengan mitra
media yang akan berhubungan langsung dengan kelotapa PKP3 ini pada
dasarnya menyediakan modal kerja untuk pengolaahatesni bagi petani yang
bersumber dari mitra usaha. Untuk meringankan belp@tani maka
disediakannya modal berupa Kredit Usahatani (KU&par petani dapat
memperbaiki proses produksi usahataninya. Dalam ihal mitra usaha
memberikan rekomendasi kepada bank pemberi kreslielsm direalisasi.
Rekomendasi ini sebagai jaminan pengembalian kretih petani melalui

pembayaran penjualan produksi para petani kepadaaean.
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2. Pola Kemitraan dengan Perusahaan Pembimbing PangheP2H)

Dalam pola ini mitra usaha yaitu Perusahaan mentberibingan teknologi,
pengelolaan usahatani, dan pemasaran hasil kepaldengok tani. Bantuan
sarana produksi dan kredit diperoleh petani ddralpilain atau secara swadana.
Dalam membimbing teknologi dan pemasaran, pihakramitisaha tetap
menggunakan mitra media yang akan berhubunganudaggdengan kelompok
tani.

3. Pola Kemitraan dengan Perusahaan system Yarnen)(PKY

Pola kemitraan ini mudah dilakukan oleh petani &®@& mitranya yaitu
perusahaan, BUMN, Koperasi, Pengusaha kios saravduksi, penjual jasa
pengolah hasil pertanian, pelepas uang, penampasiggertanian atau tengkulak
dan sebagainya. Pola kerjanya amat sederhana,aRaams mempunyai debitur
(petani) tetap sekitar 40-50 orang (1-2 kelompoki)talengan memberikan
pinjaman modal kerja yang akan dibayar setelahrpdatam bentuk natura atau
tunai. Pemberian modal kerja kepada petani diharapitapat meningkatkan
produksi sehingga petani mampu mengembalikan pamanengan atau tanpa
bunga. Prosedurnya amat sederhana harga jual peasditentukan oleh
perusahaan atau menurut harga umum.

a) Program Bina Lingkungan

Pada tahun 2007 telah disalurkan bantuan Binakuimgan sebesar Rp405,5
milyar yang disalurkan dalam bentuk bantuan bagb&o bencana alam, bantuan
pendidikan/pelatihan, bantuan kesehatan, bantuabaigan prasarana/sarana
umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestaaandzn BUMN Peduli.

Bantuan bencana alam Tahun 2007 diberikan kepaalsyarakat korban
bencana alam, antara lain bantuan kepada pengakigsit meletusnya Gunung
Gamkonora (Halmahera Barat) oleh PT Bank Mandik ttan PT Aneka
Tambang tbk, korban gunung Kelut, bantuan banjia@limahera Selatan oleh PT
Aneka Tambang tbk, banjir di Kampung Landuh dan gang Benua Raja (Aceh
Tamiang) oleh PT Pertamina, bantuan korban gempai li Sumbar dan
Bengkulu, dan lainnya. Bantuan diberikan dalam udeair bersih, tenaga medis

dan obat-obatan, perahu karet, dan sebagainya.
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Bantuan pendidikan/pelatihan  diberikan dalam Hentubeasiswa,
pemagangan/studi banding, bantuan sarana/prasdoetegar dan lainnya.
Beberapa bantuan yang telah diberikan antara larkskop kewirausahaan
kepada 500 orang wirausaha muda oleh Bank Mameirgvasi 50 SD sepanjang
Pantura serta bantuan beasiswa kepada 9786 siswda78B siswa SMP, 1914
siswa SMA dan 448 mahasiswa oleh PT Pertamina.

Bantuan prasarana/sarana umum diberikan dalamlbpehyediaan sarana air
bersih, rehabilitasi saluran air, rehabilitasi/@gkn jalan umum/jembatan,
penyediaan MCK umum, dan lain sebagainya, bantbadah diberikan dalam
bentuk rehabilitasi rumah ibadah/rumah panti asulsnsebagainya.

Bantuan Kesehatan diberikan dalam bentuk pengologédis, khitanan missal,
renovasi Posyandu, pengasapan (fogging), dan aelyag Bantuan yang telah
diberikan antara lain pemberian pelayanan keselgattis dan peningkatan gizi
untuk 3000 balita dan 116 ibu hamil oleh PT PenniPelayanan kesehatan
gratis kepada Balita dan ibu hamil oleh PT Pertanmtiersebut diakui dunia
melalui penghargaan Millenium Development Goals AMMDGA) Tahun 2007
dari PBB untuk kategori pengurangan angka kemdigita dan ibu hamil.

Bantuan pelestarian antara lain dalam bentuk pgugim kembali lahan-lahan
kritis baik yang berada disekitar wilayah operasrusahaan maupun sekitar
wilayah usaha.

Bantuan BUMN Peduli antara lain diberikan dalamntbk Program
Rehabilitasi Sumbar Pasca gempa dengan membanguyend@mn) sekolah
dasar/menengah, dan Program Desa Mandiri Energi peogram pemberdayaan
masyarakat yang bersifat jangka menengah berupgeg@a@an energi alternatif
melalui pengembangan perkebunan jarak seluas 3#@iHGrobogan Jawa
Tengah.

Komposisi bantuan terkecil Program Bina Lingkungalalah bentuk bantuan
pelestarian alam, hal ini disebabkan karena jearduan pelestarian alam mulai
dilaksanakan pada tahun 2007 sesuai Peraturan iMblietgara BUMN No.: Per-
07/MBU/2007 tentang PKBL.

Pada tahun 2007 terdapat 6 (enam) BUMN denganap@iay bantuan Bina
Lingkungan diatas Rp 30 milyar, yaitu PT BNI Tbki Bank Mandiri Tbk, PT
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PLN, PT Telkom Tbk, PT Pertamina dan PT BRI TbklaNpenyaluran Bina
Lingkungan 6 (enam) BUMN tersebut mencapai 70,0% tdal penyaluran
bantuan Bina Lingkungan seluruh BUMN di tahun 2007.

Disamping 6 BUMN tersebut, pada tahun 2007 terd8pg@elapan) BUMN
dengan nilai penyaluran bantuan Bina Lingkunga@aranRp 5 milyar s/d Rp 15
milyar serta terdapat 19 (Sembilan belas) BUMN @angjlai penyaluran bantuan
Bina Lingkungan antara Rp 1 milyar s/d Rp 5 mily@sanya hanya menyalurkan
bantuan dibawah Rp 1 milyar.

Berbagai macam pola kemitraan dapat diterapkaredhdgai daerah secara
selektif dan ditentukan oleh kondisi pertanian yaedang berlangsung, tingkat
kemampuan petani, perusahaan pembimbing dan urengukung setempat.
Dengan pola kemitraan ini maka 1) produksi pertardapat ditingkatkan baik
kualitas maupun kuantitasnya, 2) petani dapat ntekan dan memastikan pasar
yang akan dituju dengan harga yang pasti dan t8)apenerimaan petani dapat
ditetapkan sehingga keuntungan sudah dapat dipastié) petani mudah
mendapatkan peralatan dan sarana produksi, 5)ipetatambah pengetahuan
clan ketrampilannya. Bagi mitra perusahaan dapanpeetahankan usahanya
bahkan dapat memperluas usahanya (Syafi'i, 8atdmLaili, 2007; 6).

Ada tiga bentuk hubungan kontrak dalam contractnifag yang perlu
dicermati, yaitu:

1. Hubungan kontrak produksi, pihak ini terlibat perddlam penentuan jenis
varietas, penyediaan bibit, penyediaan sarana-@g@munjang produksi dan
penentuan metode proses produksi disamping mersntygkmlah dan
kualitas hasil produksi yang harus disediakan plebk petani produsen.

2. Bentuk kontrak pemasaran, pihak inti hanya menemiyknis dan jumlah
produksi pertanian yang akan diserahkan oleh pgtesdusen. Biasanya
dalam kontrak sejenis ini pihak inti tidak mengaausir metode-metode atau
langkah-langkah yang harus diambil oleh petani psed dalam proses
produksi.

3. Bentuk integrasi vertikal semua tahapan proses ukdidberada dalam
kendali pihak pemberi kontrak. Di tingkat awal, gem kontrak menguasai

seluruh alat produksi kecuali tenaga kerja, damarpgbrodusen menguasai
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tenaga kerja dan ketrampiiannya. Kemudian melaatdak petani-petani ini

men jual tenaga dan ketrampilan mereka balik sesat@idual maupun

kolektif, langsung atau tak langsung ditukar denlyasil produksi yang saat
itu juga kembali mereka serahkan kepada pembetr&danMeski demikian

pihak inti tidak membayar seberapa besar tenaga yhcurahkan oleh

petani-petani tersebut untuk memenuhi kewajibanRyzak pemberi kontrak
hanya memborongkan pekerjaan proses produksi umbgkghasilkan

sejumlah produk yang telah ditetapkan harus dikadialeh petani terlepas
dari seberapa banyak mereka menggunakan tenage&k um&menuhi

kewajiban tersebut.

Adapun hubungan usahatani kontrakr(tract farming informal, tanpa bukti
tertulis, selama ini merugikan petani. Hubungantiakn usahatani itu tumbuh
berurat berakar secara tradisional, namun serifigriesih memposisikan petani
secara lemah. Petani sulit mendapat akses teripadayp, tak bisa menawar harga
jual, dan tidak gampang mendapat sarana produksi.

Dalam pertanian ada kemitraaontract farmingmodel ini mempunyai ciri
paling penting yaitu merupakan perjanjian antarampekecil dengan penyuplai
atau pengolah yang menggantikan pertukaran dipadaghas. Disamping itu
model ini dapat menghindari penguasaan tanah seeasax-besaran yang sering
terjadi. Masalah yang terjadi di negara berkembaitgh perusahaan besar
(Wilson dan Karen,198%)alamBakhrie (2006).

Jadi dalam modedontract farmingni terdapat suatu hubungan produksi yang
mengikat petani untuk menyediakan sejumlah hastapmnnya dalam batasan
tertentu (harga. mutu dan jumlahnya) yang seringkdak bisa disetarakan
dengan jumlah tenaga yang harus dialokasikan. Datamgak kasus petani-petani
plasma tidak lagi memiliki kebebasan bermain diapasebas untuk surplus
produksi yang mereka miliki karena seringkali akdiegasar bebas tersebut tidak
tersedia atau tidak mereka miliki (Bachriadi, 1@@amEkawati, 2005).

Jenis pola kemitraan atau model kemitraan sangayakadan beraneka
ragam. Oleh sebab itu sebelum menjalankan kemitaagan pihak lain maka
perlu diperhatikan model atau pola kemitraan marayycocok untuk digunakan

sehingga dalam proses kemitraan semuanya akatabedngan baik.
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2.2.8 Permasalahan Kemitraan

Menurut Hafsah (1999) dalam Yusnitasari (2006), ya&akan bahwa
terdapat beberapa yang menjadi masalah dan kertidéan pelaksanaan
kemitraan yang meliputi aspek sosial budaya petas@hatani, kelembagaan
petani, permodalan, pengolahan hasil, pemasarana speraturan dan
kebijaksanaan pemerintah yang mengatur hubungaitrkeam

Masalah dan kendala umum dalam pengembangan kemiyt@ng sering
ditemukan adalah:

1. Posisi tawar menawaBégrgainning Positiop Dimana posisi tawar menawar
petani sangat lemah terutama dalam penentuan pevdak.

2. Hubungan komplementer, pola hubungan antara dati plasama sering
menjadi hubungan antara yang kuat dan lemah yatak tkomplementer.
Sering terjadi kecenderungan bapak angkat memaafaanak angkat (petani/
KUD) secara berlebihan sehingga timbul kesan eksglo

3. Kesamaan visi, masalah yang timbul antara lanena adanya kesamaan visi,
persepsi dan kemampuan masing-masing pihak terhbdajuk kemitraan
tersebut.

Masalah dan kendala dari pihak petani dalam pengegam kemitraan
yang sering ditemukan adalah:

1. Sarana produksi, pengadaan, penggunaan dan faetamn sarana produksi
belum optimal apalagi kualitas dan kontinuitas beterjamin.

2. Petani, orientasi usaha yang masih cenderurgjsteiy dan belum berorientasi
bisnis, skala usaha yang masih belum ekonomis sedaih rendahnya
pengetahuan dan ketrampilan.

3. Permodalan, masih terbatasnya modal sendia &erang tersedianya modal/
sumber-sumber permodalan untuk pengemmbangan asatye.

4. Manajemen, teknologi dan pemasaran, terbatakegempuan, ketrampilan
serta penggunaan dan penerapan teknologi oleh ipeétéem pengelolaan
usahataninya.

5. Infrastruktur, kondisi sarana dan prasarana ganty usahatani khususnya

transportasi yang masih mahal dan sulit.
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Masalah dan kendala dari pihak perusahaan dalangepdrangan
kemitraan yang sering ditemukan adalah:

1. Bahan baku, kualitas yang belum memenuhi stangantinuitas yang kurang
terjamin dan bahan baku maupun bahan pembantu rgdaitif tinggi karena
regulasi tata niaga dan sistem pemasaran yangefda&n.

2. Tenaga kerja, masalah tenaga kerja yang dihaatigdah kurangnya tenaga
kerja trampil yang memiliki keterampilan dan mingang cukup tinggi
terhadap usaha yang dijalankan.

3. Modal, kurang tersedianya sumber-sumber perraodghng aksesnya untuk
pengembangan usaha, baik modal investasi maupualrkega serta tingkat
bunga pinjaman yang masih relatif tinggi.

4. Manajemen, terbatasnya tenaga-tanaga manajesmgmyemiliki kemampuan
dan keterampilan pengelolaan usaha secara umurh feash.

5. Teknologi, masih terbatasnya aksesbilitas danenagan teknologi yang
memadai dalam pengembangan usaha.

6. Pemasaran, masih rendahnya kualitas, tinggiahsega kurangnya informasi
pasar produk menyebabkan pemasaran terutama ekspojadi sangat
terbatas.

7. Faktor pendukung, kondisi infrastruktur yang dng mendukung
menyebabkan transportasi dan komunikasi sertansist®ormasi menjadi ma
sehingga biaya produksi secara keseluruhan mengklidan pada gilirannya
produk yang dihasilkan tidak mampu bersaing di asgbaik nasional
maupun internasional).

Dalam hal ini yang bisa menjadi sumber permasalatedam kemitraan
adalah kedua belah pihak yaitu perusahaan dan ipatan kelompok tani
tersebut. Sebaiknya permasalahan-permasalahaap#i dilalui oleh kedua belah
pihak sebab semua permasalahan yang terjadi dapatpemgaruhi proses
kemitraan yang terjadi antara perusahaan dan patani kelompok tani baik

secara langsung maupun secara tidak langsung.
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2.2.10 Faktor Penyebab Permasalahan Kemitraan Usaha

Adanya permasalahan pada pelaksanaan pola kemdrs@mabkan oleh
banyak hal yaitu :

1. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ioiehmaupun plasma
terhadap kesepakatan kerjasama yang telah dibulat dadam segi hak
maupun kewajiban

2. Adanya perbedaan visi/orientasi, dimana perusahasar profitoriented"
sedangkan petani cenderung untuk mencukupi kebutukealuarga
(subsisten).

3. Kondisi petani yang memiliki ketrampilan kurang,m@ntara perusahaan
agroindustri yang bersifamanufacture,menuntut manajemen yang lebih
mapan atau terorganisir.

4. Keterbatasan modal pada perusahaan inti.

Pengelolaan usaha yang lemah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disiemputehwa faktor-
faktor penyebab timbulnya permasalahan dapat dnailigir sehingga di dalam
proses kemitraan berjalan dengan baik dan tidakp#mk yang merasa dirugikan
serta tujuan pun dapat tercapai.

2.5Perkebunan

Usaha perkebunan terdiri dari usaha budidaya pangbdan usaha industry.
Berdasarkan surat keputusan menteri kehutanan el&elunan no. 107KPTS2
Tahun 1999, usaha budidaya perkebunann adalah gkeran kegiatan
pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi &agmatanam, penanaman,
pemeliharaan tanaman dan pemanenan termasuk parujesiis tanaman. Usaha
industry perkebunan merupakan serangkaian kegig@mgolahan produksi
tanaman perkebunan yang bertujuan untuk mempergargaya simpan atau
meningkatkan nilai tambah, sebagai contoh dariaigadtustry perkebunan adalah
ekstraksi kelapa sawit, industri gula pasir daouteteh hitam dan teh hija, lateks
dan lain sebagainya.

Pengusahaan tanaman perkebunan di Indonesia dalakoleh perkebunan

rakyat dan perkebunan besar yang terdiri dari ferken besar swasta dan



31

perkebunan besar Negara (PNP/PTP/BUMN). Menurut @@85) dalam Yarsi,

A. (2006) perkebunan besar adalah usaha perkelyamgndilakukan oleh badan

usaha dan badan hokum diatas tanah Negara yan@pengh dari instansi yang

berwenang diluar batasan tersebut merupkan perkabilgat. Perkebunan besar
memiliki ciri-ciri usaha antara lain: (1) Merupakdrentuk usaha pertanian

berskala luas dan kompleks, (2) menggunakan aedhrmhan yang luas, (3)

bersifat padat modal, (4) menggunakan tenaga kem@ cukup besar, dengan

pembagian kerja yang rinci dan struktur hubungamjake/ang rapi, (5)

menggunakan teknologi modern, dan (6) berorieqtada pasar. Hal ini berbeda

sekali dengan perkebunan rakyat dengan ciri-cahasebagai berikut: (1) bentuk
usahanya kecil, (2) penggunaan lahan terbatasidé® padat modal, (4) sumber
tenaga kerja terpusat pada anggota keluarga, datelfth berorientasi pada

kebutuhan subsisten (Mubyarto, 1992).

Pembangunan perkebunan merupakan salah satu alteraktivitas dalam
pemberdayaan masyarakat. Peranan pembangunan ymeakebdi Negara
Indonesia menurut Siahaan (1995) dalam Yarsi, A§2@dalah:

1. Menaikkan penerimaan devisa dan pendapatan Negara.

2. Penyediaan lapangan pekerjaan/ sumber mata perasatan lapangan usaha.

3. Turut membantu dan melaksanakan kelestarian alag lghih terjamin.

4. Membantu usaha pemerintah dalam bidang kegiatannyai seperti
transmigrasi, pengaturan pemilikan tanah, penggal&kperasi, penataan desa
dan sebagainya.

5. Menciptakan iklim yang baik bagi pertumbuhan Indoae

6. Turut menciptakan pembangunan/ pertumbuhan ekori@rowth Center”
baru.

Kebijakan pembangunan perkebunan oleh pemerintébkuskan untuk
mengembangkan perkebunan rakyat yaitu dengan pelaitiaan dengan
perkebunan besar. Dalam pelaksanaan pola kemitrggetani tergabung dalam
suatu kelembagaan petani misalnya koperasi yang rakmperjuangkan hak-hak
mereka. Berdasarkan surat keputusan menteri kedrutdan perkebunan No.

107KPTS2 tahun 1999 ketentuan mengenai pola usakalpnan adalah:
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1. Pola koperasi usaha perkebunan yaitu pola pengegabaypang sahamnya
seratus persen dimiliki oleh koperasi usaha penkadbu

2. Pola patungan koperasi dan investor yaitu pola @abgngan yang sahamnya
65% dimiliki koperasi dan 35% dimiliki investor atperusahaan.

3. Pola patungan investor dan koperasi yaitu pola @@abgngan yang sahamnya
80% dimiliki investor atau perusahaan dan minima@%2dimiliki koperasi
yang ditingkatkan secara bertahap.

4. Pola BOT (Build, operate and Transferyaitu pola pengembangan dimana
pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh onvatstu perusahaan yang
kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkepakia koperasi.

5. Pola BTN yaitu pengembangan dimana investor atausphaan membangun
kebun dan atau pabrik yang kemudian akan dialihkpalla peminat atau

pemilik yang tergabung dalam koperasi.
2.4 Perkebunan Tebu

2.4.1 Sejarah Perkebunan Tebu di Indonesia

Tanaman tebySaccharum officinarum Ladalah satu anggota familia
rumput-rumputan(Graminae) yang merupakan tanamatr@ska basah, namun
masih dapat tumbuh baikdan berkembang di daeratiopita, pada berbagai
jenis tanah dari daratan rendahhingga ketinggid@0lm diatas permukaan laut
(dpl). Tanaman tebu telah dikenal sejakbeberapa ghag lalu oleh bangsa
Persia, Cina, India dan kemudian menyusul banggaEyang memanfaatkan
sebagai bahan pangan benilai tinggi yang dianggdgagaiemas putih, yang
secara berangsur mulai bergeser kedudukan bahaneatamiseperti madu.

Berdasarkan catatan sejarah, sekitar tahun 40@wasiman tebu telah
ditemukan tumbuhdi beberapa tempat di P. Jawapmatera, namun baru pada
abad XV tanaman tersebutdiusahakan secara komeisial sebagian imigran
Cina. Diawali kedatangan bangsaBelanda di Indoriakizn 1596 yang kemudian
mendirian perusahaan dagafegeeniging Oost Indische Compag(#OC) pada
bulan Maret 1602, mulailahterbentuknya industrigpéaan di Indonesia, yang
kemudian dipacu dengan semakinmeningkatnya peramrgala dari Eropa pada

saat itu.
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Sejarah Indusri gula dilndonesia, khususnya daJa@nuh dengan pasang
surut. Pada dekade 1930-an industrigula di Indamasincapai puncaknya dengan
produksi gula sebesar 3 juta ton denganareal f@aran seluas 200.000 ha yang
terkonsentrasi di Jawa. Pada masa itu terdapat paBgik gula yang mampu
memproduksi 14,8 ton gula/ha.

Usaha budidaya tebu di Indonesia dilakukan padaanla sawah
berpengairan dan tadahhujan serta pada lahan kegatan dengan rasio 65%
pada lahan tegalan dan 35% padalahan sawah. Saamggaini daerah/wilayah
pengembangan tebu masih terfokus di PulauJawa yakhovinsi, Jawa Timur,
Jawa Tengah, DI. Yogyakarta dan Jawa Barat yangldakan di lahan sawah dan
tegalan. Sedangkan usahatani tebu pada lahan npgagembangannya
diarahkan ke Luar Jawa seperti di Provinsi Sumatéeara, SumateraSelatan,
Lampung, Sulawesi Selatan dan Gorontalo.

Kedepan Pemerintah juga telah mecanangkan rermpmngembangan ke
provinsi lainyang cocok dan sesuai berdasarkankdgrat dengan membuka
peluang investasipembangunan industri gula berliabis yang terintegarasi di
beberapa provinsi sepertiProvinsi Sulawesi Tengdéahmantan Barat dan Nusa
Tenggara Barat.Adapun berdasarkan hasil survey P®@Glensi untuk
pengembangan industri gula masihterbuka seper®rdvinsi Papua, Maluku,
Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur danSulawesigah seluas + 800.000
Ha.Hal penting yang perlu diperhatikan dalam periggrgan usaha industri gula
berbasistebu adalah Pengelolaan pada aspek ony@km penerapan kaidah
teknologi pertanaman yangbaik dan benar mulaigtsiapan lahan, pengolahan
dan penanaman yangmengikuti kaidah masa tanam ap®iemilihan dan
komposisi varietas bibit unggul bermutu,Penggunaameliharaan serta tebang
angkut muat (panen).

Dalam budidaya tanaman tebu bibit merupakan saatu modal
(investasi) yangmenentukan jumlah batang dan pédban selanjutnya hingga
menjadi tebu gilingbeserta potansi hasil gulanyehCkarena itu penggunaan
bibit unggul bermutumerupakan faktor produksi yangtlak harus dipenuhi.
Sehingga Pemerintah merasaperlu mengatur pengawasagiaran bibit melalui

sertifikasi yang merupakan satuproses pemberidifilsar bibit setelah melalui
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pemeriksaan, pengujian dan pengawasanuntuk petayadapat disalurkan dan
diedarkan.

Sampai saat ini pusat Penelitian telah menghasildk@rbagai macam
varietas unggulseperti PS851, PS862, PS863, PSB&BM901, PS921,
Bululawang, PSC0902,PSJT941, Kidang Kencana, PSB6881, PS882 dan
varietas Kentung yangmerupakan varietas-varietagguwlan dengan kategori
pengelompokan masak awal,masak tengah dan masaksekiagai salah satu
penerapan manajemen pembibitanuntuk menyelarasdakspnaan tertib tanam
dan panen.Sejauh ini pengadaan bibit tebu dilakukaelalui tahapan
penjenjangan kebunpembibitan, mulai dari Kebun tBRokok (KBP), Kebun
Bibit Nenek (KBN), KebunBibit Induk (KBI) hingga Kein Bibit Datar (KBD)
sebagai sumber bibit bagipertanaman atau Kebun Tdling (KTG). Kedepan
dalam mengantisipasi ketersediaanbibit telah diogken pengadaan bibit
melalui tahapan kultur jaringan yang diharapkantap@menuhi kebutuhan
dalam jumlah maupun waktu.

Pada aspek off-farm peranan Pabrik Gula selaka pengolah tebu
menjadi gula kristalputih sangat menentukan. Deos@s tersebut akan dihasilkan
produk berupa gulakristal putih yang dikenal dipadanganplantation white
sugaratau gula pasir.Disamping hasil ikutan lainnya partetes (molases) yang
saat ini masih dimanfaatkanuntuk bahan baku padki&hol/spritus dan bumbu
masak/MSG disamping hasil ikutanlainnya ber@aaticle Board pakan ternak,
kertas dan bahan baku industri lainnya.Kegiatargplaman tebu menjadi gula
ditempuh melalui berapa tahapan yaitu pasokantebydbrik gula, penilaian
tebu, penggilingan, pemurnian nira, penguapan,pesiglan, pengeringan dan

pengemasan serta penyimpanan (ditjenbun, deptat).go.

2.4.2 Klasifikasi Tebu

Filum : Angiospermae

Sub Filum : Monocotyledoneae
Divisi : Glumiflorae

Ordo : Graminales

Familia : Gramineae
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Sub Familia : Panicoideae

Tribe : Andropogoneae

Sub Tribe : Saccharine

Genus : Saccharum

Spesies Saccharum officinarur.

(Benson, L. 1957).

2.4.3 Iklim dan Syarat Tumbuh

Syarat Tumbuh yang harus diperhatikan dalam budidagbu adalah

sebagai Berikut:

1.

" o O T O

Kesesuaian Iklim

Daerah penyebaran tebu berada di antara 35° Q8ridan 39° garis LU.
Tumbuhan ini dapat hidup pada berbagai ketinggiafaindari pantai sampai
dataran tinggi 1.400 m dpl namun mulai ketinggia20@ m dpl pertumbuhan
menjadi lamban. Dasar yang digunakan oldeman dadenggolongkan iklim
adalah bulan basah dan kering berturut — turut,umegrOldeman bulan basah
adalah suatu bulan dengan curah hujan lebih dé&rir2t dan bulan kering
adalah suatu bulan dengan curah hujan lebih kurdag 100 mm,
penggolongan pada titik berat bulan basah, Oldemangemukakan 5 zone

utama bulan basah, kelima zone tersebut adalalyaidierikut :

. Zone A, bulan basah yang kurang dari 9 kali bettarurut
. Zone B, bulan basah 7 sampai 9 kali berturut —tturu

. Zone C, bulan basah 5 sampai 6 kali berturut -t.turu

. Zone D, bulan basah 3 sampai 4 kali

. Zone E, bulan basah yang kurang dari 3 kali

. Sinar Matahari

Cruah hujan setiap bulan dan penyebarannya di suktyah akan menetukan
besarnya intensitas radiasi sinar matahari yangesatiperlukan oleh tanaman.
Dalam proses pertumbuhan tebu radiasi sinar matabangat besar
peranannya, terutama untuk fotosintesis yang selayg akan mengatur

pertunasan dan pemanjangan batang. Pembentukarbigalalihambat oleh
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cuaca yang berawan pada siang hari, maka prosesrigsis akan terhambat
akibatnya, jumlah anakan pada setiap rumpun mebgtdturang. Lain halnya
bila cuaca seperti ini terjadi di malam hari sadiusakan naik, sehingga proses
pernapasan meningkat, akibatnya akan mengurangnuwksi gula pada
batang tebu.

. Angin

Agar tebu dapat tumbuh dengan baik, kecapatam athgalnya tidak lebih dari
10 km/jam. Pada kecepatan angin seperti ini, s khdar C@i sekitar
tajuk tebu akan turun, sehingga fotosintesis tdétepangsung dengan baik,
apabila kecepatan angin melebihi 10km / jam apalesgrtai hujan yang lebat
maka tanaman tebu yang sudah tinggi akan robolghrofa tanaman tebu
inilah salah satu penyebab turunya rendemen tedma Baat tebu roboh ujung
tanaman tumbuh lagi secara vertikal. Akibatnya gelpa sukrosa yang
terbentuk digunakan untuk pertumbuhan tanamanahingenyebab turunya
rendemen. Penelitian mengenai pengaruh tebu raybhdap rendemen telah
dilakukan. Penelitian tersebut dilakukan pada dargetas komersial, yaitu M
442-51 (TRIS I) dan F 154 (TRIS II). Angin keringsértai suhu yang tinggi
dapat meningkatkan penguapan air, sehingga merugtekaaman tebu.
Contohnya angin Bahorok di Medan dan angin GendiriRyobolinggo.

. Suhu

Suhu sangat menentukan kecepatan pertumbuhan aaniinu, sebab suhu
terutama mempengaruhi pertumbuhan menebal dan nemgatanaman ini.
Suhu siang hari yang hangat atau panas dan sulamnt@ri yang rendah
diperlukan untuk proses penimbunan sukrosa padmfdebu. Suhu optimal
untuk pertumbuhan tebu berkisar antara 24° — 3@0fe@a suhu musiman tidak
lebih dari 6°, dan beda suhu siang dan malam idaik tebih dari 10°.

. Kelembaban Udara

Pertumbuhan tanaman tebu tidak banyak dipengatahikelembaban udara,
asalkan kadar air di dalam tanah cukup tersedialu Pdiketahui pada
kelembaban tinggi akan terbentuk kabut yang daaigahalangi radiasi sinar

matahari, sehingga proses fotosintesis terhambat.
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6. Kemiringan Lahan
Sifat dan keadaan tanah berpengaruh pada pert@amidahaman dan kadar
gula dalam tebu. Apabila tebu ditanam pada tanalg yemnyak mengandung
humus, pertumbuhanya akan baik sekali, walaupuarkgdlanya rendah. Di
tanah pasir pertumbuhan tebu kurang baik, akapit&tdar gulanya tinggi,
tebu yang ditanam di tanah masam dan tanah astungmihanya jelek. Air
gula yang dikandungnya tidak mudah dijadikan giismah lempung berkapur

maupun berpasir, dan lempung liat sangat baik utatokman tebu.
2.5 Perkembangan kebijakan program tebu di Indonesi

Setelah terjadinya proses nasionalisiasi perusalesing dan belum
terlihatnya stabilitas perekonomian di dalam neggeng menunjukkan
keuntungan, maka dalam perusahaan perkebunan d&fu tercipta organisasi
produksi baru yang berguna untuk menyesuaikan pbarbkondisi di pedesaan.
Sistem tersebut adalah pemberian kepercayaan kgpetdai untuk menjaga
tanaman tebu pada lahan yang telah disewakan damadii tebu. Petani
kemudian memperoleh pembayaran berupa setengabhnbatau separo harga
tebu yang dihasilkannya. Pada perkembangan setgajistem itu melahirkan
sistem tebu rakyat.

Kira-kira pada 1950-an petani kecil tidak mau la@nggunakan sistem
maro, hamun cenderung menyewakan tanahnya kepdwik,p@tau menanami
tanahnya dengan tebu lalu setelah panen menjudaypabrik gula. Proses
aktivitas itu kemudian berkembang dan secara figlagsung menjadi awal proses
terbentuknya sebuah sistem dalam industri gulauyaistem tebu rakyat
(Kartodirdjo dan Suryo, 1991: 169). Tebu rakyat anberkembang dan semakin
luas lahannya setelah mendapatkan dukungan daerpgah Indonesia melalui
Dinas Pertanian Rakyat. Setelah itu terjadi pulasinukatan produksi tebu yang
digilingkan ke pabrik gula.

Pada 1955 telah dibentuk Yayasan Tebu Rakyat gYatengan tujuan
untuk mendukung program yang tengah dikembangkeim mémerintah pada saat
itu. Tugas Yatra adalah berusaha mendorong berkegnlpa tebu rakyat dengan

cara memberikan bantuan teknis dan kredit untukgoathakan tanaman tebu,
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sedangkan tanggung jawab penanaman tebu tetapabdirtehgan petani. Namun
dalam prakteknya, Yatra dinilai tidak berjalan eéfieksehingga pada 1964
yayasan tersebut dibubarkan dan pabrik-pabrik kémienjalankan sistem sewa
(Mubyarto dan Daryanti, 1991:14).

Sejak perkebunan dan pabrik-pabrik dinasionaksasi pengusahaan
perkebunan dilakukan dengan cara sistem sewa.tidalidasari oleh kenyataan
bahwa dari 55 pabrik yang beroperasi, hanya satyabrik gula yang memiliki
tanah konsesi sendiri. Pabrik-pabrik gula yang ktig@emiliki tanah konsesi
menggantungkan diri pada kesediaan petani untukyeweakan tanah-tanahnya.
Pada umumnya petani tidak merasa keberatan dergramnpaan pabrik gula
tersebut asalkan dengan pertimbangan bahwa tihgkga sewa tanah sebanding
dengan hasil yang diperoleh apabila tanah terseditanami padi.
Ketika terjadi periode inflasi yang hebat pada raboam puluhan, maka nilai riil
dari tanah tersebut menurun secara drastis dan akiéagkan petani menjadi
enggan menyewakan tanahnya lagi. Oleh karena muweupermasalahan
tersebut, maka pemerintah mencoba menerapkan stsigimhasil atau sistem
sewa dalam bentuk natura, dan dengan seiring pédagan nilai rupiah yang
menunjukkan angka kestabilan maka ada kecenderypgyaberlakuan kembali
sewa tanah karena sistem itu lebih sederhana (Nighyi£994: 78).

Dalam perkembangannya, usaha produksi gula desigeam sewa tanah
dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan pembanguparekonomian nasional.
Ketidaksesuaian tersebut dilatarbelakangi oleh yalgermasalahan kekurangan
lahan tebu yang tergusur oleh tanaman tembakauni&rgehingga pabrik-pabrik
gula mengalami kesulitan dalam memperoleh laharaaewlan akibatnya terjadi
kemerosotan jumlah produksi tebu. Karena gula nakap kebutuhan
masyarakat yang penting, maka pemerintah memangarlg dikeluarkannya
peraturan pemerintah dalam penentuan dan penunjd&arah-daerah tertentu
untuk penanaman tebu.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahf60 dan
disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tal@64. Pada
hakikatnya, peraturan tersebut menetapkan daeefaldgertentu untuk ditanami

tebu, dengan pemberian sanksi pidana kepada mgeglgpenggan menaatinya
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(Soemardjan, 1984:53). Berdasarkan peraturan terspara pemilik tanah yang
ditunjuk pemerintah seolah tidak mempunyai piliHam selain menyewakan
tanahnya kepada pabrik gula pada saat mendapaingiNlamun program itu pun
mengalami hambatan yang cukup berarti, yaitu terjy@dpenurunan jumlah lahan
sewaan. Keadaan itu disebabkan karena turunnya peteni untuk menyediakan
tanahnya bagi tanaham tebu, rendahnya jumlah uamag sjang ditetapkan
pemerintah, dan bila dibandingkan dengan penerimpatani dari hasil
menggarap tanaman padi atau palawija dalam jangkduwyang sama terasa
sangat jauh berbeda.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada 19&Bermtah
mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tanggal 22 April 19@hgyisinya menentukan
bahwa untuk selanjutnya tanaman tebu tidak ditasandiri oleh pabrik gula
namun diserahkan kepada petani untuk dikelolaadi #tnahnya sendiri. Program
itu dikenal dengan nama Tebu Rakyat IntensifikaRI] dan atas dikeluarkannya
program itu setidaknya lebih sesuai dengan isi kagdn Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA) pasal 10 tahun 1960 yang menghendgr tanah pertanian
diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendirilflarto, 1992: 64).

Kebijakan TRI merupakan langkah awal dari perubakebijakan usaha
di sektor pertanian/perkebunan yang berbasis perkeb besar menjadi inti
rakyat. Dengan berjalannya program tersebut, makadilah perubahan yang
mendasar dalam sistem produksi gula Indonesia yaegempatkan petani
sebagai pengusaha dan pabrik gula sebagai pengalahmuan akhir yang ingin
dicapai dari pelaksanaan sistem TRI adalah mergadietani tebu sebagai
wiraswasta yang mampu berusaha secara mandirimdakntuk kelompok-
kelompok tani mapun koperasi petani serta memikiekuatan ekonomi
(Mubyarto, 1994: 79).

Adapun isi dari ketentuan Inpres TRI yang haruakdidnakan sebagai berikut:

1. Intensifikasi pada tanaman tebu yang sudah biasaklakan oleh rakyat, dan
intensifikasi pada tanaman tebu yang diusahakah gletani dari masa
pratanam hingga pengankutan hasil panen tebu képab

2. Agar pelaksanaan intesifikasi tanaman tebu rakgpatberjalan dengan baik,

maka pabrik gula barperan sebagai pimpinan Kkerjea gzetani dalam
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melakukan penyuluhan, bimbingan teknis pengusake@aman tebu rakyat,
penyedia bibit unggul, menyediakan dan melayararsakebutuhan produksi
serta memberikan petunjuk dan pelayanan dalam peanbeedit kepada para
petani dengan memanfaatkan tenaga-tenaga tetap aghngli pabrik-pabrik
gula.

3. Memenuhi kebutuhan dalam melayani permintaan kradituk usaha
intensifikasi tanaman tebu rakyat bagi para pegtang memerlukan.

4. Untuk melindungi petanu tebu rakyat dari kemunghiijon yang merugikan
dan untuk tertibnya pemasaran gula, maka begiait y@sg menjadi hak
petani dari tebu miliknya yang digilingkan di pabmgula diberikan dalam
bentuk uang yang nilainya ditentukan sedemikian arugehingga
menggairahkan usaha intensifikasi tanaman tebwataky

5. Agar dari semula koperasi (BUUD/KUD) diikutsertakaan dibimbing untuk
mengkoordinasikan petani tebu rakyat dalam usahamgyangkatkan produski
gula dan meningkatkan penghasilannya (Inpres RI519

TRI sejak diberlakukannya telah menuai kontrovdesi menjadi sorotan
pers. Berbagai persoalan tersebut tidak saja mghyaipada masa musim tanam
di mana masalah bibit, biaya garap, dan pengorgsiais petani dalam produksi
menimbulkan berbagai persoalan di lapangan, danubpgla pada saat panen,
terjadi pula permasalahan dalam giliran tebang, g@egkutan, penetapan
rendemen dan pemasaran gula bagian petani. Irgysebtit bertujuan agar petani
dapat mengusahakan sendiri tanaman tersebut di lat@mnya. Upaya itu
ditunjang dengan adanya perluasan areal tebu dinladawah maupun lahan
kering yang terdapat di Jawa maupun luar Jawa. &eaganya sistem baru itu,
areal tebu mengalami peningkatan.

Dalam kurun waktu 1975 hingga 1980, areal tebuimggat dari 104.777
ha menjadi 188.722 ha atau meningkat 80.17 pe&amentara itu produksi gula
meningkat dari 1.035.000 ton menjadi 1.249.000atan meningkat 20.69 persen.
Namun di sisi lain produktivitas mengalami penururkara-kira 5 persen per
tahun. Hal itu berarti peningkatan produksi totatsébut hanya diakibatkan
adanya peningkatan areal tanaman tebu (Mubyarto Riaryanti, 1991:17).

Produkstivitas yang menurun tersebut disebabkam d&l@rena petani lebih
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mementingkan tanaman pangan, sehingga tanamarmebjadi tersampingkan,
selain itu petani lebih sering menanam tebu paldanlgyang lebih rendah tingkat
kesuburannya.

Sebagai pengusaha, petani tidak dibekali pengatahdentang
pengusahaan tebu, sehingga kurang terlibat daldifiteek penanaman tebu.
Dengan kata lain pada saat itu hubungan petaniatetapnaman tebunya tidak
memiliki unsur emosional. Hal tersebut menjadikatapi seolah kurang peduli
terhadap tanamannya. Di sisi lain pemilihan tanaingy sempit menjadikan
kurang efisiennya pengusahaan tebu. Pada akhirnyadidt seperti itu
mengakibatkan terjadinya bentuk-bentuk penyimpangamgram TRI vyaitu
dengan munculnya pengusaha yang menyewa lahan peftan Para pengusaha
itu kemudian dikenal secara resmi sebagai petahi fi@nun dalam kenyataanya
mereka menyewa tanah petani dengan jangka waktulsara.

Sebenarnya kegiatan penyewaan tanah dalam penanteba telah
dilarang sejak diberlakukannya Inpres nomor 9/19@&mun secara tidak
langsung proses penyimpangan itu tetap berlanjldalaig@pengusaha, baik dalam
bentuk TRI (dengan Kredit) maupun TRB (non-kredRIB Hal yang sangat
memprihatinkan pada masa itu adalah semakin baggakpetani yang
menyerahkan tanahnya kepada para pengusaha tdong@g{Soemardjan, 1984
170-171).

Pada daerah — daerah yang petaninya sejak lamgemanusahatani
tanaman tebu ketua Ketua Kelompok hanya berfurajand koordinasi. Berbeda
halnya dengan pengelolaan di daerah — daerah tmrypada daerah bekas tanah
sewa Pabrik Gula, dimana petani tidak biasa menaeém di daerah tersebut,
oleh karena itu, mereka hanya menyerahkan tanakegada pihak “cukong
tebu”. Masalah lainnya yang menyebabkan para petaggan menanam tebu
antara lain disebabkan kebutuhan pangan yang mendadanya kesempatan
kerja yang lebih baik di luar tanaman tebu denggika yang lebih kecil, adanya
pemilik tanah yang bekerja bukan sebagai petanisikap mental petani yang
lebih sulit dengan tanaman tertentu selain usahdtraman tebu. Hal ini

menunjukan bahwa adanya perubahan tatanan perfaatEntanaman tebu tidak
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selalu berjalan lancar walaupun telah diikuti gbelnubahan tingkat kesejahteraan
petani (Sukesi, 2002)

Di masa rezim Orde Baru, TRI dinyatakan sebagebdiam nasional”.
Sebutan yang identik dengan keramat. Kemudian, gs¢baesuatu yang
"dikeramatkan", TRI wajib diamalkan dan dilaksarmakApabila terdapat petani
yang memiliki pola pemikiran yang berseberangarkamaereka disebut sebagai
penghambat pembangunan, atau biasa disebut sudbvBisiera TRI, pola
glabagan peninggalan tanam paksa dihidupkan kembBlesa wajib
melaksanakan TRI secara bergiliran. Namun, baginpeurem yang lahannya di
bawah 0,25 hektar, tebu jelas tidak menguntungBmium lagi risiko gagal
panen yang bisa berakibat lahan harus dijual. Béiaj masa tanamnya terlalu
lama (18 bulan) dan birokrasi TRI yang berliku rhasiembutuhkan uang pelicin.
Untuk menghindar dari kewajiban melaksanakan TRIleraka memilih
menyewakan lahannya dan memburuh kepada penyewa. fat lain, mereka
berangkat ke kota sebagai kuli bangunan, penackiyetau apa saja. Keadaan
itu menyebabkan terjadinya penguasaan lahan sbeaga-besaran. Pemilik uang
dari kota bersekongkol dengan aparat desa, kecamiedbupaten, dan pabrik
gula untuk menguasai lahan pertanian.

Perbedaan yang terdapat antara sewa tanah daadaRih bahwa dalam
sistem TRI lebih banyak pihak yang terlibat, dengambawa kepentingannya
masing-masing. Sektor swasta menjadi lebih pentdgjam peranannya
melakukan berbagai proses pengangkutan, pemasatanbggian petani dan
pemberian jasa umumnya dalam bentuk produksi davag@ran. Hal yang paling
menarik dari sistem TRI itu adalah bertambah bgsaperan pemerintah dalam
penyampaian dan penerangan berbagai peraturan ip&her mengenai
penyelenggaraan sistem TRI. Seharusnya pekerjaamk pgula menjadi lebih
ringan karena tugasnya semata-mata hanya menggilmgmun pada
kenyataannya justru sebaliknya pabrik gula merjagian dari pemerintah yang
mempunyai tugas memberikan pengarahan tetang Tpddke petani sekaligus
membina petani itu sendiri, dan menjadi anggotpet#ing dari satuan-satuan

pelaksana program pemerintah yang berhubungan déiigja
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Pada umumnya suasana kerja di lingkungan pabi& menjadi kurang
kondusif sejak diberlakukan sistem TRI. Banyak syaihg menginginkan
percepatan pensiun, hal itu merupakan permintaag galit diperkirakan dalam
sistem sewa tanah sebelumnya. Ada beberapa pablék ygang mempunyai
masalah dengan keterbatasan areal penanamandgiaksta memperoleh subsidi
yang sangat besar secara terus-menerus dari gabrigang memiliki efisiensi
ekonomi tinggi (Mubyarto, 1994: 80,83). Manajemeabiik gula sendiri masih
tetap seperti saat abad kolonial. Saat panen nhga masalah lama muncul
kembali. Ratusan truk pengangkut tebu harus sadyanddam menunggu giliran
membongkar muatannya di pabrik gula. Masalahnyairmb&rtambah runyam
karena oknum pabrik gula ikut "bermain” dalam memekendemen tebu rakyat.
Belum lagi monopoli pemasaran tetes tebu rakydt pébrik gula.

Memang tidak semua petani menerima ampas tebutaefamun, mata
rantai TRI, sejak instruksi penanaman tebu hinggaep di kebun maupun
penggilingannya di pabrik, telah diubah menjadi peaean struktural. Melalui
inpres program TRI itu swasembada gula secara masitnemang meningkat.
Namun, di sisi lain, tingkat pendapatan petani kiala menggembirakan.
Pemaksaan-pemaksaan kepada petani untuk menanansetebg diikuti unsur
power structur dengan latar kepentingan politikokiasi tertentu yang dapat
diindikasikan dengan adanya intimidasi dan stignmembangkang”, "anti
pembangunan”, dan "partisipan organisasi terlaraysyig ditujukan kepada
petani apabila menolak program TRI.

Banyaknya kendala yang menjadi hambatan bagi gataan TRI, telah
mendorong pabrik-pabrik gula untuk melakukan pergmgigan sistem-sistem
alternatif dalam upayanya memperoleh lahan yang adam produktivitas
menanam tebu. Salah satu sistem yang dikembangladathaprogram Kerja Sama
Operasional (KSO). Sistem KSO lahir sebagai upagagatasi terbatasnya lahan
TRI, dampak lanjutan dari keterbatasan lahan TRhymleabkan pabrik gula
kekurangan bahan baku dan apabila keadaan iturkhibiamaka bukan tidak
mungkin pabrik gula akan bangkrut.Terdapat dua mad¢eSO, yaitu KSO
pengolahan lahan dan KSO pengadaan bahan bakgjitetgu Dalam KSO jenis

pertama, pada awal kerjasama dengan pabrik gudaipeenerima IPL (Imbalan
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Penggunaan Lahan) senilai ku (kwintal) gula yangedileh per hektar
selanjutnya petani pemilik lahan berkerjasama dengabrik gula mengelola
lahannya untuk ditanami tebu atas biaya pabrik .gB&brik gula menjamin
produksi minimal 80ku gula per hektar, dan sean@aproduktivitas per hektar
tidak mencapai 80 ku maka risiko ditanggung palgulka. Sebaliknya apabila
produktivitas per hektar mencapai lebih dari 80 petani berhak memperoleh 25
persen dari kelebihannya dan hal itu berlaku pululku KSO di lahan sawah,
sedangkan KSO lahan tegalan IPL yang berhak diéepetani senilai 8,5 ku
hingga 12 ku per hektar.Pada KSO jenis kedua, paoua memberikan bentuan
berupa bibit, pupuk, biaya garap, atau tebang nraupengangkutan tebu.
Besarnya bantuan tersebut sangat bervariasi sésngan kebutuhan petani serta
penilaian pabrik gula. Pada saat panen, petani mnemebagian gula setelah
dipotong jumlah bantuan pabrik dan ditambah besabunga sekitar 1.5 persen
per bulan Seperti halnya TRI, ternyata KSO pun rakmgi berbagai
permasalahan, antara lain keterbatasan modal yiamtikd pabrik gula. Namun
program KSO itu memiliki keuntungan, di antaranydapi terhindar dari risiko
mengalami kerugian, sedangkan pabrik gula memgerkéintungan dengan
adanya kepastian memperoleh bahan baku yang beakuabecara sepintas
program KSO mempunyai kemiripan dengan sistem seamun ada beberapa
perbedaan prinsip. Pertama, pada sistem sewa pitakiterlibat dalam proses
produksi, sedangkan dalam program KSO keterlibgiatani dalam proses
produksi cukup tinggi. Kedua, dalam sistem sewaktidda hak petani untuk
menerima kelebihan produksi, sedangkan dalam prodg¢&O petani menerima
Y, kelebihan batas produksi. Ketertarikan petaniapsidtem KSO disebabkan
adanya IPL dalam jumlah yang pasti dan diberikasiapsaat penyerahan lahan.
Di samping itu petani tidak dibebankan untuk meigamg resiko apa pun sebab
segala biaya produksi ditanggung oleh pabrik gbédain itu dalam proses tanam
hingga panen, petani masih bisa bekerja di ataantala sendiri atau menjadi
buruh, pimpinan Kkerja, atau pengawas (Kompas, 29toli@k 1991).
Beberapa tahun semenjak TRI diberlakukan banydkikpgula mulai
goyah akibat akumulasi dari berbagai macam per@asal yang dideritanya.

Apalagi sebagian besar pabrik gula di pulau Jawagaredalkan tebu rakyat
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karena hanya sebagian kecil yang memiliki lahamlisedalam bentuk Hak Guna
Usaha (HGU). Pada masa awal pengorganisasian Phiadn&®TP Nusantara
(1993-1996), sejumlah pabrik gula terpaksa ditudilgpat lahan tebunya tidak
dapat memenuhi target. Usia mesin giling yang sutah karena semenjak
dinasionalisasikan hampir seluruh mesin terseblunbgernah diganti. Hal itu
membuat sebagian besar pabrik gula di Indonesjal@ertidak efisien. Kondisi
itu menjadi lebih buruk dengan mengalirnya gula omgang murah, berbeda
dengan gula produk dalam negeri yang selalu dibdbaya produksi yang tinggi
sehingga diperlukan kebijakann pemerintah agar tpkal dapat bersaing di

pasar.



[ll. KERANGKAN KONSEP PENELITIAN
3.1 Kerangka Pemikiran

Dalam setiap kemitraan usaha selalu diharapkaak tada pihak yang
diuntungkan di ataskerugian pihak lain yang merapakitra usahanya. Semua
pihak yang bermitra harusmerasakan keuntungan dafeat yang diperoleh dari
kemitraan sehingga kemitraan dapatberjalan langdeolg kemitraan diterapkan
dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha piraserta meningkatkan
pendapatan masyarakat petani yang dikarenakan adapgstian dalam jaminan
pasar maupun aspek permodalan serta transfer tgkryaing dibutuhkan.

Sejalan dengan adanya pola kemitraan yang terjebnsep saling
menguntungkan antara pihak yang membutuhkan daak pjang dibutuhkan
secara positif akan menciptakan suatu keharmordséam program — program
yang telah dicanangkan dalam mencapai tujuan yangirtkan yang selanjutnya
menurut Anonymous (199%)alanCatur (2012), pola kemitraan yang dilakukan
harus dapat memunyai manfaat yang sebesar-begzadga
1. Petani : dalam hal-hal tertentu dapat membantu pegnodalan, sarana

produksi dan teknologi untuk meningkatkan kinergahatani serta adanya
jaminan pemasaran hasil dengan harga yang layak.

2. Perusahaan : dapat tersedianya bahan baku yati§eelap dari petani mitra
usaha dan meningkatkan efisiensi perusahaan depgamalisasi pemanfaatan
sumberdaya sehingga keuntungan meningkat.

3. Pemerintah : meningkatkan penyerapan tenaga kerjpedesaan dengan
berkembangnya usahatani dan perusahaan baik usatidaya maupun
agroindustrial serta meningkatkan penerimaan negkma usahatani dan
perusahaan pertanian.

Berdasarakan penelitian terdahulu yang dilakukbeh &arisma (2012)
dimana terdapat hak dan kewajiban dalam mengilaiéi kemitraan yang terjalin
antara petani sawit dan PT. Malaya Sawit Katuligjtlval ini mengindikasikan
bahawasanya terdapat aspek ketergantungan yangniyeakl positif dari masing

— masing pihak.
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PG. Poerwodadie sejalan dengan tujuanya dalam ukand program
swasembada gula 2014 berupaya dalam mencapai faapriksi gula dibawah
naungan BUMN PTPN Xl, dalam satu wilayah kerja yaegada di antara 4 PG
lainya serta penggunaan lahan yang masih didomiaheisi komoditas lainya dan
juga tidak adanya HGU mengharuskan PG. Poerwogidaalam menyikapi hal
tersebut, berbagai langkah persuasif dalam rangkaenuhi target produksi gula
dilakukan yang melibatkan petani tebu sebagai mRfa yang dikarenakan
sebagian mayoritas pasokan tebu PG berasal dar{tddR rakyat), berbagai
permasalahan muncul ketika tiba saat musim teb@agdimana pasokan awal
giling melebihi dari kapasitas pabrik sehingga petabu memilih menggilingkan
tebu ke PG lain dengan pertimbangan harga, hathetsidak sejalan dengan
aspek kemitraan yang sudah terjalin dimana petangysudah tergabung dalam
kemitraan dengan PG diharuskan menggilingkan teimg ylitebang di PG yang

sudah menjalin kerjasama.

Dalam melakukan kemitraan terdapat hak dan keamjyang dilakukan
oleh PG. Poerwodadie dan Petani Mitra, hal terseéhpat dilakukan dengan cara
yang dapat menguntungkan antara kedua belah pbakgan adanya fungsi
kelembagaan yang dibentuk diharapkan dapat memadatilam melakukan
proses kemitraan dan proses komunikasi dapat &erjalengan baik.
Pengembangan usaha perkebunan meledumtract farming yang dilakukan
diharapkan dapat meningkatkan jumlah produksi denbgr daya manusia dari
mengikuti program kemitraan yang dibentuk dan paakhirnya dapat

terwujudnya hubungan kemitraan yang ideal.

Sejalan dengan hubungan kemitraan yang berpengialaim peningkatan
produktivitas serta keteraturan dalam pasokan babh&n yang berdampak pada
proses produksi gula PG, penerapan kemitraan PKHBiarapkan dapat
meningkatkan jumlah produksi serta sumberdaya ni@andari petani yang
mengikuti kemitraan dan saling mengatasi masalaig ydihadapi oleh PG.
Poerwodadie dan Petani Mitra yang pada akhirnyaatdégrcipta hubungan

kemitraan yang ideal.
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Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelinarakan dilakukan

analisa dari proses Program Kemitraan dan Binakungan yang ada di PG.

Poerwodadie, kerangkan penelitian penelitian daaji dalam peradigma

pemikiran sebagai berikut :

PROGRAM KEMITRAAN DAN
BINA LINGKUNGAN (PKBL)

PG. POERWODADIE

\ 4

PETANIMITRA

& UKM

PERMASALAHAN

= KONFLIK DEBU PABRIK

= PASOKAN BAHAN BAKU TEBU

SOFT SYSTEM METHODOLOG

v

PERMASALAHAN

MODAL

SARANA PRODUKSI
TEKNOLOGI

JAMINAN PEMASARAN

v
PENERAPAN

KEMITRAAN PKBL

1. MENENTUKAN SITUASI
MASALAH

2. ROOT DEFINITION

3. PENGEMBANGAN MODEL

KENDALA

PENERIMAANPENDAPATAN &

ANALISI BIAYA,

\ 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Keterangan— > Proses
Hubungan
--------- Alat Analisis

PETANI& BINAAN UKM

<

KENDALA

i

POLA KEMITRAAN IDEAL

Gambar 2. Kerangka pemikiran kajian usaha sistemkepanan tebu pola

program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL)
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3.2 Batasan Masalah

Untuk mempernyempit ruang lingkup penelitian makakdkan pembatasan

masalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosegmdinya hubungan antara

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dgkat PG. Poerwodadie.

. Petani yang diteliti adalah petani tebu yang menjatta / petani binaan PG.

Poerwodadie.

. Masyarakat yang diteliti adalah masyarakat yangafésr dalam program

PKBL PG. Poerwodadie dan yang mengikuti binaan UKM.

. Masalah yang diteliti adalah yang berkaitan dengseilaksanaan pola

kemitraan PKBL antara PG. Poerwodadie dan masyaisi#a petani tebu

binaan PG. Poerwodadie.

. Output dari penelitian ini adalah hubungan pola ike@n PKBL yang ideal

dengan melihat tingkat kesejahteraan masyarakadripgsn UKM serta petani

tebu binaan dari PG. Poerwodadie.

. Pada penelitian ini tahapaBoft System Methodologyanya pada tahapan

pengembangan model.

3.4 Definisi Dan Pengukuran Variabel.

1.

Kemitraan PKBL adalah suatu strategi bisnis yamakdkan oleh pihak PG.
Poerwodadie dan petani mitra dalam jangka waktterier untuk meraih
keuntungan bersama dengan prinsip saling membutubd@an saling
membersarkan.

Proses kemitraan adalah runtutan kegiatan yandudiden oleh pelaku

kemitraan dari kegiatan sosialisasi program, petatah, pemeriksaan lahan,

pelaksanaarand clearingpelaksanaan budidaya, bantuan teknis budidaya,

pengelolaan hasil panen dan jaminan pemasaran difi@gram Kemitraan
dan Bina Lingkunagn (PKBL) adalah program rinti@idMN setara CSR
dalam rangka kepedulian perusahaan dalam bentukcapan modal,

pendampingan serta penguatan usaha mikro.



10.

11.

50

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang pangan dan/badan usaha
perorangan yang memenubhi kriteria usaha mikro selvegna di atur dalam
Undang-Undang.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yanglibesendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usamg lyakan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaanigalilg ddikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tak langsump ut@aha menengah
atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha $&sdgimana dimaksud
dalam Undang-Undang (UU UKM nomor 20 tahun 2008)..

Bina Lingkungan merupakan salah satu wujud kepadulperusahaan
terhadap komunitas lokal yang bersifat jangka mgakman jangka panjang,
khususnya yang berada di sekitar unit usaha PGwedadie.

Kelompok tani adalah wadah atau organisasi kelompetani peserta
program PKBL yang berada dalam satu hamparan wilakarja PG.
Poerwodadie.

Petani (informan) adalah petani yang dipilih oleBwpwancara untuk
menjawab pertanyaan (kuisioner) dalam suatu pemreliPetani informan ini
berasal dari kelompok tani yang melaksanakan pnodtEBL.

PKBL adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungargtu program dari
pemerintah pusat melalui perusahaan BUMN yang kbiai@an untuk
kepentingan masyarakat yang berada di sekitarusaita, program tersebut
merupakan salah satu bentuRorporate Social Responsibilitf CSR)
Perusahaan.

Biaya produksi adalah total biaya yang diperlukatach proses budidaya
tebu yang dikeluarkan oleh petani yang meliputydisarana produksi, biaya
tenaga kerja, transportasi dan lain — lain yangatakan dalam rupiah.
Produksi adalah hasil fisik dari usahatani tebu gyasiperoleh yang
dinyatakan dalam satuan Kwintal (Kw).

Efisiensi ushatani tebu adalah kondisi usaha petelnu ketika tingkat
produksi yang dihasilkan dicapai dengan biaya pgsdminimum dalam

satuan Kilogram (Kg).
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12. Produktivitas usahatani tebu adalah hasil panem delmgan satuan Kwintal
(Kw).

13. Luas areal adalah sebidang tanah yang digarap i pédidaom berusahatani
tebu dengan Pabrik Gula yang dinyatakan dalam h@ktg



IV. METODE PENELITIAN
4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitiaeskdptif dengan
pendekatan kuantitatif. Berdasarkan Bungin (2001gnefitian sosial
menggunakan format deskriptif bertujuan untuk memnggarkan, meringkasakan
berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagaiabel yang timbul di
masyarakat yang menjadi objek penelitian. Istil@mgitian kualitatif menurut
Bogdan dan Taylodalam Moleong (2002) mendefinisikan metodologi kualitatif
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkandéstiariptif berupa kata — kata
tertulis atau lisan dari orang — orang dan perilgang diamati. Sejalan dengan
definisi tersebut, Kirk dan Marc (1986) mendefik&si bahwa penelitian kualitatif
adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuanabgsing secara fundamental
bergantung pada pengamatan pada manusia dalam dm@asendiri dan
berhubungan dengan orang — orang tersebut dalamasdaya dan dalam
peristilahanya. Demikian juga pendapat Azwar (209ah)g mengungkapakan
bahwa pendekatan kualitatif lebih menekankan &sajia pada proses
penyimpulan deduktif dan induktif serta pada amaliserhadap dinamika
hubungan antar fenomena yang diamati dengan meagguarogika ilmiah. Hal
ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sssekali tidak menggunakan
dukungan kuantitatif akan tetapi penekananya tidalla pengujian hipotesis
melainkan usaha menjawab pertanyaan penelitianlunelara — cara berfikir
yang umum dan argumental. Dalam hal ini penelithjglaskan sistem usaha
perkebunan tebu melalui pola kemitraan PKBL (Progtéemitraan dan Bina

Lingkungan) di Desa Pelem, Kecamatan Karangrejoypaten Magetan.

4.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja yaii PG. Poerwodadie yang
berlokasi di Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Eafem Magetan Jawa
Timur. Penentuan lokasi ini didasarkan pada PGriRmadie yang menjadi
fasilitator dan selaku avalist dalam menjalankaogfam Kemitraan dan Bina

Lingkungan (PKBL) dan program tersebut sudah bemjalengan melibatakan
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stakeholdesetempat. Dengan adanya banyak pihak yang teribatalamnya
maka program tersebut menjadi menarik dalam mebkakugenelitian yang
dikarenakan akan terjadi perbedaan pemahaman daepge masyarakat akan

proses dari program yang berjalan.

4.3 Teknik Penentuan Responden

Penentuan sampel terdiri dari petani penerima rBnogPKBL dalam
bentuk bantuan kredit usahatani tebu, masyarakatripga bantuan UKM dan
pengurus PKBL PG. Poerwodadie. Penentuan sampelnt#sing — masing
kelompok dilakukan dengan menggunakan tek@ikister Random Sampling
(acak sederhana). Sumarsimi (2006) menyatakan datmk pengambilan
sampel secara random bahwa jika jumlah subjekngartapat diambil 10-15 %
atau 20-25 %. Sampel sebesar 20-25 % diharapkampcrépresentatif untuk
memperoleh data berkaitan dengan masalah penaliiiadumlah populasi dari
petani dan masyarakat penerima PKBL adalah 73 orang terdiri dari penerima
program kemitraan kredit tebu sebanyak 28, UKM &2aspengurus PKBL dari
PG. Poerwodadie sebanyak 13, jadi total sampehpetnerima kredit tebu 6
orang dan masyarakat penerima program UKM adal@@npengurus PKBL PG.
Poerwodadie 3 orang sehingga total sampel yanghdign adalah 16 orang.

Gambar 3. Tahapatiuster random samplin§ampel Penelitian

POPULASI PKBL
73

4' CLUSTEF Ii
A

\ 4 y

PETANI PENGURUS UKM
08 13

32
RANDOM |7

h 4

PETANI PENGURUS UKM
3 3 7

SAMPEL PENELITIAN
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4.5 Teknik Pengumpulan Data
Pada penelitian ini, jenis data yang digunakaratddata primer dan dara
sekunder. Data primer adalah data yang diperalegsing dari responden yaitu
data dari peranan ketua PKBL di PG. Poerwodadiandamenganalisis dan
menjelaskan tujuan program, peranan pemimpin dafemjalankan dan target
program tersebut, peranan penangung jawab pengiBk di PG. Poerwodadie
dalam menyediakan kredit usahatani tebu, pemenubarana produksi,
penyampaian informasi teknologi baru, TIM 9 yangrupakan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai mediator dalam fasgitasi masyarakat
dengan PG. Poerwodadie. Data sekunder adalah data diperoleh dari data
yang sudah ada di lokasi penelitian, yaitu datayy@erasal dari PG. Poerwodadie,
kantor Desa dan Kecamatan serta dari pengurus PKBL.
Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam piemeini menggunakan
cara :
1. Wawancara Dengan Menggunakan Kuisioner.
Metode wawancara adalah proses memperoleh ketarangtuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertamaga antara pewawancara
dengan responden atau orang yang diwawancarai, adersgjau tanpa
menggunakan pedoman wawancara (Singarimbun danndtffel995).
Sedangkan menurut Bungin (2001), wawancara adatabep percakapan
dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai oregjgdian, kegiatan,
organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainyaditakgkan dua pihak yaitu
pewawancara irffterviewe) yang mengajukan pertanyaan dengan yang
diwawancarai i(terviewe¢. Wawancara adalah metode pengumpulan data
yang sangat populer, karena itu banyak digunakéeriagai penelitian.
Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepadzagaian dari masyarakat
setempat yang bermatapencaharian sebagai petani yabg mengikuti
pelaksanaan program PKBL dnegan cara wawancara ataemdsecara
langsung dengan responden yang bersangkutan. Warsamu bertujuan
untuk mendapatkan data primer yaitu data mengemddkganaan pola
kemitraan yang dibentuk antara PG. Poerwodadieatepgtani tebu mitra.
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2. Observasi
Observasi merupakan suatu proses yang komple&i) puoses yang tersusun
dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiy 2008). Dua di antara
yang terpenting adalah proses — proses pengamataingatan. Observasi inin
merupakan pengamatan peneliti secara langsung &eplajek yang diteliti
guna memperoleh data situasi di daerah peneli@oservasi ini merupakan
pengamatan peneliti secara langsung kepada objelg \diteliti guna
memperoleh data situasi di daerah penelitian. @bserdapat dilakuakan
melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraten pengecap.
Observasi dilakukan di daerah penelitian dengaa e&nglihatan langsung
terhadap petani tebu dan masyarakat yang mengkuth meneriam PKBL.
Metode observasi ini dilakukan dengan tujuan umhémperoleh data primer
dan memberikan data — data tambahan untuk melengkaia memperkuat
data — data yang telah diperoleh dari metode waavan@ng dilakukan.

3. Dokumentasi
Pengamatan dengan dokumentasi merupakan datdizeaya telah tersusun
dalam bentuk dokumen - dokumen. Menurut Faisal 1)198netode
dokumentasi yaitu metode dimana sumber informasb®rapa bahan tertulis
atau tercatat. Pada metode ini peneliti tinggal traesfer bahan — bahan
tertulis yang relevan pada lembaran — lembaran igaag telah disiapkan atau
merekam sebagaimana adanya. Dokementasi dilakukak snemperoleh data
sekunder, baik di tingkat perusahaan dan petana 8gkunder yang dimaksud
adalah mengenai kondisisi umum daerah penelitiaitiu yailayah PG.
Poerwodadie yang meliputi :

a) Dari hasil observasi dan hasil wawancara secargslangy pada responden
(petani tebu)

b) Dari kantor desa maupun kecamatan di Desa Pelecanka@an Karangrejo,
Kabupaten Magetan. Dta yang diambil berupa koralisnber daya manusia,
keadaan umum di tempat penelitian seperti jumlaidpeuk, umur, tingkat

pendidikan, keadaan pertanian, dan lain — lain.
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4.6 Metode Analisis Data

4.6.1 Analisis Data Deskriptif Kualitatif

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalafalisis deskriptif
kualitatif. Metode analisis data deskriptif kudiitamerupakan metode analisis
data dengan memberikan penggambaran beserta gamjefang sistematis dan
akurat berdasarakan data dan fakta yang diperolipang mengenai hubungan
antara fenomena — fenomena yang terjadi di lap&nggérimbun dan Effendi,
1987). Analisis data deskriptif kualitatif dimak&aeh untuk memberikan
gambaran terhadap data yang diperoleh, baik deteepmaupun data sekunder.

Penelitian ini menggunakan analisis data berdasakkiles dan Huberman
(1992), dimana hal — hal yang terdapat dalam asdislitatif adalah data yang
muncul berwujud kata — kata dan bukan rangkaiakargata itu mungkin telah
dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, m@wa, intisari dokumen,
pita rekaman) dan yang biasanya “diproses” kiraira kebelum digunakan
(melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, ai#u tulis), tetapi analisis
kualitatif tetap menggunakan kata — kata yang bigsalisusun ke dalam teks
yang diperluas.

Analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengeoses pengumpulan
data diantaranya adalah melalui tiga tahap modeyaitu reduksi data, penyajian
data dan verifikasi. Namun, ketiga tahapan tersbbutngsung secara simultan

seperti digambarkan sebagai berikut :

Pengumpulan Data Penyajian Data
Reduksi Data Kesimpulan:
Verifikasi

Gambar 4. Proses Pengumpulan Data (Miles dan Hu#rerh992)
1. Reduksi Data, diartikan sebagai proses pemiliheamysatan perhatian pada

penyerdahanaan, sedangkan data yang tidak peduatidiagar memberikan
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kemudahan dalam penampilan, menyajikan dan meneddrangan yang
berguna. Kegiatan dalam mereduksi data meliputi:

a. Editing, merupakan penelitian kembali catatan — catatan yhpgroleh di
lapang.

b. Coding, merupakan usaha mengklarifikasi atau mengelompg&kaaban —
jawaban responden menurut macamnya.

c. Tabulasi, merupakan proses — proses penyusunadalata bentuk tabel.

2. Penyajian data diartikan sebagai data yang dipéiinudian dikelompokan dan
disusun menurut kategori yang sejenis untuk ditk@apisesuai dengan fokus
permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulaergam yang diperoleh
pada saat direduksi. Penyajian — penyajian inipnéliberbagai jenis matriks,
grafik, dan jaringan, dan bagan. Semuanya dirancam@ menggabungkan
informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang gdad mudah diraih.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi diartikan sebag@ses yang dilakukan
dengan menarik kesimpulan dari kategori — katedata yang direduksi dan
disajikan untuk menuju pada kesimpulan akhir untumlenjawab fokus
permasalahan (Miles dan Huberman, 1992)

Data yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianadestsira deskriptif, yaitu
dengan mendeskripsikan (memberikan gambaran yangdatem) fenomena
sosial yang terjadi di masyarakat keadaan di lagilgm bentuk kalimat atau
kata — kata untuk menggambarkan suatu keadaanm&ra dan fakta di
lapangan secara alamiah apa adanya dalam situasaingang tidak dimanipulasi
keadaan dn kondisinya (Arikunto, 2002)

Hasil deskriptif kualitatif tersebut akan diperol@hia data, yaitu data primer
dan data sekunder. Data Primer adalah data yamgngiklkan oleh peneliti yang
berbentuk data kualitatif berdasarkan wawancaragaternresponden meliputi
variabel yang berkaitan dengan pelaksanaan polaitieam seperti proses
pembentukan kemitraan, tujuan pelaksanaan kemjtia@ses pemenuhan hak
dan kewajiban, serta proses pengembangan kelembadglam pelaksanaan
kemitraan. Sedangkan data sekunder adalah datadjngpulkan dari instansi
yang bersangkutan yaitu di wilayah kerja PG. Podesdlte, Desa Pelem,

Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan.
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4.6.2 Soft System Methodology

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunalatalah Soft System
MethodologySSM) dimana metode ini merupakan teknik untuk raeaisis dan
mencari solusi atas sistem aktivitas manusia derigaran utamanya untuk
membuat konsep model, memperbaiki tindakan pragmatencari kompromi,
maupun pembelajaran bersama dan partisipatif sgparelitian tindakan kelas,
pengembangan organisasi dan pengembangan komun@aft System
Methodologyerupakan metodologi yang digunakan untuk mendukung
strukturisasi pemikiran dalam masalah organisasikiemunitas yang kompleks.
Terhadap masalah iniSoft System Methodolapalah proses untuk
mengidentifikasi merumuskan akar permasalahan darepahanya, menemukan
dan mempertemukan pendapat para pihak yang terBbaerti pelaksana,
pengambil keputusan, pengguna, dan dengan mempartgkan kondisi
lingkungan dan pandangan umum masyarakat, paiv&ial dan budaya.

Soft System Methodolognemperlakukan individu sebagai unit satuan
organisasi atau komunitas yang mempunyai perbedkan kesamaan serta
mengasumsikan bahwa setiap individu akan melihatadsecara berbeda yang
akan mengarah pada pemahaman yang bervariasi damag\situasi apapun yang
menyebabkan pada giliranya ide — ide yang berbati&uindakan positif. Ide —
ide tidak selalu bertentangan satu sama lain (urganamla kemungkinan akan
beberapa tumpang tindih, tetapi mereka mungkindertcukup untuk membuat
perbedaan masalah serius ketika memutuskan sodakén (Mat Sahudi, 2012).

Soft System Methodology dikembangkan dari pemikiigserba sistem
dimana sebuah metodologi untuk memahami masalahsalah sulit yang ada di
dalam organisasi atau komunitas dan mempunyai &diksi internal serta
menyediakan strukutr yang direkayasa untuk menigi¢asilitan tersebut. Model
dasar dariSoft System Methodologgdalah model tujuh tahap dimana yang
menjadi situs penting dalam metode ini adalah petingan antara model

konseptual dan dunia nyata, model tujuh tahapheatssebagai berikut :



MENENTUKAN SITUASI
MASALAH
L.1 Memahami situasi yang bersifat
problematik
L.2 Menggambarkan situasi masalah
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MENGAMBIL TINDAKAN
UNTUK MELAKUKAN
PERBAIKAN

L.5 Membandingkan model (L.4)
dengan dunia nyata (L.2)

L.6 Melakukan perubahan yang
diinginkan dan layak secara
sistematis

L.7 Melakukan tindakan untuk
memperbaiki situasi masalah.

REAL WORLD

A

<IIIIII EEEEEEEEEENEN

ROOT DEFINITION
L.3 Menentukan sistem aktivitas
(purposeful activity system) yang
relevan dengan situasi masalah

SYSTEM THINKING ABOUT REAL WORLD ;

Illllllll>

PENGEMBANGAN MODEL

L.4 Mengembangkan Model konseptu
berdasarkafroot definition”

al

Gambar 4. langkah soft system methodology (Pdteckland, 196@alam

Matsahudi 2012).

Tahap 1 & 2ZFind out (menemukan).

Menggunakanrich picture dan metode / teknik penstrukturan masalah dalam

mencari situasi masalah sebagai langkah awal dalancariproblem situation

dari awal pelaksanaan program PKBL yang berjalata seenemukan fakta —

fakta di lapang.

Tahap 3Formulate Root Definition of Relevant System (memformulasiRoot

Definition dari Sistem Relevan).

Mengidentifikasi stakeholders yang terlibat mularidPG. Poerwodadie sebagai

penanggung jawab program dan petani mitra sebageerpna program PKBL,

proses transformasi dari pengetahuan yang dibeskéama program berjalan,

Weltanschaungg(cara pandang) petani dalam menyikapi permasalaiaag

terjadi, dan lingkungan untuk kemudian membangufinide sistem aktivitas
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manusia yang dibutuhkan untuk memperbaiki situaassalah yang terjadi dari
program PKBL.

Tahap 4Build conceptual models (membangun model konseptual).

Berdasarkan Root Fefinition untuk setiap elemengyaidefinisikan, maka
kemudian membangun model konseptual yang dibutubkéuk mencapai tujuan
ideal. Dalam tahap ini menjadi modal dasar dalamentikan strategi kebijakan
baru yang akan memberbaiki kekurangan selama progeanitraan berlangsung.
Tahap 5Compare models and reality (membandingkan model dengan realitas).
Membandingkan model sistem konseptual yang dibeagan apa yang terjadi di
dunia nyata real world). Penentuan model konsep akan disesuaikan dengan
fenomena yang terjadi di tingkat petani mitra akerbul gap,dari permasalahan
tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menenkéajakan selanjutnya.
Tahap 6Define feasible and desirable change (menetapkan perubahan yang
layak).

Membuat debat publik dalam rangka mengidentifikgsubahan yang layak serta
menjadi bahan masukan program PKBL ke depan melejaitti baik

Tahap 7Take action (melakukan tindakan).

Membangun rencana aksi untuk memperbaiki situasi sganua permasalahan

yang ada dan mengembangkan dari konsep model ya@igtak

4.6.3 Analisis biaya usahatani

Analisis biaya usahatani dihitung dengan cara nmelgjlokan semua biaya
yang dikeluarkan selama petani melakukan usahtsghnidengan rumus sebagai
berikut :

TC=TFC+ TVC
Keterangan :
TC : total biaya usahatani (Rp/proses produksi)
TFC . biaya tetap usahatani (Rp/proses produksi)
TVC . biaya tidak tetap usahatani (Rp/proses pkegiu

Biaya yang diperhitungkan dalam penelitian ini didlean menjadi dua,
yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya te@gdah biaya yang besar kecilnya
tidak bergantung pada produksi yang dilakukan pet8maya tetap yang
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diperhitungkan adalah biaya pajak lahan, biaysagigdan biaya sewa lahan.
Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnyardjpruhi oleh produksi yang
dilakukan. Biya variabel yang dihitung meliputi y@abibit, biaya pupuk, biaya
tenaga kerja dan biaya lain-lain.
1. Analisis penerimaan usahatani

Penerimaan adalah keseluruhan penerimaan yangolipepetani sebelum
dikurangi biaya-biaya produksi yang dikeluarkanapet Dalam penelitian ini
penerimaan diperoleh dari dua macam yaitu penennt&i unsur gula dan
penerimaan dari unsur tetes. Penerimaan dari wuardiperoleh dari hasil kali
antara jumlah produksi tebu dikali rendemen dikaliga gula lelang yang telah
ditentukan sebelumnya. Sedangkan penerimaan dadr uetes diperoleh dari
hasil kali antara jumlah kuintal tebu yang diprosiuttengan uang pengganti tetes
per kuintal. Perhitungan penerimaan usahatani ddip@tukan dengan rumus
sebagai berikut:

TRyua= Q X Rendemen Xqfa

Keterangan :

TRgula : total penerimaan dari unsur gula (Rp)
P : harga lelang gula (Rp/ kg)

Q : jumlah produksi tebu (Kw)

Rendemen :jumlah gula yang terkandunng dalamkd@o)
TRietes= Q X Retes

Keterangan :
TRietes :total penerimaan dari unsur tetes (Rp)
P -harga/ uang ganti tetes per kuintal tebu Kapital)

Q : jumlah produksi tebu (kg)
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2. Analisis pendapatan usahatani
Analisis ini digunakan untuk menghitung besarnyadagpatan usahatani tebu.
Pendapatan usahatani tebu adalah selisih antamripean dan total biaya.

Secara operasional dapat dirumuskan sebagai berikut

m=TR—-TC
Keterangan :
T : keuntungan atau pendapatan (Rp/proses produks
TR : total penerimaan (Rp/proses produksi)
TC . total biaya (Rp/proses produksi)

3. Analisis Efisiensi

Efisiensi adalah suatu usaha agroindustri diteariubdleh besar kecilnya hasil
yang diperoleh dari usaha agroindustri tersebut lolssar kecilnya biaya yang
diperlukan untuk mendapatkan hasil itu. Efisiensaha agar bisa ditentukan
dengan menghitung atacost ratiojaitu hubungan antara usaha agroindustri

dengan tingkat biaya produksi (Soekartawi, 1996).

Untuk mengukur tingkat efisiensi usaha digunakaalisis R/C Ratio. R/C
Ratio adalah singkatan dd&eturn Cost Rati@atau dikenal sebagai perbandingan
(nisbah) antara penerimaan dan biaya secara mdterdapat ditulis sebagai
berikut

TR
R/C Ratio =——
TC

Dimana : TR = Total Penerimaan (Total Revenue) Rendapatan Kotor
TC = Total Biaya (Total Cost) atatal biaya produksi

Apabila analisis memberikan nilai R/C Ratio lebisar dari 1 maka usaha
tersebut efisien dan menguntungkan, bila nilai IR&io sama dengan 1 maka
tidak menguntungkan dan tidak merugikan (impasg§iaegkan R/C Ratio kurang

dari 1, maka usaha tersebut tidak efisien dan tdakguntungkan.



V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Sejarah Perusahaan

Pabrik Gula Poerwodadie yang berlokasi di DeseerRalKarangrejo,
Kabupaten Magetan, Jawa Timur didirikan oleh Pemteni Hindia Belanda pada
tahun 1832 yang saat itu bernaniNetlerlands Hendel Maatschap(NHM) dan
berlokasi di desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, patea Magetan,
Karesidenan Madiun.

Pada tahun 1959 diambil alih Pemerintah Republiklohesia dan
pengelolaannya diserahkan kepada Perusahaan PeakebNegara (PPN),
selanjutnya pada tahun 1967 berubah menjadi PPN Bang dipimpin oleh
seorang Direktur.

Berdasarkan PP No. 14/tahun 1968 pada tahun 18&8ssya diubah
menjadi Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) yanhamexhi beberapa pabrik
gula di satu karesidenan dengan nama “InspekssRleaan Perkebunan Negara”.
Sejak tahun 1968 itu pula PG Poerwodadie yangtéérigatu karesidenan dengan
PG Soedhono, PG Redjosarie, PG Pagottan, dan P@dfarbergabung dalam
satu badan hukum yaitu Perusahaan Negara Perkeb(XafiPNP XX) yang
dipimpin oleh Direksi dan berkantor pusat di Suyaba

Status PNP berubah menjadi Perseroan Terbatase(Bepada tahun 1985
dan PNP XX berubah menjadi PT Perkebunan Nusavtdra(Persero). Pada
tanggal 11 Maret 1996 PTP XX (Persero) bersama Rirfdya dibubarkan.
Berdasarkan PP No. 16/1996 tanggal 14 Februari #8@8shtuk PTP Nusantara
XI (Persero) yang merupakan gabungan eks PTP XXséR® dengan PTP
XXIV-XXV (Persero). PTP Nusantara Xl (Persero)idipin oleh Direksi yang
berkedudukan di Jalan Merak No. 1 Surabaya hingggisi.

Pada tahun 2011, PG Poerwodadie merencanakan imegégbu sebanyak
297.229,8 ton (tebu sendiri 84.479,8 ton dan tedkyat 212.750,0 ton) yang
diperoleh dari areal seluas 3.969,2 ha (TS 1.064,dan TR 2.905,0 ha). Areal
tidak hanya mencakup sejumlah kecamatan di Kabonpaégetan, namun juga di
Kabupaten Bojonegoro. Gula dihasilkan diproyeksikaencapai 20.783,7 ton
(milik PG 11.361,3 ton dan milik petani 9.4224n}todan tetes 13.375,4
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ton. Kapasitas PG 2.300,0 tth (tidak termasuk janménti) atau 2.057,2 tth sudah
termasuk jam berhenti.

Sadar pentingnya tebu rakyat dalam memenuhi kbbhatbahan baku, PG
Poerwodadie berupaya memberikan yang terbaik upéténi. Sejumlah kebun
peragaan diselenggarakan dengan maksud dapat mesmjhdna pembelajaran,
baik bagi petugas PG maupun petani, tentang prabtekdaya terbaik best
agricultural practice$. Adanya kebun peragaan juga memungkinkan pdemipe
berinteraksi dengan PG terkait upaya peningkatandyhtivitas secara
berkelanjutan. Arah yang ingin dicapai produktasirata-rata 8 ton hablur per
hektar antara lain direalisasikan melalui penataasa tanam, penataan varietas
(menuju komposisi ideal antara masak awal, tendah,akhir 30-40-30 % pada
TG 2010/11), kecukupaagroinputs dan perbaikan manajemen tebang-angkut.

Adanya Litbang Wilayah Barat yang berpusat di PGerirodadie,
memungkinkan adopsi dan diseminasi teknologi bamj#&kbih cepat. Sedangkan
untuk mengatasi kemungkinan pencemaran akibatitgipabrik yang potensial
mengganggu masyarakat, PG Poerwodadie terus berupasperbaiki instalasi
pengolahan limbah secara terpadu, baik untuk limgzatat, cair maupun udara.
Harapan selanjutnya adalah industri ramah lingkarfgavironmental friendly

5.2 Keadaan Umum Daerah Penelitian.

a. Topografi
Tinggi di atas permukaan laut : +91 m dpl
Jenis tanah : Grumosol, Aluvial, dan Regosol.

Jenis tanah yang bervariatif yang terdiri dari i@ogol, Aluvial, dan
Regosol mendominasi di lahan tebu yang berada paldgah Kabupaten
Magetan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Bojonegmeduasan lahan), dari
penggunaan lahan tersebut didominasi oleh pengguledean sawah yang

produktiviasnya lebih besar dibandingkan dengamggenaan lahan tegalan.
b. Iklim

Iklim di PG Poerwodadie termasuk zone C yaitu algakah dan D sedang,
keadaan iklim selama 10 tahun terakhir adalah setegikut:
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Tabel 1. Iklim kurun waktu 10 tahun

Curah hujan Hari Hujan Bulan Kering
Tahun

(mm/tahun) (hari) (bulan)
2000 1719 122 5
2001 1899 210 4
2002 2210 125 6
2003 1409 108 4
2004 2053 97 6
2005 1125 60 %
2006 1618 110 4
2007 1696 82 3
2008 1765 98 3
2009 1604 98 2
2010 2236 160 3

Sumber : data primer, 2012

Iklim berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, tebadaan bulan
basah pada awal penanaman mendukung pertumbuhatatietebu, akan
tetapi apabila bulan basah terjadi sepanjang takan berdampak buruk bagi
tanaman tebu yang akan menurunkan rendemen dan reathadap serangan
penyakit penggerek batang. Berdasarkan tabel ildimatas curah hujan
berfluktuasi dari tahun ke tahun, curah hujannggi pada tahun 2010 dengan
curah hujan 2236 mm/tahun, berdasarkan fenomensebigr produksi
rendemen tebu menurun dan mengalami penurunan kiraths dikarenakan
hujan turun sepanjang tahun.
. Pengairan

Sistem pengairan kebun di PG. Poerwodadie meliggasi teknis 5%,
pompa 90%, dan tadah hujan 5%. Pada daerah perliesan di Kabupaten

Bojonegoro penggunaan air hanya bergantung padétamwmya hujan dan

penanaman baru dilakukan, karena hanya menggaraamgida air hujan.
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d. Prasarana Pendukung

Sumber air pabrik : Dam Jungke

Sumber bahan baku pendukung : TS (Tebu Sendiriy&afTebu
Rakyat)

Kelas Jalan [

Fasilitas Sosial . Klinik, Masjid, Lapangan Bola,

Lapangan Tenis,Gedung Olahraga,
Taman kanak — kanak dan Balai
Pertemuan.
Wilayah lahan : Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngaw
Kabupaten Bojonegoro
Dengan sarana dan prasarana yang didukung sistegaipan, wilayah
kebun, dan sumber bahan baku, menjadi pendukunglukso PG.
Poerwodadie, selain itu wiayah PG yang terletalkmb5dari pusat kabupaten
menjadikan pelaksanaan program kemitraan UKM mundahgakses birokrasi
serta kemudahaan akses informasi bagi mitra bisahimgga program PKBL

baik dari bidang kemitraan petani tebu dan mitreaéin berjalan lancar.

5.3 STRUKTUR ORGANISASI PG. POERWODADIE

Dalam kegiatan produksinya PG. Poerwodadie di bawabksi PT.
Perkebunan Nusantara Xl (Persero) yang berkeduddik8arabaya menetapkan
bahwa untuk melaksanakan kegiatannya AdimistraGir Poerwodadie dibantu
oleh Kepala bagian Administrasi Keuangan dan Um&ikU),Kepala bagian

tanaman, Kepala bagian instalasi, dan Kepala baggagolahan.

Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian st di PG.

Poerwodadie adalah:
1. Administratur

Administratur merupakan pimpinan tertinggi di P®oerwodadie dan

bertanggung jawab kepada direksi dan dibantu cd&letapa kepala bagian.
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2. Kepala Bagian Administrasi, Keuangan dan Umum (AKU)

Bertanggung jawab mengkoordinasikan dan memimpmiakan adimistrasi,
pengelolaan anggaran dan biaya produksi, pengawg@ssmnbelian dan
penjualan serta pengawasan hasil produksi gula. A&diri dari beberapa
bagian yaitu: RC Pembukuan, RC Keuangan, Kepalaa®ydRC SDM &
Umum dan PAKAM.

3. Kepala Bagian Tanaman
Bagian ini bertanggung jawab terhadap areal, kuteknis atau mekanisasi,
pembibitan, riset dan pengembangan, tebang daruat@kaman tebu. Yang
terdiri dari: Kepala Tanaman Rayon A, Kepala TanarRayon B, Kepala
Tanaman Rayon C, setiap Kepala Tanaman Rayon rkefpdberapa SKW
(Sinder Kebun Wilayah), dan Koordinator Litbang rpktian dan
pengembangan).

4. Kepala Bagian Instalasi
Bertanggung jawab dalam pengoperasian alat-alatntssin yang digunakan
dalam proses produksi.

5. Kepala Bagian Pengolahan
Bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan dlarig pengolahan,
peningkatan efisiensi proses produksi serta menjegangsungan proses

produksi.



STRUKTUR ORGANISASI PG. POERWODADIE

ADMINISTRATUR

Ir. SETYO
NARWANTO
|
KEPALA Kepala Taname Kepala lnStaIa.Si Kepala Pengolahan
AKU . Drs.Wahyuadi Tri Hartoko
" Ir. Giri Wahono
Agus Harimawan, SE
' v '
Assisten Ajun kemiker
ASSISTEN SKK Rayon A/ KORTEB X SKK Rayon C Kepala Instalasi Kepala
KEP_ALA A K &U Ir. Wangsit BS < » KAI?ERLA Dwie Aris TW. ST Sri Pratomo
Arif Sunolo. SE R. Budivanto, SF
SKK Rayon B P RC / Koord LITBANG
PAKAM Agronomi ~J 'n IR. Sri F Aeus Eko P
Soenawal Pujo Sumarsono, SP gUS tko
Agung Birowo
| Masinis Masinis
RC. Ka. Gudang
Pardi SKW RAYON A — SKW RAYON B — SKW RAYON C
| Helly R, ST
RC. Kuanga
Agus Tjahjono Bambang HP Budi Rahardjo Purwadi Dedy Anggara, S Sumono
Suprapto Bambang Bd Warseno Budi Jatmiko Sigit prianto
| Ir. SM. Kamal Eko Yuli Sakurzen
TB. Prasetyo
RC SDM & Supar
Umum
Sujarwo

RC Pembukuan / Pengad:
Arip Supolo, SE

Gambar 6. Struktur organisasi PG

. Poerwodadie

Sumber : data primer, 2012
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5.4 VISI DAN MISI

Visi
Menjadikan PT. Perkebunan Nusantara XI (Persetiga perusahaan yang
mampu meningkatkan kesejahteraan stakeholdersaseedesinambungan.
Misi
Menyelenggarakan usaha agribisnis, khususnya yangbis tebu melalui

pemanfaatan sumber daya dengan memperhatikandt@edingkungan.

5.5 KETENAGAKERJAAN

Pabrik gula Poerwodadie melakukan kegiatan pradpkda bulan Mei
hingga Oktober. Periode ini dikenal dengan dalammanggling (DMG), sedangkan
di luar masa ini disebut luar masa giling (LMG)nim&gian status karyawan PG

Poerwodadie sebagai berikut :

Tabel 2. Formasi Karyawan PG Poerwodadie LMG/DMG&G220

Status Karyawan

Karyawan
. Tetap PKWT Borong Sesuai RKAP '11
No Uraian
Musim LMG Jml

Gol. Gol. 12 & Out Vol.

/v Bin DMG DMG DMG Sorching Pekerjaan
1 LMG 30 333 - 5 3 77 E 10 60 515
2 DMG 30 332 310 5 59 77 245 11 169 1238

Sumber : data primer, 2012

Berdasarkan tabel di atas komposisi karyawan rdeileberapa bagian
yaitu status karyawan tetap yang berasal dari siiréalam kegiatan perekrutan
dan menjadi staff di PG yang terdiri dari Golondjfv dan Golongan I/l untuk
DMG (Dalam Masa Giling) dan LMG (Luar Masa Gilinggedangkan PKWT
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adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang terdari pegawai dalam masa
giling dan selama 12 bulan, tenaga borong meruppkgawai pabrik yang tidak
terikat dan didominasi dalam waktu masa giling dimpabrik sedang beroperasi.
Sedangkan pegawaiutsorchindpanya terdiri dari 10 pegawai luar masa giling
dan 11 pada dalam masa giling. Jumlah tenaga taeghuntuk karyawan Dalam
Masa Giling (DMG) adalah sebanyak 1238 dan Luar aM&iling (LMG)
sebanyak 515.

5.6 KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Kesejahteraan karyawan adalah tanggung jawab perasa supaya
meningkatkan produktivitas kerja. Peningkatan tassedilakukan dengan
member upah tambahan selain gaji pokok sesuaitketeryang berlaku. Rincian

tambahan upah tersebut sebagai berikut :

1. Tunjangan Hari Raya (THR).
Tunjangan Hari Raya diberikan kepada karyawan pdar bulan yang
sesuai dengan PHBI (Peringatan Hari Besar Islanty pada waktu lebaran
idul fitri, THR diberikan kepada semua karyawankbauslim maupun non
muslim dari karyawan PG.

2. Imbalan jasa bila perusahaan mendapatkan laba.
Imbalan/Bonus diberikan kepada semua karyawan pedku akhir giling
dimana besaran bonus bergantung pada target pig@uigsterealisasi.

3. Perawatan dan kesehatan sesuai dengan golongarmgmaassing.
PG menyediakan poliklinik untuk memenuhi kebutuhmasien karyawan
baik dalam masa giling maupun dari luar masa giling

4. Pakaian dinas setahun sekali.
Pakaian dinas diberikan kepada karyawan yang sekrajan keputudan
direksi dalam penentuan hari seragam dan pembédiliakukan di masing-
masing PG.

5. Rumah dinas bagi pimpinan.
Bagi karyawan/staff PG diberikan kesempatan unituggtl di rumah dinas
milik PG selama menjabat ssebagai karyawan PGwedadie
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6. Cuti tahunan dan cuti panjang.
cuti tahunan diberikan bagi karyawan pada 12 bulesa kerja dan cuti
panjang apabila melaksanakan ibadah haji.

7. Gula “icip-icip”
Dalam masa giling karyawan diperbolehkan untuk nogpricgula dengan
batasan tidak dibawa pulang kerumah, karyawan hafta& menikmati gula

dari PG di tempa kerja.

5.7 PRODUKSI

Pada tahun 2010, PG Poerwodadie merencanakan riegggebu
sebanyak 26.8491,6 ton (tebu sendiri 95900,0 tontelau rakyat 172591.6 ton)
yang diperoleh dari areal seluas 3465.5 ha (TS .017& dan TR 2300.5 ha).
Areal tidak hanya mencakup sejumlah kecamatan dupgaten Magetan, namun
juga di Kabupaten Bojonegoro. Gula dihasilkan dypksikan mencapai 21316.3
ton (milik PG 12978.5 ton dan milik petani 431408) dan tetes 21316.3 ton.
Kapasitas PG 2312 tth (tidak termasuk jam berheat@®u 2056.4 tth sudah

termasuk jam berhenti.

Pada grafik dibawah ini ditunjukkan data luas @& Poerwodadie dari
tahun 2000 — 2010 sebagai berikut:

5180,81
4711,22

4320,08
3919,18 4081,09 3948,82 4099,14 4075,15 4252,23 3984 00

3680,87

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tahun
—4—Luas areal(Ha)
Gambar 6. Luas area lahan PG. Poerwodadie dalaisnskia

Sumber : data primer, 2012
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Grafik tersebut terjadi pergerakan yang signifikemk pada tahun 2000
sebesar 3919,18 Ha ke tahun 2001 4320,08 Hayangidiam mengalami
penurunan pada tahun 2002 begitu seterusnya hpapmpuncaknya tahun 2008
sebesar 5180,81 Ha dan mengalami penurunan pada28i0 sebesar 3884 Ha.
PG. Poerwodadie sendiri untuk penggunaan lahan TR%ebu rakyat) dan TS
(tebu sendiri) yang pengelolaanya diawasi dan sidakkan oleh PG, sehingga
faktor naik turunya proporsi luas lahan yang didgamadipengaruhi oleh sewa
lahan yang setiap masa tanam tebu mengalami flsikhaga sewa lahan, selain
itu PG. Poerwodadie tidak mempunyai HGU (Hak Guisaha) seperti pada PG

lain.

Tabel 3. Data Penggunaan Lahan Budidaya Tanaman (Hel)

Tahun Tegalan Sawah
2000 1275.67 1746.27
2001 1234.32 1980.43
2002 1005.04 1102.99
2003 783.38 1962.25
2004 776.67 2139.89
2005 749.23 2180.83
2006 707.10 2100.26
2007 673.26 1803.29
2008 664.14 1717.99
2009 402.83 1356.41
2010 376.22 791.66

Sumber : data primer, 2012
Dari data tabel di atas dapat dilihat perkembanganlah luasan

penggunaan lahan tegalan dan sawah dalam kurum i8ktahun terhitung dari
tahun 2000 sampai dengan 2010, terdapat penurun@alj luasan pada tegalan
dari 1275.67 (16,06 %) Ha pada tahun 2000 dan memsebesar 1234.32 (15, 54
%) Ha pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2p@hurunan tersebut juga
terus berlangsung pada tahun — tahun berikutnygghipada tahun 2010 sebesar
376.22 Ha (4,73 %), sedangkan pada lahan sawah taad&a 2000 sebesar
1746.27 Ha (9,24 %) dan terjadi penurunan padantattahun berikutnya hingga
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pada tahun 2010 sebesar 791.66 (4,19 %). Dari keelnggunaan lahan tersebut
terjadi penurunan, beberapa faktor yang mempengaddiah penurunan target
produksi giling PG yang menyesuaikan dengan keaiiiendalam kurun waktu
10 tahun yang berubah sehingga penggunaan lahkrpdda lahan tegalan dan
sawah mengalami penurunan secara drastis, selaibaik dari TR dan TS
mengalami kesulitan dalam sewa lahan untuk budidija hal tersebut
dikarenakan pemilik lahan lebih pada budidaya setabu (padi dan jagung),
untuk mengatasi kesulitan lahan maka PG membulagsan lahan di wilayah

Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 4. Data Komposisi Tanaman Tebu (Ha)

Tahun PC % Ratoon % Total

2000 1856.29 47.36 2062.85 52.64 3919.14
2001 1183.51 27.40 3136.57 72.60 4320.08
2002 1526.48 37.14 2583.77 62.86 4110.25
2003 1424.11 39.08 2220.3 60.92 3644.41
2004 1707.66 43.24 2241.16 56.76 3948.82
2005 1527.84 37.27 2571.3 62.73 4099.14
2006 1598.54 39.23 2476.61 60.77 4075.15
2007 1902.87 40.39 2808.35 59.61 4711.22
2008 1801.24 34.77 3379.57 65.23 5180.81
2009 1324.33 31.14 2927.96 68.86 4252.29
2010 1203.16 30.98 2680.84 69.02 3884.00

Sumber : data primer, 2012

Tabel 4 di atas merupakan data komposisi tanambn tetuk PC
(tanaman baru) dan ratoon (tanaman kepras) damtaB00 hingga tahun 2010,
untuk komposisi tanaman baru tahun 2000 sebesaf.28547.36 %) pada
interval tahun berikutnya mengalami penurunan umdémaman baru hingga pada
tahun 2010 komposisi tanaman baru tersisa 12034.38.98 %), sedangkan
untuk kompisisi tanaman ratoon dari tahun 2000 sb2062.85 Ha (52.64 %)
dan pada tahun berikutnya mengalami kenaikan hipgga tahun 2010 sebesar
2680.84 Ha (69.02 %).
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Dari kedua komposisi di atas dari tanaman baru w@@aman ratoon
berbanding terbalik, hal ini dikarenakan untuk tama baru memerlukan
pengadaan bibit baru yang memerlukan biaya usahaag lebih besar daripada
tanaman ratoon yang bisa menggunakan tanaman a@aman tebu giling
sebelmunya sehingga biaya usahatani pada musim tiaisa ditekan, akan tetapi
tanaman kepras hanya dibatasi 2 kali kepras yaaghbaditkan tingkat rendemen

tebu yang menurun sehingga memerlukan penggunbérbéru.
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Gambar 8. Grafik Kapasitas giling (TCD) tahun 2608010
Sumber : data primer, 2012
Grafik tersebut merupakan kapasitas giling antainart 2000 sampai dengan
tahun 2010 dimana terdapat kapasitas inklusif stmpg merupakan kapasitas
giling yang dicapai dalam sehari yang terdapat lgrhenti, sedangkan ekslusif
sendiri merupakan kapasitas giling yang tidak teatigam berhenti dalam kurun

waktu 24 jam.

Pada tahun 2000 hingga kapasitas tahun 2010 térdapduasi antara
kapasitas inklusif dan eksklusif dimana kapasigsebut berada pada interval
1500 dan 2000 TCD, dalam beberapa faktor yang nhbeijy@n perbedaan
tersebut adalah efisiensi mesin dimana adanya péakban jam berhenti untuk
kegiatan maintenancedi semua stasiun gilinggan sehingga mempengaruhi
kapasitas giling tersebut
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Gambar 9. Grafik Jumlah Tebu di giling dan Produksstal Tahun 2000 — 2010.
Sumber : data primer, 2012

Di dalam grafik di atas menunjukan jumlah tebuldigidan produksi kristal
tahun 2000 — 2010, dapat dilihat bahwa terdap&tiuasi jumlah tebu digiling
dan produksi kristal yang dihasilkan, adanya peabadersebut berasal dari input
bahan baku sendiri yaitu tebu yang masuk di méja y@ng selanjutnya digiling
melalui 11 stasiun gilingan yang ada di pabrik gsklain itu faktor rendemen
tebu juga menjadi faktor penting, produksi tebuilitig tertinggi terdapat pada
tahun 2007 dan produksi kristal yang dihasilkar29.ton. Hal tersebut berawal
dari input on farm yang juga dipengaruhi oleh kendilim dan cuaca pada masa
tanam tebu serta jumlah tebu yang digiling di PGeriRodadie.

Jenis tanaman yang diusahakan di wilayah PG. Raleave terdiri dari
Padi, Jagung dan Umbi-umbian, seiring dengan mkatnga kebutuhan bahan
baku tebu maka satu musim sebelum musim tanamstetah dilakukan kegiatan
sewa lahan, semakin dekat waktu sewa terhadap mtesiaan harga yang
diberikan semakin besar dari harga normal rataf¥@tpita/Ha. Pola tanam yang
dilakukan masyarakat petani dari tahun ke tahufabdBebu-Palawija-Tebu, hal
tersebut bisa berubah menjadi Palawija-Tebu-Padakondisi tersebut biasanya

disesuaikan dengan pranoto mongso (curah hujargrgahsewa lahan.
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Gambar 10. Nilai perkembangan rendemen tebu tabd@ 2 2010
Sumber : data primer, 2012

Grafik di atas merupakan nilai perkembangan rendetaleu pada tahun
2000 — 2010, pada grafik tersebut mengalami flitaari tahun 2000 hingga
tahun 2010, rendemen tertinggi terdapat pada t&Q@3 sebesar 7,88 % dan
rendemen terendah pada tahun 2010 sebesar 6,00&bya fluktuasi tingkat
rendemen disebabkan dari jumlah input tebu digiiega kandungan rendemen
tebu, selain itu efisiensi pabrik gula merupakaktdapenting dikarenakan umur
mesin di Pabrik Gula yang tergolong tua dan kurgagperemajaan mesin
gilingan, dapat disimpulkan bahwasanya tingkat eemeh dipenagruhi oleh
kegiatanon farmyaitu pada saat awal tanam dan tebang yang mengdahan
baku utama sertaff farmyang berasal dari kegiatan produksi Pabrik Gula.
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6.1 Karakteristik Responden
6.1.1 Karakterisitik Responden Berdasarkan Umur

Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam keb&hasdan
keberlangsungan responden PKBL dalam menjalankgiatk@ dan aturan pokok
adalah umur. Hal ini disebabkan umur merupakarofatt¢émografi yang penting
dalam menentukan kebijakan dalam pengambilan suatputusan serta
mengetahui tingkat perubahan sosial yang terjaiindanasyarakat, selain itu
umur juga merupakan faktor penting dalam penyerapkmologi informasi yang
semakin berkembang. Umur sendiri merupakan lamanjap responden yang
terhitung sejak lahirnya sampai dilakukanya peiaglityang dinyatakan dalam
tahun. Indikator umur dipilih dengan pertimbangarahwasanya umur
mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan progranlLPK8matangan umur
biasanya akan berdampak pada kinerja dan pengalasganakin tua akan
semakin mendapatkan pengalaman yang dirintis aeal pelaksanaan program
PKBL baik dalam bidang UKM maupun dalam ushatabutePengelompokan
keadaan penduduk berdasarkan umur dilakukan untekgetahui seberapa
banyak responden dalam usia produktif dan lanjua ysdak produkitif).

Karakterisitik responden berdasarkan umur disajdalam tabel dibawah ini :

Tabel 5. Karakterisitk Responden Berdasarkan Umur

No Umur Responden Jumlah (jiwa) Presentase (%)
1 30-40 Tahun 4 26,66
2 41-50 Tahun 8 46,66
3 >50 Tahun 4 26,66
Total 16 100,00

Sumber : Analisis data primer 2012

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa respoydag mempunyai
umur produktif yaitu yang berumur < 50 tahun sel&nyl atau sebesar 73,32 %,
umur tersebut merupakan umur produktif yang bisaemma hal dan informasi

baru sehingga dapat mengembangkan perencanaak metuingkatkan taraf
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hidup yang lebih baik. Sedangkan responden yangrber> 50 tahun sebanyak 4

jiwa atau sebesar 26,66% jiwa.
6.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Bndidikan

Tingkat pendidikan merupakan tolak ukur yang dagigadikan untuk
mengukur tingkat kemampuan seseorang atau dayakangntuk dapat
menginterpretasikan setiap informasi yang diteriyaa(Soekartawi, 1998). Oleh
karena itu pendidikan juga merupakan salah saaik igkut di dalam menentukan
kadar intelektualitas seseorang. Dalam bidang pe@rtaingkat pendidikan petani
akan mempengaruhi dalam menerima hal baru (inovd3endidikan akan
mengarahkan pada inovasi-inovasi yang mengarahleganip maupun pelaku
UKM kedalam inovasi yang menguntungkasn bagi mereken karena semakin
tinggi tingkat pendidikan seseorang untuk menjathii baik. Dengan melihat
tingkat pendidikan responden, diharapkan dapattalike sejauh mana tingkat
kesadaran pelaku UKM dalam pengembalian kredituzanPKBL dan efektivitas
petani dalam usahatani tebu. Hal tersebut disajiledaim tabel berikut :

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Ehglendidikan

No Tingkat Pendidikan (Lulusan) Jumlah (jiwa) Presatase (%)
1 SD 1 6,6%
2 SMP 2 13,3%
3 SMA 5 26,6%
4 SARJANA 7 46,6%
5 PASCA SARJANA 1 6,6%
TOTAL 16 100%

Sumber : Analisis data primer, 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tingleatdidikan bervariasi
mulai dari tingkat SD sampai dengan PASCA SARJAIdKan tetapi prosentase
tingkat pendidikan tertinggi berada pada tingkajasa yaitu sebesar 46,6%.
Untuk tingkat pendidikan SD sebesar 6,6%, tingkahddikan SMP sebesar
13,3%, tingkat pendidikan SMA sebesar 26,6%, tihgkendidikan PASCA
SARJANA 6,6%. Tingginya pendidikan akan memperngadalam menerima

informasi baru serta kebijakan dalam mengambilusiabijakan dalam program
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PKBL, prosentase terbesar dari tingkat sarjana padtan sebagian pengurus dari
PKBL yang berada di tingkat PG. Poerwodadie. Damlgh responden dapat
diketahui jenis pekerjaan terdiri dari Karyawan §&banyak 3 orang, wirausaha 7

orang dan petani tebu sebanyak 6 orang.

6.1.3 Luas Lahan

Luas lahan selalu berkaitan dengan usahatani, kéenhzas lahan yang
dimiliki akan berpengaruh pada tingkat produksig/aihasilkan. Hal ini dapat
meningkatkan pendapatan dari usahatani yang ditakokeh petani. Luas lahan
dalam penelitian ini adalah luas lahan yang digatap petani, terdapat dua jenis
lahan yang diusahakan yaitu lahan sawah dan lawsian yang masing-masing
dikatgorikan dalam penggunaan lahan tebu dan rimn(serealia). Rata-rata luas

lahan petani dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 7. Presentase Luas Lahan Petani respondem mamnggunakan kredit
PKBL di PG. Poerwodadie, Desa Pelem Kecamatan jaegn
Kabupaten Magetan.

No Luas Lahan (Ha) gzcv?h % TLea:ghazTgn % TO;;AL
1 37 36,5 98,64 0,5 1,35 100
2 8,5 8,5 100 0 0 100
3 20 115 95,83 5 4,1 100
4 37 36,5 114,06 0,5 1,35 100
5 33 150 79,78 38 20,21 100
6 12 8 66,66 4 33,33 100

TOTAL 354,5 - 43 - -

Sumber : Analisis data primer 2012

Berdasarkan tabel di atas pengelolaan lahan didshilahan sawah
dengan prosentase tertinggi 32,44% dengan luas |2B@ Ha sedangkan pada
lahan tegalan hanya 10%, begitu juga dengan luaseam yang lain, luas lahan
dipengaruhi oleh sumber modal yang digunakan derteemilikan lahan dari
petani, berdasarkan penelitian yang dilakukan petang memiliki luas lahan
besar memiliki kemudahan dalam akses permodalagadepinjaman yang besar

dikarenakan mempunyai jaminan dengan luas lahag ganiliki. Prosentase luas
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lahan sawah yang besar dikarenakan output yangiltiéwa optimal dibandingkan
dengan lahan tegalan, akan tetapi terjadi seliaifgehsewa antara lahan sawah
dengan lahan tegalan, semakin tingginya harga d$elan sawah dikarenakan
pada wilayah PG. Poerwodadie penggunaan lahan thdsmdengan tanaman

serealia (Padi dan Jagung).
6.2 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

6.2.1 Program Kemitraan

Program Kemitraan adalah program yang bertujuamingkatkan
kemampuanusaha kecil dan koperasi agar menjadi ssaha yang tangguh dan
mandiri melaluipemanfaatan dana dari sebagianBalldN. Program Kemitraan
adalah fasilitaspinjaman baru untuk kebutuhan médgh atau investasi yang
diberikan kepadacalon mitra binaan ydegsiblenamun belunbankable Usaha
kecil adalah kegiatanekonomi rakyat yang berskalal idan memenuhi kriteria
kekayaan bersih atau hasilpenjualan tahunan sepenkilikan sebagaimana telah
diatur dalam KeputusanMenteri Badan Usaha Milik &tag

1. Bentuk Program

Program Kemitraan dilakukan dengan memberikan apian
modalpengembangan usaha dan pengenalan tekndtogiggi baru yang dapat
membantudalam pengembangan usaha tersebut. Meskigmnsedikit faktor
hibah, namun danayang diturunkan kepada mitra bipada Program Kemitraan
yang dibuat bersifatpinjaman dan mitra binaan wajlengembalikan dana
tersebut. Oleh karena itulahpengurus harus selditdm memilih calon anak
angkat/mitra binaan agar danayang digulirkan dakambali dan lancar
pengembaliannya.

Ada beberapa jenis bantuan yang ditawarkan dalanogr&ém
Kemitraan.Diantaranya yaitu berupa modal, peralatmaman, dan biaya garap.
Besarnyaplafon permohonan dana bantuan yang diembosebesar 50% dari
plafon yangdiajukan atau tidak melebihi besarny@adaaksimal yang ditetapkan

oleh pengelolayaitu sebesar 25 juta rupiah. Apatalaa yang diajukan melebihi
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plafon maksimal,maka kekurangannya disarankan untakanfaatkan sumber

pembiayaan lainnya,misalnya PMUK atau KKP-e.

1.2 Syarat dan Tata Cara Pinjaman

Ada beberapa syarat usaha yang yang harus dipefetimitra binaan
dalamProgram Kemitraan. Syarat/ kriteria tersebertujuan agar dana yang
digulirkantepat pada sasaran program. Kriteria Ukdhg dapat menjadi mitra
binaan:
a) Kekayaan bersih / Aset maksimal senilai Rp.200@0®- (di luar tanah dan

bangunan
b) Milik Warga Negara Indonesia
c) Berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau calgang dimiliki /berafiliasi
dengan usaha menengah/besar

d) Perusahaan Perorangan yang berbadan hukum/tidalasiek Koperasi
e) Telah kegiatan usaha minimal 1 tahun
f) Mempunyai potensi & prospek untuk dikembangkan
Untuk dapat memperoleh pinjaman modal pengembangsatha maupun
modalbiaya garap pada Program Kemitraan dan Binagkungan PG
PoerwodadieMagetan, maka mitra binaan harus mempradosal proposal
permohonan bantuanpinjaman yang memuat data psesdai KTP, data usaha,
data keuangan (catatankeuangan 3 bulan terakimcama penggunaan dana),
melampirkan foto copi KTP,Kartu Keluarga, pas phokoran 3x4, denah lokasi
usaha, buku tabungan, laporankeuanagn praktispaanbuat surat pernyataan

tidak sedang mendapatkan pinjamandari BUMN/ peagakain.

Setelah dana pinjaman diterima oleh mitra binamaka mitra binaan

harusmemenuhi kewajibannya kewajiban sebagai eriku

1) Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan renaagaefah disetujui oleh
Pengurus PKBL PG Poerwodadie.

2) Menyelenggarakan pencatatan/pembukuan dengan tertib

3) Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu selmgan perjanjian yang

telah disepakati.
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4) Menyampaikan laporan perkembangan usaha setiapuldnw kepada
PengurusPKBL PG Poerwodadie.

Bantuan pinjaman modal usaha diberikan untuk metbalKM-UKM
danKoperasi yang berlokasi di sekitar pabrik unts&ngembangan usaha
mereka.Saatini jenis usaha yang sudah dibina peitupa toko pracangan, taylor,
ternak,budidaya jamur, warung makan, warnet, coudpe foto copy, kerajinan
genteng,jual beli sepeda motor, kerajinan batu, gipdustry tahu dan simpan
pinjam dikoperasi karyawan PG Poerwodadie.Sesuagate Peraturan Menteri
05 BAB IV Pasal.12 ayat(3), tingkat bungayang déoétan kepada mitra binaan
yang mengambil pinjaman baik untuk bantuanpengeg@amnsaha untuk UKM
dan koperasi maupun bantuan biaya garap untukpet@arsidalah sebesar 6-7%
per tahun dari limit pinjaman. Jangka waktupengdimbapinjaman yang
diberikan untuk pinjaman pengembangan usaha ar8ar@hun. Sedangkan
jangka waktu pengembalian pinjaman untuk bantuaaydgarap hanya satu
tahun.Bantuan yang di dropping untuk petani intiaean Rp 4.300.000 sampai
denganRp 12.500.000 per hektarnya. Besarnya dang glaropping untuk
koperasi adalahantara Rp 50.000.000 sampai dengarbR00.000. Sedangkan
untukpengembangan UKM dana maksimal yang dapatiki#ive kepada mitra
binaan yaituRp 25.000.000. Jangka waktu yang diaerkepada mitra binaan
pengembanganusaha adalah antara 2-3 tahun dengga ppinjaman sebesar 6%
per tahun.Sedangkan untuk petani inti jangka wal@ngembalian pinjaman
adalah 1 tahundengan bunga pinjaman sebesar 7%beHaan tingkat bunga
pinjaman tersebutdiberlakukan agar tingkat bungag yaditetapkan tidak terlalu
rendah sehinggadisamakan dengan tingkat bungaKi€Eee. angsuran pertama

dibayarkan setelahtiga bulan dana pinjaman ditedlela mitra binaan.

1.3 Sektor Usaha

Sasaran utama dalam program ini yaitu UKM dan KagieKriteria usaha
yangdapat dibiayai oleh program ini harus merupaksaha yang produktif baik
itu usahadibidang barang maupun jasa. Mitra bingang mengambil dana
bantuanpengembangan usaha berasal dari anggot@deelkaryawan, saudara

karyawan,maupun tetangga karyawan PG Poerwodadgetsta Selain UKM,
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objek pemerimabantuan juga diambil dari beberapanpgang menjadi mitra PG

Poerwodadie.Petani yang diterima menjadi mitra dnnsebagian besar diambil
dari petani-petaniyang masuk menjadi petani infirtinya, skala usahatani

menurut kuantitas sudahcukup besar. Namun tidakutaprkemungkinan pula

untuk pengusaha-pengusahakecil juga disetujui rdemjdra binaan program ini.

Mitra binaan dalam programini biasanya disebut deranak angkat.

Bantuan peralatan diberikan kepada koperasi kayaG Poerwodadie
berupatraktor dan bantuan berupa bibit diberikapalla petani jambu mete
diBojonegoro.Sedangkan bantuan biaya garap dibetepada para petani inti
PG Poerwodadie.Dana yang di droopping digunakamkumtiya garap TRK | dan
[I. Pada periode2011/2012 ada 29 orang petani yhiogrikan bantuan. Untuk
dapat menjadi mitrabinaan, para petani inti tersgbhelumnya telah dipilih oleh
pengurus PKBL dandiberikan sosialisasi mengenagrara tersebut. Setelah
petani setuju, perwakilanpetani dengan bimbingamgpeis PKBL membuat surat
permohonan pengajuanmenjadi mitra binaan yangibgasis pribadi dan luas

lahan yang didaftarkan.

1.4 Kendala Dalam Pelaksanaan Program Kemitraan

Dalam pelaksanaan Program Kemitraan, ada bebekapdala yang
dialami baikdari internal pengurus maupun mitraabm sendiri. Pengurus PKBL
adalahkaryawan PG vyang ditunjuk oleh Administratsecara langsung
gunamenjalankanprogram tersebut, tetapi di sish laigas mereka sebagai
karyawan dalam pabrikmasih harus dilakukan. Halk@mudian mewajibkan
pengurus PKBL harusmemiliki komitmen yang tinggiaga mengemban tugas
ganda tersebut.Pada kenyataannya dalam pelaksd&t@Bh ternyata masih
belum bisa berjalansecara maksimal. Kegiatan pepi@an kepada mitra binaan
menjadi kurang. Halini menyebabkan tingkat perkemgam UKM binaan
menjadi lambat bahkancenderung stagnan. Kurangngaialisasi dan
pendampingan pengurus jugamengakibatkan rendahglat pemahaman mitra
binaan terhadap program.Membuat dana yang dipiganmmkenjadi tidak tepat
kegunaan. Dana tersebut tidakbenar-benar digunakiatk pengembangan usaha
sepenuhnya oleh sebagian mitrabinaan. Akhirnya bedeerapa pinjaman yang
menunggak dan bahkan tidak kembali.Selain lambgteyembangan usaha, ada
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pula beberapa UKM yangmengalami pailit sehingggapman yang diberikan
tidak dapat dilunasi oleh mitrabinaan. Apabila adrj kemacetan dalam
pengembalian pinjaman, baik petanimaupun pemilikMJKiinya maka Seksi
Penagihan akan melakukan peninjauan danmembantudathm proses
penyelesaiannya. Setelah itu mitra binaan dan pstngmbuat surat pernyataan.
Mitra binaan yang menunggak pembayaran angsurampanr diwajibkan
melapor kepada pengurus. Dari hasil peninjauann@p@rkaitkondisi mitra
binaan yang mengalami masalah pembayaran, pengerasdianmemutuskan
untuk memberikan denda atau tidak atas penunggeksebut.

Besarnya denda disesuaikan dengan besarnya pmjgang diambil tapi
jumlahnyadiputuskan dengan melihat kondisi keuangéra binaan itu sendiri.
Denda tersebutsangat jarang diberikan karena junmatia binaan yang
menunggak sangat sedikitdan memang kondisi usaheekeeguga sedang
mengalami penurunan.Pada pencairan pinjaman tad@# 2da dua UKM pailit.
Pinjaman untukpengembangan usaha yang diberikamgnamsing sebesar Rp
8.000.000 dan jatuh tempo pengembalian pinjamarpaadengan tahun 2010.
Setelah dilakukanpeninjauan oleh pengurus, melk@atdisi ekonomi mitra
binaan tersebut yang benar-benartidak mampu akhinpengurus membuat
kebijaksanaan memberikan waktusampai dengan baag ydak ditentukan
kepada mitra binaan tersebut untukmengembalikgarpannya. Sampai saat ini
sisa dana yang belum dikembalikanoleh kedua UKMsetaut sebesar Rp
9.666.668.Melihat data evaluasi Program Kemitraan30 Juni 2011 yang dapat
dilihatpada lampiran, sejauh ini pelaksanaan PmogrEemitraan di PG
Poerwodadieberjalan cukup baik. Dana yang ditumn#apat terus bergulir
setiap tahunnya.Pengembalian kredit pun berjalktive lancar. Pengembalian

pinjaman per 30 Juli2011 mencapai sebesar 85%.
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6.2.2 Program Bina Lingkungan

Bina Lingkungan merupakan suatu program sosiaf yditakukan oleh
PGPoerwodadie. Program ini bertujuan untuk membamhasyarakat
sekitarperusahaan.Bantuan yang diberikan berupaerithatpelatihan dan
pembinaan. Dana yangditurunkan bersifat hibah.ngati dana diberikan dan
penerima tidak perlumengembalikan dana bantuarltets dana yang dipakai
diambil dari 2% dana yangdigunakan dalam kegiatéBLFPitu sendiri.
1) Objek Bantuan
Obyek Bantuan yang dapat diberikan berupa bantaatitbn sosial
untukmembantu meringankan beban masyarakat. Bantaag diberikan pada
ProgramBina Lingkungan adalah: Korban Bencana AlRendidikan dan atau
Pelatihan,Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Pemggab Prasarana dan
SaranaUmum,Bantuan Sarana Ibadah serta Pelesiaizan
2) Tata Cara Pengajuan Bantuan
Untuk bantuan bencana alam, peningkatan kesehapemdidikan dan
pelatihanlangsung diberikan kepada masyarakat. ngkda bantuan
pengembanganprasaranadan sarana dan bantuan tebaokth, pemohon
diwajibkan membuat proposal permohonan bantuandeepangurus PKBL.
Bagi masyarakat yang hendakmengajukan bantuan, hmmaiwajibkan
membuat proposal permohonan bantuan yang memuah ¢@&mohon
(perorangan,kelompok,lembaga, atau panitia), datgess kegiatan objek calon
penerima bantuan, rencana penyelesaian pekerjaankegiatan, rencana
kebutuhan dana dari pekerjaan atau kegiatan senara
3) Sektor Bantuan
Dalam pelaksanaannya, program ini bekerja sama atefigberapa instansi
lainuntuk menyalurkan bantuan. Diantaranya adalaya¥an Dana Sosial Al
FalahSurabaya, LMI cabang Magetan dan Puskesmaangf@jo. Hal ini

bertujuan untukmempermudah penyaluran bantuareitdis.
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Realisasi bantuan pada Program BinaLingkungan yela dilakukan
oleh PKBL PG Poerwodadie meliputi:

1) Bantuan Bencana Alam Bantuan bencana alam dibeki&pada para korban
banjir di Jiwan pada tahun 2004 dan di Bojoneg@ Ngawi pada Desember
tahun 2007 lalu. Bantuan diberikan kepada korbanjiroduapan sungai
bengawan solo. Selain dana dari PKBL itu sendegi&tan ini juga didukung
oleh BUMN Peduli pusat

2) Bantuan Prasarana Pendidikan
Bantuan yang diberikan berupa renovasi gedung dgambangunan taman
bacaan plus fungsi. Renovasi gedung diberikan lkegat MELATI bulan
Mei 2006, April 2007, dan Februari 20011. Selainosasi gedung, bantuan
juga diberikan kepada warga desa baluk berupa tdraea plus fungsi. Latar
bekalang didirikannya taman baca ini adalah untekgupayakan tersedianya
sarana bacaan bagi siswa RA Roudotul Ulum di DeslakBagar terbiasa
membaca sejak dini, mengenalkan buku-buku islamirdambuka cakrawala
siswa dengan ilmu pengetahuan. Dana yang dibenkduk pembangunan
adalah sebesar Rp 10.000.000. dana ini memang keloih dari dana yang
diajukan oleh panitia pembangunan sebesar Rp 190@0

3) Bantuan Peningkatan Kesehatan
Bantuan kesehatan rutin diberikan tiap tahunnyh Bl€BL PG Poerwodadie
kepada masyarakat yang berada di area kerja PQudaryang diberikan
berupa:

a) Khitanan Massal
Khitanan massal sudah mulai diberikan sejak aw@d@LPdilaksanakan yaitu
sejak tahun 2004 dan sampai sekarang kegiatarbténsesih rutin dilakukan
setiap tahunnya. Peserta khitan adalah anak-anadx lyarasal dari wilayah
kerja PG Poerwodadie. Pada awal pelaksanaan tabd4h, Deserta khitan
sebanyak 126 anak sedangkan pada tahun berikutniyao amasyarakat
terhadap kegiatan ini meningkat. Khitanan diikugholebih dari 200 anak

pada tiap pelaksanaannya.



87

b) Fogging
PG. Poerwodadie juga memberikan bantuan dana&asekepada masyarakat
di Kelurahan Manisrejo pada bulan Juli 2010 untuélaksanakan fogging
sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit DBDtu@h diberikan
berupa uang tunai satu juta rupiah tersebut ditkan langsung kepada aparat
Kelurahan Manisrejo.

c) Pekan Kesehatan Ibu Dan Anak
Dalam rangka meningkatkan motivasi masyarakattip aktivitas Posyandu,
PG Poerwodadie bekerjasama dengan Puskesmas Kgoangnggelar acara
sosial Pekan Kesehatan Ibu dan Anak. Bertempatathi BPertemuan Pabrik
Gula, beragam acara di laksanakan mulai sosialiessghatan ibu dan anak,
menimbang berat bayi, imunisasi, pemberian makdambahan dan paket
khusus untuk balita kurang gizi hingga lomba baléhat.

d) Bantuan Sarana Dan Prasana Umum Perbaikan saran@atarana masyarakat
sekitar PG Poerwodadie juga menjadi perhatian utdadlam Program Bina
Lingkungan. Bantuan yang diberikan berupa pengecgalan di Desa Banjar
Panjang, Kuwon, Pelem, Pulutan, Bangunsari, Temargan, Temboro, Tapen,
Mangkujayan, Subontoro dan Bayem Taman pada tabi«h. Pada tahun tersebut
juga dilakukan rehabilitasi kantor lurah Desa Megjs perbaikan jembatan di
Desa Gandu, dan pembuatan pagar makam di Desay@and®ada tahun 2006
bantuan sarana dan prasarana umum yang diberikapabpembangunan MCK
untuk warga Kelurahan Manisrejo. Pengerasan jalalurghan Karangrejo dan
pembuatan sumur artesis di Desa Pelem. Tahun bey&kulilakukan pengerasan
jalan di Desa Mantren dan pembuatan sumur artesik warga Desa Pelem.

e) Bantuan Tempat Ibadah
Bantuan perbaikan tempat ibadah merupakan banyaeny paling banyak
diberikan dalam Program Bina Lingkungan. Setiapumatbantuan ini selalu
diberikan. Hal inilah yang membuat pengurus PKBhuje Ada lebih dari 13
tempat ibadah dan 2 pesantren telah dibantu dalasep perbaikannya oleh
program Bina Lingkungan ini. Pada tahun 2004, Bimagkungan memberikan
bantuan untuk rehabilitasi masjid dan mushola dseDgebyog, pelem, gerih,
Ngasinan, Arjosari, Klagen, Karangrejo, dan Tememggn. Selain itu

sumbangan juga diberikan kepada Pesantren Al Fditabesa Temboro dan
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Pesantren An Nur di Desa Jungke. Dana yang dikelnapada tahun 2004
sebesar Rp 22.261.500. Tahun 2005 sampai dengam ta607 dilakukan
perbaikan kepada Gereja Pelem dan Masjid BaiturashrRelem. Perbaikan
Masjid Baitul Muttagin dilakukan pada tahun 201Ghdahun 2011 dilakukan
perbaikan untuk masjid Al Idhar.

f) Bantuan Pelatihan Dan Pembinaan
Pembinaan Dan Pelatihan Untuk Mitra Binaan untekai® Tebu Rakyat yang
diberikan berupa pelatihan dan pengenalan terhada@si-inovasi baru dalam
hal usahatani tebu. Hal ini bertujuan untuk meratigin skill dan pengetahuan
mitra binaan dalam berusahatani agar produktiviedsl yang ditanam dapat
meningkat sehingga laba yang dihasilkan pun jugaatianeningkat. Pelatihan
yang diberikan biasanya berupa sosialisasi tekniididaya tebu maupun
penanganan pasca panen pada bulan maret 2008h&eldiberikan karena dalam
praktek budidaya yang dilakukan oleh petani seroligemukan beberapa
penyimpangan yang mengakibatkan ketidak optimaladyksi.

g) Bantuan Bibit Tanaman Dalam Rangka Penghijauan paten MagetanDalam
upaya melestarikan lingkungan dan ikut meminimaldampak dari global
warming, pada hari Jum’at tanggal 11 Desember 20P@) Poerwodadie
menyerahkan bantuan 1.000 bibit pohon ke desa Gdark Ngariboyo yang
mempunyai mata air di Kecamatan Karas. Jenis p#ng diberikan diantaranya
adalah jenis sawo kecik, beringin, jati, sengorkusudan mahoni. Penanaman
bibit ini diharapkan mampu mengurangi polusi udiaa akar pepohonan tersebut
mampu menahan air tanah sehingga mata air terselalt sampai mati dan
kering. Bibit pohon tersebut ditanam di titik-titkekat mata air di desa Ginuk.
Oleh warga setempat air yang keluar dibuat semakalaom dari batu untuk
menampungnya.

h) Bantuan Santunan Anak Kurang Mampu PG. Poerwodaedlialui Takmir Masjid
Baiturrohman — Magetan Jawa Timur menggandeng lgenbakat yang ada untuk
bersinergi menjadi solusi bagi beberapa siswa y@ngotensi tetapi terdesak oleh
kondisi ekonomi yang minim. Acara yang diadakansaera dengan Yayasan
Dana Sosial al Falah Surabaya ini memberikan beasaak yatim kepada anak
dan dua anak kurang mampu. Program yang masih daiases adalah beasiswa
untuk anak dhuafa dan bantuan guru TPA. Selainakagidiatas, menjelang
penutupan daftar ulang tahun ajaran 2011, PKBL Pé2rn#dadie juga
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memberikan beasiswa kepada anak- anak kurang maapy ada di sekitar
pabrik. Kegiatan ini dilatarbelakangi tersiarnyeéb&a seorang warga yang harus
dipenjara karena terjerat suatu kasus penggelap&BBintuk membayar SPP.
Menggalang kerjasama dengan lembaga amil zakatsday2ana Sosial Al Falah
Surabaya dan Lembaga Manajemen Infak Cabang MagétanPKBL PG
Poerwodadie magetan memberikan bantuan beasiswd&épluarga tersebut.
Pasar murah

PG Poerwodadie sebagai salah satu BUMN, menyalubeatuan gula secara
cuma-cuma kepada masyarakat desa sekitar. Zakatbdaamar gula murah
dilakukan setiap tahun pada bulan Ramadhan megjetari Raya Idul Fitri.
Kegiatan ini bertujuan untuk menstabilkan hargangkat konsumen. Setiap
tahunnya, minimal 2 ton gula disalurkan kepada muadat. Pasar murah digelar
di Alun-alun Magetan dan desa-desa yang masuk leendarea PG Poerwodadie.
Untuk menghindari ketidakmerataan distribusi, gepambeli hanya mendapatkan
jatah maksimal pembelian sebesar 5 kilogram. Hgegey ditawarkan yaitu Rp
8400 perkilonya. Setiap desa yang menjadi titikapasurah diberi jatah 500 kilo.
Pada tahun 2009, sekitar 6460 kilogram (6,4 torg gasir disalurkan melalui
instansi desa untuk dibagikan kepada masyarakahgmasing desa. Tercatat ada
14 kecamatan yang menerima bantuan gula tersebgadet desa terdekat yang
mendapat prioritas lebih dalam penyalurannya, ydeglurahan Manisrejo, Desa
Pelem, Mantren, dan Karangrejo.

Bedah Rumah Warga

Bedah rumah diberikan kepada Subariyah, warga ohesasrejo pada 13 maret
2010. Selain Subariyah, sudah ada beberapa permohbedah rumah yang
sedang diproses oleh pengurus PKBL PG Poerwodaagetdn
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6.3 Analisis Biaya, Penerimaan dan Pendapatan Usataai Tebu pada
program PKBL

6.3.1 Biaya Usahatani Tebu

Biaya usahatani adalah semua biaya yang dikelndakegsung oleh petani
dalam satu musim tanam, biaya usahatani terdirildaya tetap, biaya variabel
dan biaya operasional. Analisis ini digunkaan untuénghitung besarnya biaya
yang dikeluarkan oleh petani serta menghitunng rbgaa penerimaan dan
pendapatan dalam melakukan kegiata usahatani i gistem PKBL. Dalam
analisis usahatani, biaya usahatani dihitung daursh biaya yang dikeluarkan
oleh petani berdasarkan rata-rata luasan per hdékeanitungan dilakukan dalam
satu musim tanam dengan jumlah responden petanmkdj 6 orang yang
merupakan sampel dari petani yang tergabung dal@iRK Gunung Madu

PG.Poerwodadie.
1. Biaya Tetap

Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidp&ngaruhi oleh jumlah
produksi yang dihasilkan, dalam penelitian yangldikan diketahui dari biaya
tetap adalah sewa lahan dimana petani tebu PKBlggugrakan sewa pada lahan
sawah maupun pada lahan tegalan, harga pada lahah $ebih tinggi daripada
lahan tegalan dimana terjadi perbedaan produksiyigag dihasilkan dari masing-

masing penggunaan lahan.

Tabel 8 Rata-rata Biaya Tetap per Ha Usahatani Ratani PKBL satu musim
tanam 2010/2011 di PG. Poerwodadie Desa Pelem, nkadea
Karangrejo, Kabupaten Magetan

No Keterangan Nilai (Rp/Ha) Prosentase (%)

1. Sewa Lahan 12.000.000,00 90,90

2. Biaya Pajak Lahan 1.200.000,00 9.10
TOTAL 13.200.000,00 100

Sumber : Data Primer Diolah, 2012
Sewa lahan oleh petani dilakukan dengan cara menyari petani yang

berada di wilayah PG. Poerwodadie yang terdiri tilvan sawah dan tegalan.

Sewa lahan dilakukan dari awal periode tanam salwnt sebelum kegiatan
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usahatani tebu, hal tersebut dilakukan agar metkipaharga yang murah,
apabila kegiatan menyewa dekat dengan masa tanandild&ukan pada lahan
sawah maka akan terjadi kenaikan harga rata-ratgalsewa lahan per Ha Rp
12.000.000,00 sedangkan.

1. Sewa Lahan
Sewa lahan merupakan sejumlah biaya yang dikelnadkah petani untuk
menyewa lahan, sebagian besar petani responderkukata sewa lahan
dibandingkan dengan lahan milik sendiri. Lahan ydisgwa terdiri dari lahan
sawah dan tegalan, akan tetapi mayoritas petapomeéen memilih lahan
sawah dikarenakan produktivitas yang tinggi dibagkan dengan lahan
tegalan meskipun sewa lahan sawah lebih mahaladtilahan tegalan.

2. Biaya Pajak Lahan
Biaya pajak lahan merupakan biaya yang tetap yaaggbung petani selain
biaya sewa. Pada tabel 8 didapatkan hasil biayak dahan 10% dari biaya
sewa per Ha yaitu sebesar Rp 1.200.000,00, besaswa lahan disesuaikan
dengan kondisi masa tanam, pada saat memasukitaresa tebu pada lahan
sawah terjadi kenaikan harga dibanding dengan gatiode tanam
sebelumnya, petani lebih memilih melakukan sewarighada periode musim

tanam selanjutnya untuk menghindari kenaikan heega lahan
2. Biaya Variabel

Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnyeemjaruhi oleh besar
kecilnya produksi yang dihasilkan, pada penelitian diketahui untuk biaya
variabel usahatani tebu kredit PKBL meliputi bigyapuk, biaya bibit, biaya
tenaga kerja baik pria maupun wanita pada pengoldaban, penanaman,
pemupukan, penyiangan, penyulaman, gulud dan Ihies@sida, biaya pengairan

dan biaya tebang angkut.
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Tabel 9. Rata-rata Biaya Variabel Usahatani TebtarPePKBL satu musim
tanam 2010/2011 di PG. Poerwodadie Desa Pelem, nkaea
Karangrejo, Kabupaten Magetan

No Rincian Biaya Variabel Nilai (Rp/Ha) Prosentas€%)

1. Pupuk (Za, Phonska Petroganik) 5.514.033,00 29,6365

2. Bibit 4.080.000,00 21,929

3. lIrigasi 3.000.000,00 16,1242

4. Tenaga Kerja 6.011.500,00 32,3103
Jumlah Biaya Variabel 18.605.533,00 100

Sumber : Analisis data primer 2012

1. Pupuk
Pupuk yang digunakan oleh petani terdiri dari pukimia dan pupuk organik,
pupuk kimia digunakan untuk mensuplai kebutuharrisiutanaman selama
pertumbuhan, pupuk kimia terdiri dari Phonska dardgngan komposisi

2. Bibit
Bibit yang digunakan oleh petani responden terdaii jenis BL dan 867,
berdasarkan data kuisioner, penggunaan bibit BLihleimendominasi
dibandingkan bibit jenis 867, karakteristik jeni& EBbih dipilih disesuaikan
dengan kondisi lahan. Harga bibit BL adalah Rp ®0,00/Kw, akan tetapi ada
juga petani yang menanam sendiri bibit jenis BLg#ansistem Kebun Bibit
Datar (KBD) yaitu kebun/lahan yang digunakan khusuasuk pembibitan
dengan perbandingan 1:10 (satu Ha bibit untuk 10akian)

3. Irigasi
Pengairan dilakukan pada saat awal penanaman k#du/dengan
menggunakan tanaman baru PC, pengairan dilakuki@araia selama 12
jam/hari, pengairan dilakukan dengan melihat cimajan yang turun selama
masa pertumbuhan tebu.

4. Tenaga Kerja
Tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan usahatderbagi menjadi dua
yaitu tenaga kerja pria dan wanita, tenaga keiggigunakan dalam kegiatan
pengolahan lahan dan pemeliharan yang meliputiygaman, pemberian air,
pemeliharaan saluran, pemupukan, pembumbunan, gregan dan tenaga
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kerja tebang angkut. Sedangkan tenaga kerja wdigitamakan untuk kegiatan
penanaman, dalam sistem upah terbagi menjadi dua giatem upah harian
dan borongan. Berikut ini akan dijelaskan secarai rnengenai biaya tenaga
kerja untuk investasi dan biaya tenaga kerja preduk

. Pengolahan Lahan

Biaya tenaga kerja pengolahan lahan adalah biayg gikeluarkan oleh petani
untuk mengolah lahan yang digunakan untuk penanaetaun pengolahan
dilakuan pada lahan dengan tanaman PC/tanamangsargolahan dilakukan
dengan menggunakan traktor yang disewa dari Kop&edsl Rakyat dengan
biaya sewa 1,75 Jt/Ha.

. Penanamam

Biaya tenaga kerja penanaman adalah biaya yamdudikan dalam satu kali
dalam satu musim tanam selama kegiatan usahatanb&langsung. Tenaga
kerja yang digunakan adalah tenaga kerja wanitgatesistem harian dengan
jumlah hari kerja 3 hari dan menggunakan 40 oraagita/Ha. Rata-rata biaya
yang dikeluarkan untuk upah penanaman bibit telalaadRp 3.600.000,00/Ha
. Pemupukan

Tenaga kerja pemupukan dilakukan pada dua tahapaita pada awal
penanaman dan masa masa pertumbuhan tanaman, t&egga yang
digunakan adalah tenaga kerja harian dengan upalb®00,00/6 jam/orang
dengan tenaga kerja pria sebanyak 10 orang/Ha aelarhari, jadi total
keseluruhan biaya tenaga kerja pemupukan adal&@9&p00,00/Ha.

. Penyiangan

Penyiangan dilakukan untuk membersihkan gulma yalagdi sekitar tanaman
tebu. Rata-rata biaya tenaga kerja untuk kegiatamyipngan adalah Rp
15.000,00/6 jam/orang dengan tenaga kerja sebadyaiang selama 2 hari,
jadi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatahn perny@n adalah Rp
90.000,00/Ha

. Sulam

Kegiatan penyulaman dilakukan untuk menggantit bimaman tebu yang mati
dengan bibit baru. Rata-rata tenaga kerja untukakag penyiangan adalah Rp
15.000,00/6 jam/orang dengan tenaga kerja seba®yaang selama 2 hari,
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jadi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatahn perny@n adalah Rp
90.000,00/Ha

f. Gulud
Pengguludan bertujuan untuk memberikan tempatkuipitit tebu yang akan
ditanam, dalam kegiatan pengguludan rata-rata bjapg dikeluarkan adalah
Rp 300.000,00/Ha.

6.3.2 Biaya Lain-Lain

Biaya lain-lain adalah biaya yang dikeluarkan ol@etani dalam
usahataninya yang tidak berkaitan langsung dalamsegr budidaya tebu akan
tetapi dapat mengurangi pendapatannya. biaya danihi disajikan pada Tabel
10 berikut ini.

Tabel 10.Rata-rata Biaya Lain-Lain Usahatani Tebtal PKBL satu musim
tanam 2010/2011 di PG. Poerwodadie Desa Pelem, nikadea
Karangrejo, Kabupaten Magetan

No Rincian Biaya Lain-Lain Total

1 Biaya tebang angkut 7.351.583,00

2 FeeKOPERASI 80.069,00

3 Hutang ke PG 4.203.634,00

4 Bunga Kredit PKBL 10.548.708,00
Jumlah Biaya Lain-Lain 22.183.995,00

Sumber : Data Primer Diolah, 2012
Biaya lain-lain dalam penelitian ini meliputi beayebang angkut, bunga
kredit, fee KUD dan hutang petani kepada PG, jurbialya lain-lain sebesar Rp
22.183.995,00. Berikut ini dijelaskan rincian bidaen-lain.
a. Biaya tebang angkut
Kegiatan tebang angkut meliputi kegiatan tebarity yaemotong bagian tebu
mengikat dengan 8-10 ikatan dengan ketentuan MB&ni{®/ Bersih dan
Segar) dan kegiatan angkut yaitu mengangkut tebg dakat ke dalam truk
pengangkut yang kemudian disetor ke PG, rata-regabtebang angkut
sebesar Rp 7.351.583,00 dengan rincian Rp 1.7ahak biaya tebang dan
Rp 3000,00 untuk biaya pengangkutan.
b. FeeKOPERASI
Fee KOPERASI ini adalah biaya yang dikeluarkan petamiuk KOPERASI
yang menaunginya yaitu KPTR Gunung Madu yang dgang petani dengan
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membayar sebesar Rp 20/Kg dari gula yang didapaileinpetani, besarnya
feerata-rata sebesar Rp 80.069,00

. Hutang Petani ke PG.

Hutang petani ke PG merupakan biaya yang dibay@anpentuk penggantian
harga karung gula SHS petani yaitu sebesar Rp0,D0&g gula. Pembayaran
hutang ini dibayar dengan pemotongan hasil pendapattani di akhir masa
giling, semakin banyak gula yang di dapatkan petmmakin banyak pula
hutang penggantian karung gula petani tebu.

. Bunga Kredit PKBL

Besarnya bunga kredit pada PKBL sebesar 7 % daii koedit yang terdiri
dari pupuk, bibit, sewa traktor dan biaya garapnd&u ini dibayar petani
dengan pemotongan diakhir mereka mendapatkan Hasiltebang, bunga
kredit yang diterima petani PKBL sebesar 10.548J08
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6.3.3 Total Biaya

Total biaya adalah seluruh biaya yang dikeluarkdeh petani dalam
usahataninya terdiri dari beberapa biaya sepeatyabietap,biaya variabel dan
biaya lain-lain. Rata-rata biaya total per Ha yailigeluarkan oleh petani dapat

dilihat pada tabel 11 berikut ini.

Tabel 11.Rata-rata Total Biaya Usahatani Tebu PE&EBL satu musim tanam
2010/2011 di PG. Poerwodadie Desa Pelem, Kecankaeangrejo,
Kabupaten Magetan

No Rincian Total Biaya (Rp/ha)
Biaya sewa lahan 12.000.000,00
1 Biaya pajak lahan 1.200.000,00
Jumlah biaya tetap 13.200.000,00
Biaya bibit 4.080.000,00
Biaya pupuk 5.514.033,00
2 Biaya tenaga kerja 6.011.500,00
Biaya irigasi 3.000.000,00
Jumlah biaya variabel 18.605.533,00
Biaya tebang angkut 7.351.583,00
Fee KOPERASI 80.069,00
Hutang petani ke PG 4.203.634,00
€ Bunga Kredit PKBL 10.548.708,00
Jumlah Biaya lain-lain 22.183.995,00
Total biaya usahatani 51.232.512,00

Sumber : Data Primer Diolah, 2012

Pada tabel dijelaskan total biaya dari masing-ngadiiaya tetap, biaya
variabel dan biaya lain-lain, pada biaya tetap sab&p 13.200.000,00 yang
diperoleh dari penjumlahan antara sewa lahan dgk pahan, kemudian biaya
variabel sebesar Rp 18.605.533,00 yang terdiri biaya pupuk, bibit, tenaga
kerja,irigasi dan tebang angkut, kemudian biaya-lain yang terdiri dari biaya
tebang angkutfee KOPERASI, hutang petani ke PG dan Bunga kredit PKBL
sebesar 7%, sehingggatotal biaya usahatani dipesaleesar Rp 51.232.512,00,
total biaya usahatani tersebut yang kemudian diékk@n petani per hektar dalam

melakukan usahatni tebu pada kredit PKBL.
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6.3.4 Penerimaan Usahatani Tebu

Tabel 12. Rata-rata Penerimaan Usahatani Tebu iP&Rh satu musim tanam
2010/2011 di PG. Poerwodadie Desa Pelem, Kecankaeangrejo,
Kabupaten Magetan

No Rincian Penerimaan (Rp/ha, %, Kg, Kw)

1 Produksi tebu/Ha 1.564,17 Kw

2 Rendemen SHS 4,64%

3 Produksi Gula 7.256,76 Kg

4 Penerimaan dari unsur gula Rp.61.164.547,53

5 Harga tetes Rp.1850

6 Penerimaan dari unsur tetes Rp.2.893.708,33
Total Penerimaan Rp.64.058.255,87

Sumber : Data Primer Diolah, 2012

Penerimaan usahatani pada pola PKBL didapatkanpéakalian jumlah
produksi yang dihasilkan dari satu periode musimata dengan jumlah rendemen
gula yang ditentukan oleh pabrik gula dikalikan gm harga lelang gula,
disamping penerimaan dari unsur gula, petani jugadapatkan penerimaan dari
unsur tetes yang didapatkan dari perkalian jumlafdyksi tebu dengan harga /
uang ganti tetes per kuintal tebu. Rata-rata junpedduksi tebu pada musim
giling 2011 sebesar 1.564 Kw/Ha. Rata-rata rendegasry diberikan kepada
petani sebesar 7,02%, tingkat rendemen dipengatehijumlah tebu yang masuk
ke PG, besarnya rendemen ditentukan oleh PG selpggmbangan dalam
menentukaan sistem bagi hasil oleh PG dan Petalainsitu penerimaan juga
didapat dari harga lelang gula yang diadakan selperaodik mingguan dari
keputusan dewan direksi pusat, harga lelang gua pausim giling 2011 sebesar
Rp 8.340,00/Kg. Penerimaan dari unsur tetes diaerdebagai kompensasi bagi
hasil petani dan PG dalam menjual gula, rata-rateepman tetes musim giling
2011 adalah Rp 1.850,00/Kw nilai besaran dari tdtdapatkan dari penentuan
yang berasala dari PG. Jadi dapat diperoleh t@aégmaan usahatani sebesar
Rp.64.058.255,87 (perhitungan terdapat pada lamgiya
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6.3.5 Pendapatan Usahatani Tebu

Analisis pendapatan usahatani tebu digunakan dalanghitung besarnya
pendapatan petani yang mengambil kredit PKBL dakatu musim giling,
analisis pendapatan usahatani tebu diperoleh disilsantara penerimaan yang
didapat dari musim giling 2011 dan total biaya swlakegiatan usahatani,
berdasarkan perhitungan pada total biaya dan tp&herimaan, rincian
perhitungan total biayadiperoleh sebesar Rp 51522200sedangkan total
penerimaan diperoleh sebesar Rp.64.058.255,87m&k@apatan usahatani tebu
diperoleh sebesar Rp 12.825.744,00/Ha. Rincian tddpiatpada tabel 13
dibawah.

Tabel 13. Rata-rata Pendapatan Usahatani TebuiFRK&L satu musim tanam
2010/2011 di PG. Poerwodadie Desa Pelem, Kecankaeangrejo,
Kabupaten Magetan.

Total Penerimaan Total Biaya Total Pendapatan
(Rp/Ha) (Rp/Ha) (Rp/Ha)
Rp.64.058.255,87 51.232.512,00  12.825.744,00

Sumber : Data Primer Diolah, 2012

6.3.6 Analisis Efisiensi

Efisiensi adalah suatu usaha agroindustri dit@rtuoleh besar kecilnya
hasil yang diperoleh dari usaha agroindustri tersetan besar kecilnya biaya
yang diperlukan untuk mendapatkan hasil itu. Efisieisaha agar bisa ditentukan
dengan menghitung atacost ratiojaitu hubungan antara usaha agroindustri
dengan tingkat biaya produksi. Efisiensi dari usatebu PKBL dapat dilihat
pada tabel 14.

Tabel 14. R/C Ratio Usahatani Tebu Petani PKBL satsim tanam 2010/2011
di PG. Poerwodadie Desa Pelem, Kecamatan Karandfajaupaten

Magetan.
Total Penerimaan Total Biaya :
R/C Rat
(Rp/Ha) (Rp/Ha) 1IN
64.058.255,87 51.232.512,00 1,25

Sumber : Data Primer Diolah, 2012
Dalam perhitungan efisiensi digunakan perbandiraggara penerimaan dan

biaya yang dikeluarkan selama satu musim tanamandgberhitungan yang
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dilakukan diperoleh total penerimaan sebesar RpE84255,87dan total biaya
sebesar Rp 51.232.512,00, maka dapat diperoleftysghn sebesar 1,25 dimana
setiap penambahan modal sebesar Rp 100,00 akanapatkan tambahan
penerimaan sebesar Rp 125,00 dan berdasarkarriakafeabila R/C Ratio lebih
dari 1 maka usahatani dengan menggunakan kredit LPkBsien dan

menguntungkan.
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6.4 Soft System Methodology

Terlepas dari aspek usahatani tebu pada Programitdiéen dan Bina
Lingkungan (PKBL) dalam analilis selanjutnya mergeais mengenai
permasalahan dalam unit UKM mitra binaan, dimana ma@sing-masing mitra
binaan yang terdapat dalam sektor UKM terdapat asatahn komplek yang
timbul baik dari intern unit mitra binaan maupurridaelaksanaan dari tingkat
pengurus hingga pada solusi penyelesaian. Berikan dijelaskan dimulai dari
tahapan permasalahan awal, menentukan akar peanasafang muncul selama
mengikuti program PKBL, dan menentukan model yamdevian dengan
permasalahan penelitian.
6.4.1 Menentukan Situasi Masalah
1. Rich Picture

Elemen dalam permasalahan yang terjadi pada pelaka PKBL dan
fenomena yang berkembang di PG. Poerwodadie daidamdp kemitraan yang
terjalin dan situasi permassalah®&ich Picturepada gambar 11 menggambarkan
permasalahan yang mudah dimengerti dan jelas dd#dsa@an perbagian dari
elemen yang ada pada lingkup pelaksana dan masyayakg berisi aliran
informasi mengenai aktivitas yang berjalan darngrgang terkait dengan pihak
eksternal dan internal yang berkepentingan danlikofifagian yang terpenting
dari Rich Picture adalah proses perpindahan dari berpikir mengeriaassi
permasalahan ke berpikir mengenai apa yang dapetuklan terkait dengan

situasi permasalahan.

Pada gambar yang berada di tengah yaitu pelaksaPE&L menjadi
fokus Rich Picture yang selanjutnya dikaitkan dengan tanda panah yang
menunjukan keterkaitan antar elemen yang bersaaghkaitu program kemitraan
dan bidang bina lingkungan, arah panah PKBL mehrgdit berada pada tengah
antara mitra binaan UKM dan Petani dan dihubunglemgan gambar pencairan
dana, keterkaitan anak panah tersebut menunjukamyadelasi yang kuat yang
tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan, dal@aksanaanya kredit diberikan
pada sektor usahatani tebu dan bantuan modal pia@abmmaan UKM. Pada arah

panah dari gambar petani mengarah pada bahan bakdiltubungkan langsung
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dengan gambar PG, hal ini menunjukan bahwa sepeabairan kredit berjalan
dan dimulai usahatani tebu maka petani akan meiiiggyasbaha baku dalam
bentuk tebu giling yang selanjutnya disetorkan keH®erwodadie dengan arah
panah pada gambar MBS (Manis Bersih dan Segar) iyammngpakan standar dari
bahan baku tebu giling.

Selanjutnya pada arah panah dari fokus PKBL padgah yang megarah
pada program Bina Lingkungan yang dua arah panagangh pada gambar Bina
Lingkungan yaitu TIM 9 dan Pengurus PKBL, gambaebait menunjukan bahwa
dalam pelaksanaanya Bina Lingkungan dijalankan oleéngurus PG.
Poerwodadie dengan penerima masyarakat baik patdendikesehatan, sosial,
pendidikan maupun bantuan sarana dan prasararengs@eh TIM 9 merupakan
lembaga swadaya masyarakat yang memfasikitasikdaflik yang berkembang
antara PG dan masyarakat terdampak dari limbahd*@G gebu udarafly as9,
selanjutnya TIM 9 memberikan rekomendasi kepadal&&m penyediaan tenaga
kerja PG dalam masa giling yang berasal dari permatsyarakat manisrejo yang
merupakan wilayah terdampak dari limbah udara PG.
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Gambar 11. Rich Picture pelaksanaan PKBL PG. Patadie
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Root definition merupakan deskripsi verbal yanggkias namun padat

mengenai esensi dari sistem. Root definition yaai§g beharusnya mengandung
kehadiran 6 karakteristik khusus: CATWOE yaitu @ijeActor, Transformation,
Weltanschauung, Owner dan Environment.

Tabel 13. Karakteristik CATWOE pelaksanaan PKBIP@. Poerwodadie.

No Root Definition Keterangan
1 CLIENT Masyarakat lingkungan PG, Mitra Binaan

- UKM
o ACTOR TIM 9, Pengurus PKBL
3 TRANSFORMATION Implementasi Program

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

4. WELTANSCHAUUNG (PKBL) Sebagai jalan menuju keselarasan

: hubungan PG. Poerwodadie dengan lingkungan

dan masyarakat di wilayah PG. Poerwodadie

5. OWNER PG. Poerwodadie
5 ENVIRONMENT SK Menteri BUMN No 236/MBU/2003

Tanggal 17 Juni 2003

1.

Client

Client adalah pihak yang terkena dampak atas #ksiyairogram PKBL di PG.

Poerwodadie Magetan, program PKBL melibatkan bexbagacam pihak
mulai dari intern pengurus PKBL dari PG, Petani RKBiitra binaan UKM

serta masyrakat di wilayah kerja PG. Dalam karatikrClient terdapata 2

macam bahasan inti, yaitu pihak yang dirugikan pidwak yang diuntungkan

atas sistem dan pelaksanaan program PKBL, pihak yilmntungkan dari

pelaksanaan program terdiri dari petani tebu yaagdapatkan bantuan kredit

PKBL dimana sebagai tambahan modal dalam usahiatami meskipun tidak

memenuhi kapasitas modal yang seharusnya dibutubliklinpetani tebu akan

tetapi bantuan kredit dapat membantu menutup Ipayduksi selama musim
tanam disamping bantuan kredit KKP-E dan PMUK. Pdalsarnya tidak ada
pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan PKBL dikakaen program ini
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bertujuan untuk menselaraskan hubungan antarasaelakprogram yaitu PG.
Poerwodadie dengan penerima program petani, mik®# dan masyarakat
lingkungan PG. Poerwodadie, akan tetapi tidak dagandari dari semua
pelaksanaan program yang berjalan pasti terdapadake dan pihak-pihak
yang memang merasa dirugikan dalam pelaksanaara@a genyataanya
bukan dari program PKBL akan tetapi pdtjaasgdebu pabrik) yang keluar
dari cerobong asap, ada pihak yang memang meragatsdirugikan dalam
hal ini, salah satu landasan PKBL dari PG. Poerdieddalam pelaksanaanya
juga menanggulangi atas dampak-dampak dari limlaéilp berbeda dengan
penanganan pasca limbah dari penggunaan air dail DAngke yang
mensuplai kebutuhan air PG dan digunakan masyasekétr untuk mengairi
lahan sawah, pemberian air ini dilakukan dengan &@uma oleh PG dan
sebaliknya PG harus membayar retribusi air padaepatah kabupaten
Magetan Rp 64.000.000,00/bulan selama masa gikogdisi seperti ini
seharusnya menjadi perhatian serius dalam rangkgahmg hubungan yang
harmonis antara pihak-pihak yang merasa diuntundkardirugikan.

. Actor

Agen perubahan terdapat dalam karakteristik kedta yactor dimana proses
transformasi berada pada pihak inti selain padakpijang terkena dampak
langsung, actor dalam pelaksanaan PKBL terdapa péd 9 dan Pengurus
Internal PKBL yang ada di PG. Poerwodadie. TIM 9rupaekan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili aspirasiyraat di sekitar PG.
Poerwodadie yang merasakan dampak negatif ftlang Asgdebu pabrik)
yang lurus mengarah ke utara ke bagian wilayahr&lein manisrejo. Berbagai
macam permasalahan yang muncul sebagai akibapd@ksanaan program
direspon secara cepat dari perwakilan masyarakamdalM 9 yang dibentuk
dari stakeholder, kecenderungan pihak PG dalam hhenperwakilan
masyarakat tertentu sebagai akibat dari dampak glaimgbulkan oleh pabrik
dianggap langkah diskriminatif terhadap pihak terte langkah awal TIM 9
dalam memahami kondisi tersebut agar supaya dalentiptakan hubungan
yang harmonis tanpa adanya pihak yang dirugikanbaéajalan sesuai dengan

prosedur yang memang harus dijalankan, pihak tertgang dimaksud adalah
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yang paling dominan dalam menyuarakan protes tephdly aspabrik,
sebagai langkah partisipatif PG memberikan kommenserhadap pihak
tertentu, hal tersebut dianggap mengganjal dikkeendidak sesuai dengan
landasan kegotongroyongan masyarakat yang memandamatkan kondisi
dan dampak yang sama sebagai akibat dari limbal dito PG. Poerwodadie,
TIM 9 terus berupaya keras dalam memantau persigp@ksanaan giling
mulai dari kesiapan alat hingga memantau kondibelseim giling dengan
mengadakan sosialisasi yang melibatkan anggota rdesem pihak PG.
Poerwodadie, hal ini dilakukan sebagai tindakaamdbukti PG. Poerwodadie
dalam menangani konflik yang berkembang sebagdiadladanya dampak
debu pabrik. Berdasarkan penelitian yang dilakudeh pihak PG debu yang
dihasilkan merupakan debu yang berasal dari pasbéban baku tebu yang
masuk di PG. Yang tidak memenuhi kriteria MBS (MarBersih, Segar),
kondisi tersebut diawali dari tingkataon farndi lahan pada saat tebang,
kondisi ini menyebabkan kerugian di PG dan berimieda masyrakat yang
terkena dampak limbah, kondisi seperti ini mendagaperhatian serius dalam
melakukan tindakan preventif dengan melakuk@amsfer knowleddeepada
petani bahwa sesuai dengan standar bahan bakunyasgk ke penggilingan
haruslah Manis, Bersih dan Segar.

. Transformation

Dengan terlaksananya kebijakan PKBL yang beradaimgjkat PG dan
melibatkan pihak penerima yaitu petani tebu PKBlitranbinaan UKM dan
masyarakat di lingkungan PG, maka proses tranforb@glan sesuai dengan
tahapanya, adanya unsur pembinaan secara tekmis ga@ncapaian tujuan
melalui pelatihan dan bantuan infrastruktur dengaelibatkan pihak-pihak
dari tingkat kelurahan hinggan anggota dewan dam mlaak PG hingga
direksi pusat, dalam pelaksanaanya PKBL merupakagram yangsofdalam
artian kebijakan ini merupakan bentuk kompensasiattap semua dampak
yang diakibatkan dari proses produksi PG dan bantyang memang
mempunyai dasar yang jelas dari kementrian BUMBNdan adanya pihak
yang heterogen membuat pelaksanaan program iniagiepgrsepsi yang

beragam, akan tetapi bukti nyata yang ada di lap@mgan terselenggaranya
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program bantuan baik fisik maupun non fisik, hal merupakan suatu
pencitraan positif dalam melakukan suatu kebijabamtuan.

. Weltanschauung@wvorld view)

Perkembangan fenomena sosial di masyarakat berkgmbairing dengan
pengetahuan, teknologi dan informasi yang berkemhmesat, tuntutan akan
kehidupan yang layak di tingkat petani dan masyrakalup secara
berdampingan dengan PG membuat kebijakan juga nanigperubahan yang
terkadang tidak sesuai dengan prosedural, akarmitetmua ketetapan
prosedur yang diwajibkan sesuai dengan kondisdrilapang menyesuaikan
fenomena dan keaadan yang berkembang, karenasitaka kebijakan pusat
akan sesuai dengan keadaan riil di lapang yang mmeyap pandangan
heterogen dari berbagai lapisan masyarakat.

. Owner

PG. Poerwodadie sebagai pelaksana kebijakan PKBhpueyai kewajiban

penuh dalam monitoring dan evaluasi dari aspek ikkrneétani tebu dan

kegiatan UKM binaan, kewajiban 2% laba perusahaamjaxi hak dari

penerima kebijakan menjadi dasar yang diibarathkan dan anak sebagai
bentuk perhatian untuk lebih mengembangkan kewajidalam bermitra,

tanggung jawab PG yang besar terhadap pemenuhaurkengula nasional
dibawah naungan PTPN Xl dan menjadi sumber pengahagari pekerja

dalam masa giling dan luar masa giling, sejak padlikelola oleh pemerintah
kolonial Belanda sudah menjadi tumpuan hidup masgdrdengan menjadi
bagian darin produksi gula meskipun terdapat masga kpaksa, kendala
tersebut berlangsung hingga sekarang dimana bedgnpa kondisi

masyarakat dan meningkatnya teknologi informasiukimlapat menjalankan
program kebijakan yang menjadi tanggungan PG. Ruadie.

. Environment

Dari kesemuanya karakteristik daoot definition di atas, pada tahapan ini
lebih mengarah pada fitur, alat, kebijakan darightmgan yang akan
membantu dalam pelaksanaan PKBL, arah kebijakam yhtunjang oleh

teknologi, ekonomi, sosial dan politik. Kemudahamlach akses informasi

melalui peningkatan kapasitas pengetahuan teknididhya tebu pada
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perwakilan petani PKBL yang berasal dari Koperasbd Rakyat (KPTR),
aspek fitur ekonomi bisa dilihat pada penambahardanashatani tebu
dikarenakan PG. Poerwodadie menyediakan akses IKEE#H-E, PMUK dan

PKBL yang bervariasi pada setiap besaran jeniamian kredit. Aspek politik
berkembang setelah diadakanya monitoring dan esiatleh TIM 9 dimana
lembaga swadaya masyarakat ini mengawal aspirasiyarakat melalui
perwakilan yang terdiri dari masyarakat terdampétak pemerintah dan dari
PG. Poerwodadie sendiri, adanya sistem kompenaasiethaga kerja melalui
rekomendasi TIM 9 menjadi bukti transparasi PG dassyarakat dalam
mengelola sumber daya di PG. Poerwodadie.
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Berdasarkan karakteristik dari CATWOE di atas mdkpat disimpulkan Root
Definition menjadi:

“Program Kemitran dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah kebijakan yang
dilaksanakan oleh PG. Poerwodadie sebagai jalan meju keselarasan
terhadap Masyarakat Lingkungan PG dan Mitra Binaan UKM dengan

Pengurus PKBL dalam melaksanakan program dengan lasiasan SK
Menteri BUMN No 236/MBU/2003 Tanggal 17 Juni 2003”

6.4.3 Model Konseptual

Model Konseptual yang relevan digunakan dalam psatahan dalam
UKM mitra Binaan PKBL PG. Poerwodadie adalah memgdpan model klaster
dalam sentra UKM PKBL. Pada realita yang terjagiategan model yang ada
merupakan model sentra dimana masing-masing ursthnieerdiri berdasarkan
bidangnya dan masih belum berkembang menjadi nddsier dimana identitas
dan daya saing belum muncul dari unit UKM yang nikatgmitra binaan PKBL.
Model klaster dalam mitra binaan UKM PKBL dikelonkam dengan unit usaha
lain yang memiliki kompetensi yang berbeda akaapiemasih dalam wilayah
kerja PG. Poerwodadie dengan institusi bentukanaraedersama dengan
organisasi lain dengan meningkatkan daya saingiamasi dan pembentukan
identitas dari unit UKM PKBL.

Adapun tahapan karakteristik pada konsep klastdsnd sentra UKM
PKBL terdiri dari sisi internal dan eksternal. Beuti ini merupakan sisi internal

dan eksternal dari konsep klaster pada UKM PKBL.
Internal :

1) Konsentrasi perusahaan dalam suatu wilayah/pengekerspatial
Dari unit usaha dalam UKM mitra binaan yang maséndiri sendiri, PG.
Poerwodadie dalam hal ini pngurus PKBL sebagar ipélaksana program
kepada mitra Binaan menjadi inovator dalam pendaggnm unit usaha, dalam
kewajiban sebagai inovator dalam rangka pengeloapskatial dari unit

usaha haruslah proaktif dengan kegiatan monitodag evaluasi periodik.
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Pengelompokanrspatial ini merupakan tahapan awal dalam pembentukan
klaster dimana kemudian setelah unit usaha bergabkan terjadi interaksi
antar perusahaan dimana PKBL dalam mitra binaanatiefasilitator dengan
interaksi antar unit usaha yang telah dikelompokan.

2) Interaksi antar unit UKMr{etwork/supply chain
Komponen yang sudah terbentuk dalam pengelompakatial kemudian
berkembang diantara masing-masing unit usaha rbitraan UKM dalam
pemenuhan bahan baku ataupun dalam interaksi yarsifdi transaksional
maupun teknis.

3) Kombinasi sumberdaya dan kompetensi antar perusafaaa berinteraksi.
Setelah terjadi interkasi pada unit-unit mitradan UKM, maka tahapan dalam
pmebentukan klaster selanjutnya unit usaha tershblakiukan pengelompokan
inti berdasarkan bidang dari unit usaha yang dij@da (toko pracangan
dengan toko pracangan, jamur tiram dengan ternak getelur, jahit dengan
koperasi karyawan), sedangkan ada unit yang beselndliri yaitu counter HP,
fotokopi dan tukang cukur. Pengelompokan terselisditukan berdasarkan
kompetensu dari masing-masing unit usaha dari rhitraan UKM PKBL PG.
Poerwodadie.

4) Pembentukan dan interaksi antar usaha dalam sistgandukung yang
berfungsi membantu klaster secara keseluruhan.

Setelah diketahui kompetensi dari masing-masing MUKang telah
dikelompokan berdasarkeapatial dan terjadi interaksi antapatial terhadap
inovator, maka terbentuklah institusi bersama 4#¢M yang sesuai dengan
kompetensi dan keunggulan serta kesamaan unit gdagyang kemudian
mampu menumbuhkan unsur interaksi antar perusayaag lebih dinamis
dan kemauan untuk melakukan kombinasi sumberdaygé&tensi dari
masing-masing anggota sentra UKM, upaya dalam patae yang diharapkan
dapat membuat sentra UKM yang difasilitasi berkemgldee arah klaster denga
lebih cepat.
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Eksternal :

1.

Economic Specialization
Dalam membuat peningkatan dari spesialisasi ui¥MUarus membuat daya
saing yang berbeda dengan karakterisitik dari UKthgy sama dan sejenis

pada daerah lain agar mengarahkan produk padadsugding lebih tinggi.

. Competitiveness

Mitra binaan usaha UKM yang dijalankan selain menyai keunggulan
dalam daya saing, maka harus berorientasi padasna@an adopsi terhadap

perkembangan produk yang dihasilkan.

. ldentity

Jika daya saing produk dari mitra binaan UKM daggtertahankan dan
diunggulkan, maka pada tahapan ekseternal peml@nklister masuk pada

pembentukan identitas produk.



Gambar 11. llustrasi pembentukan klaster pada itr@an UKM PKBL.
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Pada gambar ilustrasi pembentukan klaster di tatzspan awal dimuali
dengan pengelompokaspatial dari unit UKM yang ada pada kegiatan
pelaksanaan PKBL pada mitra binaan UKM, unit yadg &erdiri dari Toko
Pracangan, Jahit, Barber Shop, Budidaya Jamur Tikoperasi Karyawan,
Counter HP, Ternak Ayam Petelur, Fotokopi dan Warinternet (Warnet),
tahapan awal ini mendeskripsikan dari masing-masaniteristik yang kemudian
adanya interaksi dari unit UKM yang ada terhadagvator dalam hal ini adalah
implementasi PKBL pada mitra binaan UKM, Inovatoembuat suatu aturan
yang menjadi tumpuan dari UKM mitra binaan terhapgegguk yang dihasilkan,
inovator membuat suatu inovasi baru terhadap progulg dimana kemudian
antara unit UKM pada pengelompokaspatial ini mempunyai kombinasi
sumberdaya dan kompetensi sendiri dari produk ydihgsilkan. Pada tahapan
kompetensi unit UKM dikelompokan berdasarkan bigangasing-masing yaitu
pada klaster | terdiri dari Jahit, Koperasi dan @ ¢kacangan, Klaster Il terdiri
dari Jamur Tiram dan Ternak Ayam Petelur, dan &taging berdiri sendiri yaitu

pada counter HP, Fotokopi, Warnet dan Barber Shop.

Kedekatan spatial pada pengelompokan klasteramiudian diikuti oleh
interaksi antar perusahaan untuk mendukung prodedras Interaksi dan
komitmen ini kemudian diikuti dengan kemauan memgkimasikan sumberdaya
dan kompetensi yang dimiliki. Untuk itu, UKM mittainaan perlu membentuk
satu atau lebih institusi bersama dimana kemudsgpatdmenhasilkan daya saing

dan identitas yang berbeda dalam menghasilkan prid#iu.



BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mal@at dditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) mekgpakebijakan dari
pemerintah pusat dalam lingkup BUMN di tingkat [peenaan PG.
Poerwodadie. Program berjalan dengan dua aspek Kainitraan dan Bina
Lingkungan yang meliputi aspek pemberian kreditakizppetani tebu PKBL
dengan besaran paket Rp 12.500.000,00/Ha. kred&#lRKpilih petani tebu
PG. Poerwodadie sebagai tambahan dalam biaya galapm kredit yang
disediakan yaitu KKP-E dan PMUK. Bidang Bina Lingkian mencakup
objek bantuan yang terdiri dari bantuan sosial aeacalam, pendidikan,
kesehatan dan pengembangan sarana dan prasarana serta pelestarian
alam, adapun tata cara pengajuan untuk kegiataral sbencana alam,
pendidikan dan kesehatan diberikan secara langsetgngkan pada bantuan
tempat ibadah, sarana dan prasarana umum bantwdahudii dengan
pengajuan proposal, sedangkan sektor bantuan bsaéera pada instansi
Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSA), Lembaga Mamaje Infaq (LMI)
cabang Magetan dan Puskesmas Karangrejo, hallaku#tan dengan tujuan
mempermudah penyaluran bantuan program.

2. Berdasarkan perhitungan Usahatani pada kredit PKidapatkan hasil
Penerimaan usahatani tebu terdiri dari penerimaami dinsur gula
Rp.61.164.547,53 dan penerimaan dari unsur tete?.893.708,33 jadi total
penerimaan sebesar Rp.64.058.255,87/Ha, untuk haigh didapatkan hasil
Rp.51.232.512,00, sehingga pendapatan usahatanidipbroleh sebesar Rp.
12.825.744,00/Ha. Setelah mengetahui biaya, pemarnimdan pendapatan
usahatani tebu maka dapat diketahui efisiensi RA® rdari hasil tersebut
sebesar 1,25 dimana setiap tambahan modal Rp 1R8 akan didapatkan
tambahan penerimaan sebesar Rp 125, hasil tersabarmn usahatani tebu
dengan bantuan kredit program PKBL efisien dan metungkan.

11z
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3. Model konseptual yang cocok untuk mengatasi peralasali lingkup mitra
binaan UKM PKBL adalah model klaster, dimana tahapembentukan
diawali dengan adanya pengelompokgratial interaksi antar perusahaan,
kombinasi sumberdaya/kompetensi, institusi bersasehingga terbentuk
spesialisasi model klaster yang membentuk dayagsdan mengahasilkan
identitas produk.
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7.2 Saran

1. Pencairan pada bantuan paket kredit usahatani sebaiknya dilakukan

dengan tunai langsung sesuai dengan paket biagp gang diajukan petani
PKBL, selama program berjalan bantuan turun beptdta ini menghambat
petani dalam menambah biaya garap usahatani tphbila bantuan diberikan
berdasarkan kebutuhan petani maka pasokan bahantdfak yang masuk ke
PG tidak mengalami kendala baik dalam kualitas malkuantitas, dan petani
loyal terhadap PG. Poerwodadie dalam memenuhi pasoihan baku tebu.
Pemberian modal kerja yang lancar tidak ada kendalam pencairan dan
bagi hasil yang transparan akan meningkatkan pmdakhingga petani
mampu mengembalikan pinjaman dengan atau tanpa abuhgl ini
berdasarakan pola kemitraan yarnen dimana prosghg sederhana dalam
pemberian bantuan baik dalam biaya garap, halkam anemberikan stimulus
terhadap mitra binaan sehingga tidak terjadi kreddtcet Gon performing
loan).

. Pengajuan dana pada sektor mitra binaan UKM sefamgram berlangsung
dibatasi pada dar@afonyang tidak sesuai dengan besaran dana yang diajukan
oleh mitra binaan, hal ini dapat menghambat sektdKM dalam
mengembangkan dalam model klaster dimana terjadsiasasi produk,
sehingga kebutuhan akan dana seharusnya lancatidaé&nterkendala, oleh
karena itu pencairan dana seharusnya sesuai déebatuhan yang diajukan
oleh mitra binaan melalui pengajuan proposal.

. Berdasarkan model klaster yang telah dibentuk, rdakat menciptakan upaya
kerjasama antara unit UKM dan menciptakan kesempasambuhnya ruang
belajar secara kolektif untuk meningkatkan kualitpsoduk sehingga

mengarahkan ke segmen pasar yang lebih menguntungka



